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ABSTRAK 

 
Judul  :  OPTIMALISASI PEMANFAATAN  TANAH WAKAF DI KOTA 

JAMBI 

  

Nama : Drs. Bahrul Ma‟ani, M.Ag. 

NIM  : 09.3.773-BR,  

 

           Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok: Pertama, 

Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal? Kedua, 

Bagaimana  problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi?     

           Wakaf merupakan aset publik, yang menjadi harapan besar masyarakat 

untuk dikelola dan dimanfaatakan secara optimal baik secara material  maupun 

spiritual. Selama ini ada 676 persil tanah wakaf di Kota Jambi dimanfaatkan 

hanya untuk kepentingan spiritual, tanah-tanah kosong dan tanah disekitar 

masjid/langgar, madrasah dan sosial belum dimanfaatkan untuk kepentingan 

ekonmi sebagai mata pencaharian masyarakat. Karena itu tanah wakaf penting 

untuk diteliti melalui penelitian kualitatif dengan mewawancarai berbagai elemen-

elemen masyarakat dan stakeholders yang berkaitan dengan perwakafan. Dan 

analisis data, yaitu analisa yang mengarah kepada interpretasi penuh atas fakta-

fakta dan teks-teks tentang sosial keagamaan yang relevan dan tetap 

memperhatikan normatif nas}. Penelitian ini  menggunakan pendekatan normatif, 
diskreptif dengan memakai teori progresif sebagai teori pokok yang 

dikembangkan oleh Satjipto Raharjo, didukung oleh teori H. Islam tentang wakaf 

yang bersumber dari al-Qur‟an, al-Hadis, sahabat dan pemikir Islam kontemporer 

serta Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peratuan Pemerintah Nomor 42 

Tahun 2006 untuk merekonstruksi pemanfaatan wakaf  secara optimal. Karena   

selama ini ia dimanfaatkan secara tradisional dan mempertahankan status quo 

tanpa melihat peluang untuk bermitra dengan kalangan pengusaha dan swasta 

lainnya agar aset wakaf menjadi icon dalam menunjang ekonomi  masyarakat 

khusunya Kota Jambi.   

            Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah tidak berfungsi secara  

optimal  disebabkan oleh 4 faktor, Pertama, nazhir sebagai pengelola wakaf tidak 

memiliki kompetensi akademis dan manajerial untuk mengembangkan aset wakaf, 

akibatnya ia tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. Kedua, berdasarkan 

temuan di lapangan, stigmatisasi Syafi‟i masih cukup dominan dalam masyarakat 

untuk mempertahankan status qou yang berorientasi. Ketiga, nazhir, wakif dan 

ahli waris tidak memiliki kompetensi akademik sehingga malas mengelola wakaf 

terutama wakaf khai>ri, karena  selama diangkat menjadi nazhir, ia tidak 
memperoleh upah atau imbalan apapun. Ke-empat, mauquf ‘alaih (nazhir, KUA, 

Kementerian Agama Kota dan Kementerian Agama Propinsi), kurang 

berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf dan ada kecenderungan petugas 

wakaf menghilangkan data, apabila data wakaf itu mengalami problem yang akut. 

Akibatnya tahun 2010 ada 46 persil tanah wakaf yang dihilangkan oleh pihak 

Kemenag Kota, di samping  untuk menghindari permintaan Kemenag pusat untuk 

menghilangkan beban kerja yang sulit terurai tanpa ujung, juga terjadi 

penyimpangan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasaran Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 

1988. 

 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 

 

Nama Huruf  Latin Keterangan 

 alif Tidak ا

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 ba‟ b Be ة

 ta‟ t Te ث

 sa‟ s Es (dengan titik di atas) ث

 jim j Je ج

 ha‟ h Ha (dengan titik dibawah) ح

 kha‟ kh Ka dan ha خ

 dal d De د

 zal z Zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ r Er ر

 zai z Zet ز

 sin s Es ش

 syin sy Es dan Ye ش

 s}ad s} Es (dengan titik di ص

bawah) 

 d}ad d} De (dengan titik di ض

bawah) 

 ta‟ t Te (dengan titik di ط

bawah) 

 za‟ z}} Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain „ koma terbalik di atas„ ع

 gain g Ge غ

 fa‟ f Ef ف

 qaf q Qi ق

 kaf k Ka ك

 lam l El ل

 mim m Em و

ٌ nun n En 

 wawu w We و

ِ ha‟ h Ha 



 x 

 hamzah „ Apostrof ء

 ya‟ y Ye ي

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap 

 

 

 يتعقد يٍ

 

ditulis 

 

Muta‟aqidi>n 

 

 عد ة

 

ditulis 

 

„iddah 

 

C. Ta’ marbutah   

 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 

 هبت

 

ditulis 

 

Hibbah 

 

 جس يت

 

ditulis 

 

Jizyah 

 

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 

kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h.  

2.  

 

وناب ءكرايت الا  

 

ditulis 

 

karamah al-auliya‟ 

 

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t. 

 

 ditulis Zakatul   fitri زكب ة انفطر

 

D. Vokal Pendek 

 

 

 

 

 

 

 

Kasrah 

 
Fathah 

 
dammah 

ditulis 

 
ditulis 

 
ditulis 

i 

 
a 

 
u 
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E. Vokal Panjang  

 

fathah + alif 

 

 جههات

 

fathah  + ya‟ mati 

 

 يسعى

 

  kasrah + ya‟ mati  

 

 كريى

 

dammah+wawu mati 

 

 فروض

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

a > 

 

jahiliyyah 

 

a > 
 

yas‟a > 
 

i 

 

kari>m 
 

u> 
 

furu>d 

 

F. Vokal Rangkap 

 

fathah+ ya‟ mati 

 

 باُكى

 

fathah+wawu mati 

 

 قىل

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

 

ditulis 

ai 

 

bainakum 

 

au 

 

qaulun 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof  

 

 ditulis ااَتى

 

a‟antum 

 اعد ث

 

 نئٍ شكرتى

ditulis 

 

ditulis 

u‟iddat 

 

la‟in syakartum 

 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam  

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah   

 

 انقر ا ٌ

 انقاب ش

ditulis 

ditulis 

al-Qur‟an 

al-Qiyas 
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan  huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan  menghilangkan huruf l (el) nya. 

 

 انسًب ء

 انشًص

ditulis 

ditulis 
as-Sama >‟ 

asy-Syams 

 

I.  Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat   

 

 ذوي انفروض

 اهم انسُت

ditulis 

ditulis 
zawi al-furu>d 
ahl as-sunnah 
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 KATA PENGANTAR 

 

 
 

 

 
Ungkapan syukur yang tiada terhingga penulis haturkan atas segala 

limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah swt, sehingga disertasi ini dapat 

diselesaikan sesuai jadwal. Shalawat teriring salam tercurah kepada reformis sejati 

yang berjuang menegakkan kebenaran dengan keikhlasan yang tinggi dan tanpa 

pernah menyerah dan kenal lelah, semoga umatnya dapat mengikuti jejak 

jejaknya.  

Penelitian ini dapat dirampungkan tidak terlepas dari dukungan dari 

berbagai kalangan. Kalau cermin cembung pantulannya selalu lebih kecil dari 

bentuk aslinya, maka ungkapan kasih ini merupakan puncak dari gunung es kami. 

Untuk itu Penulis ingin menyampaikan ucapakan terimaksih yang setinggi- 

tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, 

semangat dan spirit serta materil selama menempuh pendidikan studi ini. Secara 

khsusus, penulis menyampaikan ucapan terimaksih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada : 

1. Prof. Dr. H. Musa Asy‟arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) 

Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama jajarannya, yang telah memberi 

kesempatan menimba ilmu di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.   
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2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Direktur Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga  beserta para 

Asisten Direktur  yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan, dukungan, 

dan dorongan semangat sehingga penulis terpacu untuk dapat menyelesaikan 

studi ini. 

3. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Promotor I yang telah 

membimbing dan meluangkan waktu sejak konsultasi proposal, menjalani 

penulisan, yang juga tetap membagi waktu, perhatian dan bimbingan untuk 

mendapat hasil tulisan yang fokus, dan tentu saja menghasilkan karya 

akademik yang memberi kontribusi dan layak publikasi, sampai rampungnya 

disertasi ini. sungguh bimbingan dengan arahan yang mengesankan. 

4.  Bapak Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA.,Ph.D, selaku Promotor II yang 

sejak awal mengarahkan Penulis agar membaca literatur-literatur asing untuk 

memperkaya khazanah disertasi yang sedang digarap, bahkan tidak segan-

segan menunjukkan buku-buku dan literatur lain yang relevan. Beliau juga 

senantiasa terbuka dan bersedia menerima untuk konsultasi, kapan dan di 

mana saja. Semoga kemudahan di setiap urusan beliau senantiasa hadir 

menyertai.    

5. Rektor IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang telah memberikan 

kesempatan untuk melanjutkan program Doktor di UIN Sunan Kkalijaga 

Yogyakarata.  

6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Drs. H. 

M. Hasbi Umar, MA., Ph.D sekaligus sebagai promotor yang senantiasa 
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memberikan kemudahan dan tentu saja izin ketika penulis harus mengikuti 

Perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.     

7. Kepala Perpustakaan beserta stafnya di UIN Yogyakarta yang senantiasa 

memberikan pelayanan prima, cepat dan ikhlas memberikan layanan. 

8. Prof. Dr. Munthalib, MS, SM, M. Yunus SE, Kasi Peny. Zakat dan Wakaf 

Kemenag Kota Jambi beserta jajarannya dan Pimpinan Pondok Pesantren di 

lingkungan Kota Jambi yang banyak memberikan data kepada penulis untuk  

penyelesaian disertasi.   

9. H. Fakhruddin Razi, SH, MH., yang tiada henti-hentinya memberikan 
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10. Teman-teman Program Doktor dari IAIN STS Jambi, Angkatan 2010.  

11. Teristimewa kepada kedua oang tua: H. Syarifuddin Haf dan Hj. Zam Zam    

yang selama  hidupnya senantiasa mendoakan anaknya untuk menjadi orang 

yang berguna 

12. Kepada istri tercinta, Sumarni, yang dengan kesabaran dan pengertiannya 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah     

Perbincangan tentang pemberdayaan harta benda wakaf secara  

produktif dan profesional telah lama diwacanakan oleh masyarakat Islam di 

Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Kota Jambi. Namun tidak banyak dari 

kalangan ahli-ahli Islam dan praktisi baik di level nasional maupun lokal, 

mengimplementasikan ide-ide itu dalam realitas kehidupan sehari-hari.  

Berbagai peraturan dan perundang-undangan pun telah dibuat dengan 

harapan untuk merealisasikan wakaf produktif, namun sedikit sekali  aturan itu 

menjadi acuan untuk mewujudkan manfaat wakaf secara optimal. Seperti 

peraturan yang diatur oleh Hukum Agraria Nasional yaitu, Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan 

Peraturan Perundang-undangan.
1
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 

                                                 
1
 Undang-Undang Pokok Agraria  Nomor 5 Tahun 1960  sebagai  yang dimaksud adalah 

perlu diadakan peraturan tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak 

milik atas tanah.  Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai 

pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki 

kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan 

dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini yang menjadi 

pertimbangan lahirnya Undang-undang Perwakafan adalah karena praktik wakaf belum 

sepenuhnya berjalan tertib dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Akibatnya, sebagian  

wakaf  tanah  berubah kepemilikan  berpindah menjadi  hak milik pribadi karena kelalaian nazhir 

yang kurang memahami fungsi wakaf  tanah yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan sesuai 

dengan tujuannya untuk kesejahteraan umum. Selain itu  sikap masyarakat pun kurang  respons 

terhadap pentingnya fungsi dan peruntukan tanah wakaf. Karena itu perwakafan ditertibkan 

melalui regulasi pemerintah dan Undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka 

pembangunan hukum nasional. Baca Departemen  Agama RI, Proses Lahirnya Undang-Undang  

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  (Jakarta: Depag  RI, 2005),  hlm. 42. Baca  H. Juhaya S. 

Praja dan H. Mukhlisin Muzarie, Pranata Ekonomi Islam Wakaf,  cet. ke- I (Bandung: STAIC 

PRESS, 2009), hlm. 137-138.  

             



  

  

 

  2 

Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Perwakafan Tanah Milik, Peraturan 

Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Perundang-undangan di 

bawahnya,
2
 yang dimuat dalam “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” 

berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi 

pedoman Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia.
3
 Undang-Undang RI 

Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-

2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-

2004 menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum antara lain 

melakukan penataan sistem hukum  nasional yang menyeluruh dan terpadu 

dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.
4
   

Terakhir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur wakaf tidak bergerak dan 

bergerak untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang hidupnya sederhana 

tetapi ingin berbuat kebajikan. Dalam Undang-undang itu diatur wakaf 

bergerak  dan tidak bergerak, walaupun  tidak sejalan dengan prinsip wakaf 

yang menganut asas keabadian,
5
 keadilan dan manfaat yang berhubungan 

                                                 
2
 Departemen  Agama RI., Strategi Pengamanan Tanah Wakaf  (Jakarta: Depag RI., 

2004), hlm. 38.  
3
 Departemen Agama RI., Proses Lahirnya Undang-Undang ..., hlm. 55. 

4
 Ibid.,  hlm.  28.    

5
هب   يىحرم لا يببع ولا     اى  لا تبب ع ولا تى هب ولا تى رث ا و 

… Agar tidak dijual, dihibahkan dan tidak diwariskan” atau “dilarang, tidak dijual dan  

tidak dihibahkan. Lihat Imam Al-Bukha>ri, S}ah}i>h}  Bukha >ri> (Beirut: Da>r al-S }a‟a>b, t.t.),  II: 43. Lihat 

juga Muhammad Abu Zahrah, Muha>d}ara>t fi>  al-Waqf, cet. ke- 2 (Beirut:  Da >r al-Fikri  Al-„Arabiy 

t.t.), hlm. 131. Muhammad Ibnu  Ahmad  Ibnu  Ja >zi  al-Kalibi, Al-Qawa>ni>n al-Fiqhiyyah (Da>r al-

Kalb al-„Ilmiyyah, 2006), hlm. 273. 
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dengan aspek masyarakat dan neg ara 
6 

Regulasi itu pun dikuatkan dengan nas} 

yaitu, hadis tentang dialog Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M) dengan 

Nabi,
7
tentang tanah  yang paling disukai lalu ia mewakafkannya.  

Namun tanah wakaf senantiasa membawa  problem tersendiri, terutama 

dalam pemanfaatan yang selalu tidak maksimal. Seperti, penggusuran tanah 

perkuburan, masjid yang tergadai, dan penguasaan kembali lahan oleh ahli 

waris, terutama tanah-tanah yang ada diperkotaan. Misalnya, dalam kasus 

tertentu seperti “Masjid Teja Suar” terletak di jantung Kota Jalan Tupare 

Cirebon, ahli warisnya ingin menjual masjid tersebut seharga 15 miliar untuk 

kepentingan pribadi. Walaupun masjid tersebut batal dijual karena aksi 

solidaritas IPNU yang berjuang untuk mengumpulkan koin. Namun apa yang 

dituturkan oleh Kosasih Nata Wijaya, Ketua Muhammadiyah Kota Cirebon 

                                                 
6
 Praktik perwakafan di Indonesia sebelum pemerintah menentukan Politik Hukum 

Agraria Nasional sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 khususnya perwakafan tanah, ia didasarkan 

pada pemikiran dan persepsi ahli fikih yang  sangat beragam (multi tafsir)  terhadap lembaga dan 

objek wakaf. Keadaan yang demikian sudah barang tentu sangat tidak menguntungkan terhadap 

eksistensi lembaga wakaf itu sendiri sebagai lembaga keagamaan. Namun setidaknya, perwakafan 

telah memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemeliharaan  keselamatan spiritualitas manusia. 

Baca Taufiq Hamami, Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional  (Jakarta: PT. 

Tatanusa, 2003), hlm. 95. Lihat  juga Q.S. Al-Maidah [5]: 32. J. Suyuti Pulungan, Prinsip-prinsip 

Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur‟a>n (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 1994),  hlm. 160. 
7
 Al-Qur‟an tidak spesifik menerangkan tentang wakaf, namun ayat-ayat yang dipandang  

berkaitan, Q.S. Ali-Imran [3]:92, Q.S. Al-Baqarah [2]: 267 dan 261, Q.S. Al-Hajj [22]: 77, Q.S. 

Al-Maidah [5]: 2. Sementara  dalam hadis  dari Ibnu Umar tentang wakaf tanah yang disukai Umar 

bin Khattab di Khaibar lalu diwakafkan:   

  ,Lihat  Imam Muslim, Al-Ja>mi’ al-S}ahi>h …اى شئت حبست  اصلهب وتصدقت بهب... )هتفق عليه(. 

(Beirut: Da>r al-Fikri, t.t.), V: 74. Lihat  Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulu>gul Mara>m  (Mesir: Mus}t }afa 

al-Ba>bi al-Halabi, 1378 H), hlm.197. Lihat juga Departemen  Agama RI, Fiqih Wakaf,  cet. ke-2 

(Jakarta: Depag RI., 2007), hlm. 13. Baca Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf,  

terj. Ahrul Sani Faturrahman,  cet-ke 1 (Jakarta: Dompet D }uafa> Republika, 2004), hlm. 90. Baca 

Quraish Shihab, dkk.,  Filsafat Hukum Islam, cet. ke-3 (Jakarta: Depag RI., 2004),  hlm. 236. 
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menjadi warning bagi nazhir dan stakeholders bahwa tanah wakaf tetap 

menjadi ancaman dari ahli waris dan oknum mafia di masa yang akan datang.
8
  

Berdasarkan konteks itu, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67  

memberikan sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan tanah wakaf.
9
 

Tetapi ironisnya tidak ada kasus sengketa wakaf masuk ke Pengadilan 

Agama,
10

 padahal ada beberapa persoalan yang memerlukan penanganan serius 

dari lembaga tersebut.    

Jadi kasus itu terjadi pada tanah wakaf jenis khai>ri, sementara jenis 

tanah wakaf ahli> dimanfaatkan untuk pondok pesantren secara kelembagaan 

dan digunakan secara optimal. Dikatakan wakaf ahli >, karena aset wakafnya 

dikelola oleh keluarga secara turun temurun, dan wakaf khai>ri yaitu wakaf 

umum tanpa dikuasai oleh seseorang, kelompok orang dan golongan tertentu.  

Pada umumnya wakaf ahli> di lembaga pendidikan, seperti  Pondok Pesantren 

dan tempat-tempat ibadah.  

 

 

                                                 
              

8
 Lilis Handayani, “Masjid Teja Suar Batal Dijual”, dalam Republika, Kamis 28 

November 2013/24 Muharram 1435, hlm. 22.   

              
9
 Pasal 67 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, 

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah 

diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf 

yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). (2) Setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (3) 

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan 

dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tiga) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67. 

             
10

 Observasi, tanggal 4 Oktober 2013 M/29 Z}ulhijjah. 1434 H.   



  

  

 

  5 

Tabel: 

 

 

No. Lembaga pendidikan  Jumlah Tanah 

Wakaf 

Capaian Omseat 

1 Pondok pesantren 

Nurul Iman  

  14 ruko dan 

24 Bedeng  

2 Pondok Pesantren Al-

Jauharen  

   

3 Pondok Pesantren 

Sa‟adatuddaren  

   

4 Pondok Peantren An-

Nur  

   

 

  Nurul Iman. Lembaga ini memiliki 14 unit ruko (rumah toko) yang 

berasal dari aset wakaf, dan 24 unit rumah bedeng yang dikontrakkan. Total 

penghasilan pertahun 170 juta rupiah,
11

 kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk 

kesejahteraan guru, santri berprestasi dan santunan para fakir miskin. Kedua, 

seluas 50 hektar tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Jau >hare>n Jambi, yang 

teradiri dari 16 hektar dialokasikan untuk perkebunan sawit dan 34 hektar 

digunakan untuk pertanian, peternakan bebek, sapi, dan kebun sayur-sayuran.
12

 

dapat dikelola dalam usaha produktif, yaitu usaha pertanian dan perkebunan.
13

 

Selain itu, lembaga ini  juga mengelola depot air al-Jau>hare>n.
14

 Ketiga, tanah 

                                                 
 

11
 Ia memiliki  omset yaitu, 14 unit rumah toko (ruko) setiap satu unit  dikontrakkan Rp. 

7000.000 pertahun. Sebenarnya ada 29 bedeng, tetapi 5 bedeng diambil oleh Yahya Buhaiti untuk 

kepentingan pribadi. Sekarang aset itu tinggal 24 bedeng, satu bedeng  dikontrakkan Rp.3000.000 

pertahun. Jadi total penghasilan Rp. 170.000.000 pertahun. Wawancara dengan H. Fahruddin Razi, 

Penasehat Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman, dilakukan di ruangan kerja Rektor Universitas 

Batanghari,  pukul 9 siang tanggal 14 Maret 2013 M/ 2 Jumadilu >la 1434 H.     

             
12

 Wawancara dengan Syah  Al-Bani, Guru dan Pengelola Aset wakaf Pondok Pesantren 

Al-Jau>hare>n, dilakukan di Ruangan Guru Pondok Pesantren Al-Jau >hare>n Kota Jambi pukul 3 

tanggal 18 Maret 2013 M/ 6 Jumadilu >la 1434 H.    

             
13

 Wawancara dengan K. H. Sirajuddin bin Muhammad, Mudir Pondok Pesantren Al-

Jau>hare>n  Kota Jambi, dilakukan dirungan Mudir, pukul 1 tanggal 18  Maret 2013 M/ 6 Jumadilu >la 

1434 H.     

             
14

 Wawancara dengan Syihabuddin al-Hudhori, Guru dan Sekretaris  Pondok Pesantren  

Al-Jau>hare>n, dilakukan pada tanggal 18  Maret 2013 M/6 Jumadilu >la 1434 H,  pukul 2 di Ruangan 

Guru Pondok Pesantren Al-Jau >hare>n Kota Jambi.     
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wakaf Pondok Pesantren Sa‟a>datudda>re >n.
15

 Lembaga ini memiliki tanah wakaf 

yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis, seperti “Rumah Makan 

Nantongga”, menjual kembang dan tanaman hias, usaha gedung olahraga 

footsal yang dikontrakkan, jasa pencucian motor dan mobil. Kyai
16

 sebagai 

mudir pondok pesantren telah mencanangkan pendirian Rumah Sakit Islam dan 

SPBU.
17

    

Keempat, tanah wakaf Pondok Pesantren An-Nur Tangkit seluas 5 Ha. 

yang sudah berakta ikrar wakaf dan bersertifikat, telah diamanahkan oleh 

masyarakat sejak tahun 1997 untuk dikelola sebagai sarana pendidikan dan 

sosial ekonomi. Tanah wakaf tersebut, selain didirikan sebuah toko yang 

menjual bahan bangunan, juga memliki lahan pertanian yang ditanami jagung 

dan sayur-sayuran, perikanan yang terdiri dari 4 kolam ikan yaitu ikan lele dan 

ikan patin, serta peternakan sapi yang makanannya diambil dari daun-daun 

jagung.
18

 Hasil dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk biaya 

operasional, biaya pendidikan pondok pesantren dan sebagian lainnya untuk 

pengembangan.
19

  

                                                 
             

15
 Wawancara dengan H  Zayadi, Pimpinan Pondok Pesantren Sa‟a>datudda>re>n, dilakukan 

pada tanggal 23 Maret 2013 M/11 Rabiulakhir 1434 H, pukul 10.30 di Ruangan Kemenag  Kota 

Jambi.  

             
16

 ”Memang benar bahwa kyai yang memegang pucuk pimpinan di Pondok Pesantren ini 

masih satu keturunan, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa penunjukan mereka sebagai pimpinan 

di pondok pesantren ini bukan hanya disebabkan mereka adalah keturunan pendiri pondok, tapi 

memang mereka adalah orang-orang yang layak untuk menjadi pimpinan karena kedalaman ilmu 

agama mereka, selain itu mereka juga memiliki kharisma di masyarakat, sehingga merekalah yang 

pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di pesantren”  Wawancara dengan  Tarmizi,  

Guru dan Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Iman,  dilakukan  pada tanggal 7 Maret 2013 M/ 24 

Rabiulakhir 1434 H, pukul 4 di Rumahnya Olak Kemang Kota Jambi.      

             
17

 Wawancara dengan Zainul Hayat, Sekretaris Pondok Pesantren Sa‟a >datudda>re>n,  

dilakukan  pada tanggal 11 Maret 2013 M/ 28 Rabiulakhir 1434 H, pukul 11.30 di Ruangan Guru 

Pondok Pesantren Sa‟a >datuddare>n Kota Jambi.  

             
18

 Observasi ke Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, tanggal 19 Maret 2013 M/7 Jumadilu >la 

1434 H.  

             
19

 Wawancara dengan H. Marwazi, Mudir Pondok Pesantren An-Nur Tangkit,  dilakukan 

pada tanggal 19  Maret 2013 M/ 7 Jumadilu >la 1434 H,  pukul 2.30 di Perumahan Guru  Pondok 
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Jadi optimalnya pemanfaatan wakaf ahli > pondok pesantren tersebut,   

karena pimpinannya adalah seorang kyai yang memiliki kedalaman ilmu 

keislaman, karismatik, wibawa, dan di-back up oleh pengusaha,
20

 sementara 

wakaf khai>ri bergerak dalam sitem individual tanpa ada usaha dan target-target 

yang harus dicapai.   

Namun wakaf ahli> di negara Mesir berbeda dengan wakaf ahli>  di 

Jambi.  Di Mesir, pada masa Raja Barquq dari dinasti Abbasiyah (abad ke-8), 

menghapus praktik wakaf ahli >> atau wakaf keluarga, karena kurang simpatik,  

sehingga wakaf ini diubah dalam bentuk wakaf sementara. Bahkan pada tahun 

1952 dikelurkan sebuah peraturan baru yang mengatur tentang tidak 

diperbolehkannya wakaf keluarga karena tidak memiliki rasa keadilan dan 

cenderung memonopoli harta wakaf.
21

 Namun setelah kurang menguntungkan 

kehidupan ekonomi masyarakat ketika itu, muncullah gerakan yang pro wakaf 

keluarga, yang kemudian dibentuk panitia Ad-Hoc untuk perwakafan dan 

Majelis Agama di Parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang 

                                                                                                                                      
Pesantren An-Nur  Kota Jambi. Baca juga Departemen Agama RI., Profil Nazhir  (Jakarta: Depag 

RI, 2008), hlm. 15-16.  

             
20

 Berkembangnya tanah wakaf beberapa pondok pesantren di Kota Jambi tidak terlepas 

dari tenaga profesional yang mem-back up dibelakangnya. Misalnya, (1) Pondok Pesantren Al-

Jau >hare>n; disupport oleh Marzuki Usman, seorang pengusaha dan mantan Menko Kesra di era 

Gusdur merangkap Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). (2) Pondok Pesantren 

Sa‟a>datudda>re>n didukung oleh H. Zayadi, seorang  pengusaha merangkap sebagai nazhir; (3) 

Pondok Pesantren Nurul Iman didukung oleh H. Fahruddin Razi, seorang aktivis, mantan Ketua 

HMI, KNPI dan hingga saat ini masih aktif sebagai Rektor Unbari (Universitas Batanghari) 

sekaligus nazhir.; (4) Pondok Pesantren An-Nur Tangkit dipimpin oleh H. Marwazi, yang 

berpendidikan S3 telah berkecimpung di dunia bisnis. Dan Pondok Pesantren As‟ad dipimpin oleh 

K. H. M. Najmi bin K. H. A. Qadir berlatar belakang pendidikan ekonomi yang memiliki banyak 

ruko sekaligus nazhir. Observasi,  tanggal. 15 April 2013 M/ 3 Jumadilu >la 1434 H.   

 

              
21

 Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah 

Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, cet. ke-2 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005),        

hlm. 33.   
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wakaf keluarga kepada Kementerian Wakaf (1926-1927 M) agar disahkan 

menjadi Undang-undang.
22

  

Demikian juga dukungan moral agama sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Uswatun Hasanah bahwa motivasi agama cukup berpengaruh dalam 

pembentukan tata kehidupan dan tata tingkah laku mereka, dan agama 

dijadikan salah satu acuan bagi program pembangunan nasional dan daerah, 

karena Islam salah satu agama yang berkembang di Indonesia, serta merupakan 

agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.
23

  

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan 

masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”  Agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif 

terhadap politik, ekonomi dan budaya penduduk muslim. Apalagi wakaf dapat 

didukung oleh budaya melayu yang menurut Deliar Noer identik dengan 

Islam,
24

 yang menjunjung adat-istiadat melalui asas musyawarah dan 

mufakat.
25

 Berdasarkan jumlah hasil projeksi penduduk Kota Jambi tahun 

                                                 
             

22
 Ibid.    

             
23

 Uswatun Hasanah, “Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan 

Umat” dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan  (Jakarta: Depag RI., 2004),  hlm. 117. 

 
24

 Deliar Noer menjelaskan dalam Toward a Non-Western Approach to The study of 

Malay/Indonesian Society, bahwa “Malay” is used here in the widest sense and also cover 

Indonesia, including those of Java. But this word “Malay” is also defined in a religious context: a 

Malay is a Muslim: (to become a Malay) means is this country as well as in certain parts of 

Indonesia to become a Muslim. Baca Deliar Noer, Toward a Non-Western Approach to The study 

of Malay/Indonesian Society, A Supplement to Indonesia‟s Cresent No  4/1992 (Jakarta: The  

Risalah  Foundation/The  Islamic  Academic,  1992), I: 5.  
25

الوتىكليي 
 

وشبورهن فى الاهر فب ذا عزهت فتىكل على الله اى الله يحب   Dan bermusyawaralah dalam 

segala urusan, apabila telah berusaha maka bertawakalah (berserah dirilah) kepada Allah 

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. Q.S. Ali-Imran  [3]: 159.    

http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
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2013, ada 557. 215 jiwa penduduk Kota Jambi, maka 67 % adalah penduuduk 

melayu, dan 33 % adalah pendatang.
26

 

Jika demikian, secara umum tanah wakaf seharusnya dapat 

dimanfaatkan secara optimal, karena didukung oleh solidaritas keagamaan. 

Tetapi budaya pesantren  dengan tradisi keilmuan dan etos kerjanya yang 

tinggi, justeru tanah wakaf lembaga ini dapat berfungsi secara optimal baik di 

bidang agama maupun  ekonomi.
27

 Sebaliknya nazhir wakaf  khai>ri,  sebagai 

pengelola tidak qualify dan tidak memiliki skill, karena kemampuan 

akademiknya sangat rendah sehingga malas mengelolanya, akibatnya manfaat 

tanah wakaf pun tidak optimal termasuk pensertifikatan.
28

  

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: pertama, requirement nazhir 

tidak qualify secara akademis; kedua, stigmatisasi Syafi‟i bahwa harta benda 

wakaf tidak boleh dilakukan perubahan apapun masih melekat dibenak 

masyarakat.
29

 Ketiga, nazhir malas mengelola wakaf karena tidak memperoleh 

imbalan materi; keempat, Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun  2004 

                                                 
26

 Lihat  Jumlah hasil Projeksi Data Penduduk di Kantor BPS Kota Jambi tahun 2013.  

 
27

 Wawancara dengan Tarmizi Sibawaihi, Dosen IAIN STS dan Sekretaris Majelis Ulama 

(MUI) Jambi, dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013 M/26 Z}ulhijjah 1434 H, pukul 11 di 

Ruangan Dosen Fak. Syariah IAIN STS Jambi.   

 
28

 Hj. Nurhasanah, Staf Peny. Zakat dan Perwakafan (Zawa), menjelaskan bahwa 

lambannya kepengurusan sertifikat  tanah wakaf disebabkan dari sikap sebagian ahli waris yang 

sengaja menghalangi nazhir untuk mengurus sertifikatnya dengan tujuan  ingin menguasainya. 

Selain itu, sertifikat asli tanah wakaf yang diurus oleh Kemenag harus tinggal di Kantor Kemenag, 

sementara yang boleh diambil hanya photo copynya. Menurut M. Ruslan, Pegawai BPN Kota 

Jambi, juga menjelaskan bahwa biaya sertifikat Rp. 600.000 dari Kemenag Kota Jambi pun dinilai 

sangat murah yang mengakibatkan lambannya pensertifikatan tanah wakaf di Kota Jambi. 

Wawancara dengan Hj. Nurhasanah Staf Peny. Zakat dan Perwakafan (Zawa) Kemenag Kota 

Jambi,  dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 M/ 19 Shafar 1434 H,  pukul 11 di Ruangan Staf 

Zawa Kemenag Kota Jambi.  Wawancara dengan M. Ruslan, Pegawai BPN Kota Jambi, dilakukan 

pada tanggal 1 Maret 2013 M/ 18 Rabiulakhir 1434 H,  pukul 2 di Ruangan Masjid Al-Muhajirin 

Kel. Kenali Besar Kota Jambi.    

 
29

 Wawancara dengan K. H. M  Najmi Qadir, Mudir Pondok Pesantren As‟ad Kota Jambi,  

dilakukan pada tanggal 5 Maret 2013 M/22 Rabiulakhir 1434 H, pukul 10 di Ruangan Guru 

Pondok Pesantren As‟ad Kel  Olak Kemang Kota Jambi     
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sejak disahkannya belum 

tersosialisasi;
30

 kelima, pemerintah -KUA- tidak melakukan re-evaluasi 

terhadap kinerja nazhir terutama yang berkaitan dengan administrasi;
31

 

keenam, Nazhir sebagai pengelola wakaf terfokus kepada kehendak wakif  

yang tertera pada AIW (Akta Ikrar Wakaf) untuk pembangunan sarana ibadah, 

pendidikan, TPU dan sosial;
32

 ketujuh, prilaku dari petugas Kemenag yang 

sengaja membuang tanah wakaf karena persoalannya akut dan sulit diurai, 

sementara Kemenag pusat selalu menuntut penuntasan.
33

  

Sebenarnya problem tersebut dapat teratasi, jika Undang-undang yang 

baru itu dapat diimplementasikan sehingga hasil dari aset wakaf dapat 

diperoleh  secara optimal. Karena itu pada tanggal 27 Oktober 2004, Presiden 

mensahkan Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.
34

 Kemudian untuk mem-follow up regulasi 

itu, pada tanggal 8 Januari 2010 Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama 

                                                 
 

30
 Wawancara dengan Rusnelly, Sekretaris Lurah Kel. Kenali Besar, dilakukan pada 

tanggal 4 Februari 2013 M/23 Rabiulawal 1434 H, pukul 10 di Ruangan Kantor Sekretaris Lurah 

Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi.     
31

 Wawancara dengan Hj. Fauriah, Kabid Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf 

Kemenag Provinsi Jambi, dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 M/ 19 Shafar 1434 H,  pukul 3 

di Ruangan Kantor  Zawa Kemenag Provinsi  Jambi.    

 
32

Wakaf produktif, yaitu wakaf  harta yang digunakan untuk kepentingan produksi 

dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf 

secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada 

orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat 

menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan 

wakaf. Baca Munz}ir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, terj. H. Muhyiddin Mas Rida, cet. ke-1 

(Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 23.    

 
33

  Wawancara  dengan  M. Yunus,  Ka. Peny. Zakat  dan  Wakaf  Kementerian Agama 

Kota Jambi, dilakukan pada tanggal 7 Februari 2013 M/26 Rabiulakhir 1434 H, pukul 1 di 

Ruangan Kantor Kemenag Kota Jambi.     

 
34

  Wahiduddin Adams, “Kedudukan dan Sumbangan Hukum Islam dalam Pembangunan 

Hukum Nasional”, Paper dipresentasikan dalam acara Seminar Internasional Islam dan 

Pengembangan Hukum dan Ekonomi Global Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, tanggal 29 

November 2010, hlm. 8. Baca juga Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era 

Wakaf…,  hlm. 89.  
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dengan Hj. Ani Bambang Yudhoyono di Istana Negara atas nama pemerintah, 

meluncurkan gerakan wakaf uang secara nasional dengan menyerahkan uang 

sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada lima Bank Syariah yang 

ditunjuk oleh Menteri Agama sesuai peraturan dan perundang-undangan selaku 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kemudian  

Presiden menunjuk Badan Wakaf Indonesia untuk menjadi nazhir (pengelola) 

uang wakaf tersebut. Hasil pengeluaran uang wakaf itu diperuntukkan bagi 

pembangunan keagamaan dan pendidikan.
35

   

Sebenarnya filosofi dari penyerahan uang oleh Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono bersama dengan Hj. Ani Bambang Yudhoyono  

merupakan isyarat bahwa wakaf uang atau tanah yang diuangkan adalah bagian 

dari wakaf produktif. Sementara sistem adiministrasi dilakukan di LKS-PWU 

adalah manfaat wakaf tidak lagi dilakukan dengan sistem konpensional, 

melainkan dengan IT.  

Oleh karena itu sangat urgen mengadopsi pemahaman Imam Ahmad 

dan Imam Hanafi yang disinyalir lebih moderat dalam hal perwakafan yang 

membolehkan perubahan dan pengalihfungsian tanah wakaf untuk tujuan 

ecomic resources, dan Implikasi dari moderat dapat menghindarkan diri dari 

sifat mubazir.
36

 Islam melarang sifat mubazir, namun lebih memerintahkan 

untuk berlomba berbuat kebaikan dan maslahah.
37

   

Hal itu sesuai dengan tindakan Umar bin Khattab yang  melakukan 

perubahan atas tanah wakaf dengan mengganti masjid Kufah yang lama dengan 

                                                 
 

35
 Wahiduddin Adams, Kedudukan dan Sumbangan Hukum Islam …,  hlm  8   

36
 Lihat  Q.S.  Al-Isra‟ [17]: 27.  

37
 Lihat  Q.S. Al-Baqarah  [2]: 148. 
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yang baru dan tempat lama dijadikan pasar.
38

 Perubahan tersebut adalah bentuk 

alih fungsi dan sebagai isyarat bahwa harta benda wakaf dapat dikelola secara 

produktif. Senada dengan itu, Rahmat Jatnika seperti dikutip dalam 

“perwakafan tanah” menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi yang 

berkaitan erat dengan persoalan kemasyarakatan dan individu secara 

keseluruhan yang mempunyai dimensi palymorphe secara interdisipliner dan 

multidisipliner menyangkut masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan, 

administrasi
39

 dan  politik.
40

  

Pada tulisan ini, penulis tertarik meneliti dan mengkaji tanah wakaf 

agar dapat dimanfaatkan  secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai fokus 

utama penelitian ini mengambil topik ”optimalisasi Pemanfaatan  Tanah wakaf 

di Kota Jambi”  yang terkait dengan  tidak  optimalnya pendayagunaan tanah 

wakaf dan problematika serta implementasi Undang-undang kepada kedua  

jenis wakaf, yaitu wakaf  ahli>  dan  wakaf khai>ri  di Kota Jambi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus kajian 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf  belum optimal?    

                                                 
38

 Ibid. 
39

 Kelengkapan administrasi dan sertifikat  adalah  untuk melindungi wakaf  tanah secara 

hukum. Jadi  pemerintah dan ahli hukum memberikan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang 

menemui masalah hukum karena terjadi sengketa. Demikian pula nazhir wakaf dan masyarakat 

aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaannya. Lihat Departemen Agama RI., Strategi 

Pengamanan ..., hlm. 67.   
40

 Taufiq Hamami,  Perwakafan Tanah…, hlm. 2.  
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2. Bagaimana pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf    

oleh Nazhir dan Wakif ?   

3. Bagaimana  problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi?   

 

C. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

 1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: pertama, untuk mencari sinkronisasi 

penyebab pemanfaatan tanah wakaf belum optimal sebagaimana yang 

diamanahkan oleh Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Kedua, untuk mengkaji 

pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh Nazhir 

dan Wakif. Ketiga, untuk mengetahui problematika pemanfaatan tanah 

wakaf di Kota Jambi.    

2.  Kegunaan  Penelitian 

Penelitian sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi dua kegunaan 

sekaligus, yaitu: pertama, kegunaan ilmiah-akademis, yaitu penelitian yang 

berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum secara umum. 

Secara khusus kajian wakaf mengembangkan keilmuan fikih al-ma>l di 

Perguruan Tinggi Islam terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Selain 

itu, tujuan ilmiah-akademis ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemacu 

lahirnya dialog akademis yang lebih terbuka dan berwawasan, sehingga 

dapat melahirkan sejumlah sintesis pemikiran baru yang lebih bermakna dan 

sesuai dengan tuntutan zaman. Kedua, aspek kemasyarakatan yang mana 
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penelitian ini mengangkat tentang wakaf berkaitan dengan tanah sebagai 

wahana bagi masyarakat dan menjadi mata pencaharian untuk memenuhi 

kebutuhannya sehari-hari, terutama dalam usaha membangun dan memberi 

wawasan pada asas manfaat secara optimal. Secara khusus, penelitian ini  

berguna bagi penulis sebagai ajang untuk mengasah dan memperkaya 

khazanah Ilmu Pengetahuan.   

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan Ilmu agama Islam 

pada umumnya terkait dengan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta 

benda wakaf bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah yang diwakafkan 

oleh wakif untuk menyejahterakan masyarakat lahir dan batin. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi pemerintah 

untuk meningkatkan pengelolaan tanah wakaf di Kota Jambi secara 

produktif.   

 

D. Kajian Pustaka      

Penelitian dan pembahasan tentang tanah wakaf telah banyak dilakukan 

para sarjana dan intelektual muslim yang memandang dari berbagai perspektif 

dan pendekatan untuk mencapai maqa>s}id al-syari >ah. Kajian ini pada satu sisi 

menelisik tentang wakaf khai>ri  yang pemanfaatannya tidak optimal dan disisi 

lain mengkaji wakaf ahli> yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian 

juga diambil data lain seperti  tanah wakaf  Pondok Modern Gontor di Jawa 
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Timur
41

 baik data dalam teks book yang ditulis H. Juhaya S. Praja dalam 

“Pranata Ekonomi Islam Wakaf”, maupun wawancara kepada Mudir dan guru-

guru Pondok Modern Gontor ke-12 cabang Jambi dan hasil observasi di 

beberapa pondok pesantren Kota Jambi.   

 Tanah wakaf lembaga Pondok Modern Gontor dengan beberapa 

pondok pesantren di Jambi memiliki tipologi seperti berikut ini: pertama, 

tanah wakaf Pondok Modern Gontor berasal dari usaha bersama melalui 

sumbangan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sementara tanah wakaf 

pondok pesantren di Jambi bersumber dari usaha keluarga secara temurun  

yang kemudian disebut dengan wakaf ahli>. Persamaannya, keduanya 

mengelola benda wakaf untuk tujuan produktif. Kedua, aset tanah wakaf 

Pondok Modern Gontor dinamis dan mengembangkan cabang di tempat lain, 

seperti Pondok Modern Gontor ke-12 di Muara Sabak Jambi. Sementara 

pesantren di Jambi tidak memiliki cabang di tempat lain. Namun sama-sama 

bergerak dalam pendidikan dan sosial ekonomi. Ketiga, Pondok Modern 

Gontor menerapkan manajemen demokratik dan aspiratif tetapi aplikasinya 

tetap bertumpu di tangan kyai. Sementara pondok pesantren di Jambi 

                                                 
41

Berdasarkan penjelasan Abdul Gofar seperti dikutip dalam “Kumpulan Seminar 

Perwakafan” bahwa di Jawa Timur antara tahun 1500-1600, telah berlangsung perwakafan. 

Berdasarkan daftar yang terdapat di Kanwil  Kemenag Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan 

Agama, selama abad XVI terdapat enam buah wakaf dengan luas 20.615 m
2
. Pada pertengahan 

kedua abad XVIII terdapat 61 wakaf dengan luas 94.071 m2 (perwakafan), yang terdiri dari 57 

wakaf tanah kering dan 4 (empat) buah wakaf sawah. Pada waktu ini baru pertama  kali terdapat 

wakaf sawah 9.850 m
2
 untuk memelihara kuburan di Kab. Probolinggo. Kemudian wakaf tanah 

meluas ke daerah-daerah Pasuruan. Kediri dan Madium. Pada abad XIX tercatat pada Kantor 

wlayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur 303 lokasi tanah wakaf milik. Jumlah tersebut 

pada pertengahan pertama abad XIX tercatat 79 buah wakaf sawah. Pada pertengahan kedua abad 

tersebut, tercatat 224 buah wakaf terdiri dari 219 buah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf 

sawah. Baca Abdul Gofar, “Keberadaan Undang-Undang Wakaf di dalam Perspektif Tata Hukum 

Nasional” dalam Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan  (Jakarta: Depag RI., 2004),  hlm. 44.  
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menerapkan manajemen kolektif  koligial yaitu, ahli waris kyai lebih dominan; 

Keempat, Pondok Modern Gontor menerapkan “wakaf diri” yaitu ada 

kewajiban alumni mengabdikan diri, yang sebelumnya tidak dikenal dalam 

literatur fikih.                                                                                                                                                                                          

Sementara pondok pesantren di Jambi tidak menerapkan wakaf diri,    

karena kyai dan guru sudah cukup memadai untuk mengajar dan 

mengembangkan pondok pesantren yang didominasi oleh keluarga atau disebut 

wakaf ahli>. Kelima, sistem keuangan Pondok Modern Gontor bersifat 

sentralistik yang terpusat pada kyai. Sementara sistem pengelolaan keuangan 

pondok pesantren di Jambi bersifat yayasan dengan tidak bertumpu kepada 

kyai. Sementara persamaannya, sama-sama berjibaku memperjuangkan  

eksistensi pondok pesantren, kesejahteraan guru dan santri.   

Jadi kriteria wakaf produktif versi Kementerian Agama dan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 

2006 telah terwakili pada Pondok Modern Gontor sebagai wakaf produktif  

atau semi profesional sebagaimana juga beberapa  pondok pesantren di Jambi 

dikategorikan wakaf produktif semi profesional. Sementara yang disebut 

profesional, apabila telah  menerapkan wakaf tunai, wakaf investasi, sirkulasi 

uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan mitra usaha sebagai 

kriteria wakaf profesional.     

Berkaitan dengan itu, ada beberapa karya ilmiah yang membahas 

tentang wakaf. Karya tulis Uswatun Hasanah, Peranan Wakaf dalam 

Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta 
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Selatan) mengkaji tentang bagaimana wakaf menjadi sumber utama dalam 

menyejahterakan masyarakat. Karya ini juga menyoroti penerapan Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah di wilayah Jakarta 

Selatan, fungsi nazhir wakaf di Jakarta Selatan, pemanfaatan tanah wakaf di 

Jakarta Selatan dan tanah wakaf organisasi Muhammadiyah yang memiliki 

banyak aset wakaf  tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua kegiatan amal 

usaha Muhammadiyah yaitu, masjid/musala tersebut berlangsung di gedung 

yang dibangun di atas tanah wakaf maupun tanah non wakaf sebagai 

manifestasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Tetapi 

kelemahan pada peraturan itu sanksi hukum yang ringan bagi oknum yang 

mengkriminalisasi harta benda wakaf. Sementara Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67 sanksi 

berat bagi pelaku kriminalisasi wakaf.  

 Karya tulis Siti Nuryanti, Peranan Wakaf dalam Pendidikan Islam 

Masa Abbasiyah mengkaji tentang dana dari wakaf yang dikembangkan, 

mampu membangun gedung-gedung pendidikan, seperti madrasah Niz}amiyah 

pada masa Niz}am al-Muluk (w. 485 H/1092 M). Madrasah Niz}amiyah 

Baghdad yang dibangun dari dana wakaf untuk kepentingan para pengikut 

Syafi‟i, baik gurunya sendiri maupun manfaat dari wakafnya    Demikian juga 

tanah wakaf pondok pesantren di Kota Jambi, selain tanah yang ditempati oleh 

pondok pesantren juga ada tanah wakaf lain dinilai produktif  yang bergerak di 

sektor ekonomi dan bisnis.   
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Karya tulis Musthafa, Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di 

Indonesia: Studi Analitis UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf  mengkaji 

tentang  jenis harta benda bergerak dan tidak bergerak, walaupun sebelumnya 

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur tanah 

hak milik. Sementara disertasi ini, penulis mengkaji pemanfaatan tanah wakaf 

di Kota Jambi yang terkait wakaf khai>ri dan wakaf ahli> dengan ciri khas dan 

keunikan tersendiri, baik yang bersifat  statis maupun produktif.    

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf mengkaji 

tentang hukum-hukum wakaf di kalangan empat Imam mazhab terutama dari  

syarat rukun, s}ighat, wakif, nazhir dan harta benda wakaf. Tetapi kajian ini 

terkesan bercorak kepada kajian fikih Timur Tengah yang banyak mengutip 

pendapat para ulama tetapi kurang memperlihatkan pendapatnya yang baru, 

mempertahankannya serta membandingkannya dengan yang lain.   

Ahmad  Jazuli dalam Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat 

dalam Rambu-rambu Syariah menjelaskan bahwa bentuk perwakafan di Jawa 

Barat yang mana harta pada umumnya meliputi, tanah wakaf yang terdiri dari 

sawah dan tanah darat  dijadikan perkebunan, tegalan, kuburan, juga kolam-

kolam. Wakaf  berupa bangunan pada umumnya untuk ibadah, seperti masjid, 

pendidikan seperti pesantren, dan untuk kemanusiaan seperti rumah-rumah 

yatim piatu. Wakaf  yang berupa alat-alat seperti petromaks, pengeras suara, 

tikar, kursi dan sebagainya.
42

 Selanjutnya ia mengatakan bahwa wakaf di Jawa 

Barat, pihak ahli waris kadangkala menjadi kendala dan memunculkan kasus 

                                                 
42

 Ahmad Jazuli, Fiqh Siya>sah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu 

Syari‟ah, cet. ke-3 (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2003), hlm. 244.  
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gugatan atas penjualan benda wakaf, pemanfaatan wakaf oleh nazhir.
43

 Selain 

itu, terjadinya gugatan ahli waris karena tidak adanya pembuktian yang kuat, 

karena wakaf pada umumnya diikrarkan dengan cara lisan tanpa ada bukti 

tertulis. Penyelewengan juga dapat disebabkan oleh wakif yang tidak jelas 

ikrarnya, kepada siapa dan untuk apa wakaf itu, sehingga ahli waris yang 

ekonominya lemah tidak mengakui status wakaf, lantas disalahgunakan dan 

ditempatinya pada hal ia tidak berhak lagi terhadap objek itu.
44

  

Karena itu dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1977 dan pasal 215 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam serta literatur 

fikih dijelaskan bahwa peruntukan wakaf untuk “selama-lamanya”, guna 

menghindari wakif atau ahli waris menarik kembali tanah wakafnya. 

Sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah  

Nomor 42 Tahun 2006  dalam pasal 1  boleh “wakaf sementara” 
45

 Walaupun 

demikian Undang-Undang tersebut seharusnya tetap konsistensi mem-back up 

eksistensi tanah wakaf  baik tanah wakaf yang  tidak bergerak, maupun 

bergerak, seperti tanah, gedung, kebun, sawah,  atau uang, hak  intelektual dan 

semacamnya.  

Tulisan ini  berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota 

Jambi” lokasi penelitiannya mengambil tempat di Kota Jambi, disebabkan oleh 

beberapa hal: 

                                                 
43

 Ibid. 
44

 Ibid.    
45

 Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1. 
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1. Kehidupan Kota Jambi  berbeda dengan kehidupan di desa dan wilayah 

lainnya, karena wilayah itu ada kasus yang unik, seperti hilangnya 46 persil 

tanah wakaf.     

2. Kota Jambi sebagai tujuan utama pendatang dari desa ke kota (urbanisasi) 

atau dari tempat lain, dengan demikian  tanah wakaf  menjadi sasaran 

pemukiman bagi mereka.     

3. Kota Jambi terdapat beberapa tanah wakaf pondok pesantren cukup  

produktif, antara lain Pondok Pesantren Sa’a>datudda>re>n,
 
Nurul Iman, Al-

Jau>hare>n dan An-Nur Tangkit. Tetapi selain itu, ada tanah wakaf yang tidak 

produktif dan tidak berkembang, hanya bangunan pisik yang sifatnya 

spiritual. Seperti masjid/langgar, sosial dan TPU.   

4. Kota Jambi sangat memudahkan penulis untuk melakukan mobilisasi 

penelitian terutama dalam pengumpulan data yang terkait dengan data fisik 

dan dokumentasi serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 untuk mewujudkan  wakaf  

profesional.   

Adapun posisi penulis di antara posisi dari karya, sebagaimana 

tersebut dalam kajian pustaka di atas bahwa penulis memiliki kekhasan   

yaitu:   
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No  

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Nama 

 

 

 

Uswatun 

Hasanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siti Nuryanti 

Perwakafan     

Tahun 1977     

   tanah wakaf di   

 

 

 

 

 

 

Judul 

 

 

 

Peranan wakaf untuk 

mewwujudkan 

Kesejahteraan Sosial  

(Studi Kasus 

Pengelolaan Wakaf di 

Jakarta Selatan).  

Penelitian ini menyoroti   

Penerapan peraturan 

pemerintah No. 28 

Tahun 1977 Tentang 

Perwakafan tanah di 

Wilayah Jakarta Selatan, 

Fungsi Nazhir Wakaf di 

Jakarta Selatan, 

Pemanfaatan tanah 

wakaf di Jakarta Selatan 

dan tanah wakaf 

Muhammadiyah. 

Peran Wakaf dalam 

Pendidikan Islam Masa  

Abbasiyah. 

Deskripsi lembaga 

pendidikan yang 

didukung oleh wakaf, 

pengelolaan wakaf 

madrasah dan lembaga 

pendidikan, wakaf 

sebagai unsur 

pembiayaan pendidikan 

Rumusan masalah dan Tujuan 

penelitian (objektif) 

 

 

 

Bagaimana pengelolaan 

wakaf yang  ideal? dan 

apakah wakaf berfungsi untuk 

menyejahterakan masyarakat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana wakaf sebagai 

dana sosial dan pembiayaan 

Pendidikan dalam Islam ? 

Dan esensi wakaf  pada masa 

Abbasiyah.?  

 

 

 

 

 

Pendekatan 

 

 

 

 

Normatif 

Sosiologis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosial 

historis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jenis 

Penelitian 

 

 

 

Kualitatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil yang merupakan 

jawaban rumusan masalah dan 

pencapaian tujuan penelitian 

 

 

Dalam disertasinya   lebih 

menyoroti PP. No. 28 Tahun 

1977 Tentang Perwakafan 

Tanah Milik, ada dua bentuk 

nazhir,  nazhir kelompok 

perseorangan dan nazhir 

berbentuk kelompok   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam pola pengelolaannya, 

masa Abbasiyah  dana wakaf 

diberikan kepada, syekh, 

mudarris, fasilitas asrama 

bagi mahasiswa . Sementara 

masjid syekh, Imam 

,muazzin, staf yang lebih 

rendah yaitu mu‟d dan mufid, 

pelayanan beasiswa bagi 

muridnya.  

2
2

 

2
2
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musthafa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhammad 

Abid Abdullah 

Al-Kabisi 

 

 

 

 

 

 

 

Islam. 

Sisi Hukum UU  No. 41 

Tahun 2004 dan PP. No. 

42 Tahun 2006. Sisi 

Pembaruan Hukum Wakaf 

di Indonesia(Studi 

Analisis UU. No. 41 

Tahun 2004 Tentang 

Wakaf). 

Peratuan perwakfan di 

Indonesia. 

Diskrpisi  UU. No. 41 

Tahun 2004 tentng Wakaf.  

Metode pembaruan 

Hukum dalam UU. No. 41 

Tahun 2004 tentang 

Wakaf  

Metode Umum 

Pembaruan Hukum 

Keluarga Kontemporer.  

Perubahan dan pengalian 

harta bendawakaf . 

 

 

A. Perlakukan terhadap 

harta wakaf 

B. Perwalian atas harta 

wakaf  

C. Gugatan wakaf dan 

proses pembuktiannya 

D. Ibdal dan istibdal.  

 

 

 

 

Pembaruan wakaf apa saja 

yang ada dalam UU. No.41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf 

dan Metode pembaruan 

hukumnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana orang-orang masa 

klasik menyisihkan sebagian 

harta   yang mereka miliki. 

Bagaimana mengopinikan 

Pandangan Imam Hanafi 

dalam hal wakaf.    

 

 

 

 

 

Diskriptif 

komperatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekstual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitatif 

Dokumentasi 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembaruan mencakup 

definisi, jenis harta benda 

wakaf, perubahan dan 

pengalihan selama untuk 

kepentingan umum.  UU  

No. 41 Tahun 2004 dan PP. 

No. 42 Tahun 2006 banyak 

kepada metode the eclectic 

expedient (takhayyur dan 

talfiq) dan metode expedient 

of administrative (siyasah 

syari‟ah)    

Hal-hal yang dikritik dalam 

UU. yang baru yaitu: 1. 

Definisi boleh wakaf 

sementara dan selamanya 

2. PP. No. 28 Tahun 1977 

hanya tanah wakaf  tidak 

bergerak. 3.   

 

 

 

 

Bahasan disertasi ini karena 

menyentuh soal  pengalihan 

dan penjualan aset wakaf 

demikian juga masalah 

accountability seorang nazhir 

wakaf dan proses pemecatan. 

Ia juga mengemukakan 

bahwa mazhab Hanafiyah 

paling toleran sebagaimana 

tersebut di atas.    

2
3
 

2
3
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5 

 

Bahrul Ma‟ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

Optimalisasi 

Pemanfaatan Tanah 

Wakaf  di Kota Jambi 

 

 

 

 

 

 

1.  Apa yang  menyebabkan 

pemanfaatan tanah wakaf  

belum optimal?    

2.  Bagaimana  pemahaman 

Hukum Islam tentang 

pemanfaatan tanah wakaf  

oleh Nazhir dan Wakif ?   

3. Bagaimana  problematika 

pengelolaan tanah wakaf 

di Kota Jambi?   

   

 

Yuridis Normatif   

 

Kualitatif 

 

Kota Jambi, tanah wakaf  

cukup luas, baik di posisi  

strategis maupun  non 

strategis, ternyata tanah itu 

tidak dapat dimanfaatkan 

secara optimal,  hal itu 

disebabkan  oleh:    

1. Pemerintah  sebagai 

pengambil kebijakan tidak 

berinisiasi untuk mengelola 

dan memanfaatkan  dengan 

melibatkan sektor swasta dan  

pengusaha.  Tidak demikian  

halnya Malaysia misalnya 

yang menggandeng sektor 

swasta untuk bekerja sama 

dalam memanfaatkan  aset  

wakaf  untuk menggerakkan 

roda perekonomian. Ia 

memanfaatkan wakaf dengan 

cara  melalui pengumpulan, 

investasi, penanaman modal, 

produksi, kemitraan, 

perdagangan, agrobisnis, 

pertambangan, perindustrian, 

pengembangan teknologi, 

pembangunan gedung, 

apartemen, rumah susun, 

pasar swalayan, pertokoan, 

perkantoran, sarana 

pendidikan, sarana kesehatan, 

dan usaha lainnya. 

2. Pemahaman Nazhir dan 

2
4
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wakif  terhadap perwakafan 

sebatas  sedekah ja>riyah, 

yaitu berupa pemberian dari 

seseorang yang pahalanya 

dapat diperoleh secara terus 

menerus. Jika demikian 

halnya maka yang dilakukan 

hanyalah untuk pembangunan 

pisik berupa sarana ibadah. Ia 

belum memahami bahwa 

aktivitas wakaf mengandung 

unsur ekonomi yang dapat 

dikembangkan secara 

produktif dan profesional 

yang justeru  dikelola dengan 

inten sangat mendatangkan 

manfaat yang lebih besar 

untuk  menyejahterakan 

masyarakat.   

3. KUA adalah pejabat yang 

bersentuhan langsung dengan 

aktivitas perwakafan yang 

ada di kecamatan dan di 

lapangan. Regulasi  UU 

Perwakafan No. 41 Th.2004 

dan P.P. No. 42 Th. 2006 

sebagai instrumen untuk 

merealisasikan manfaat 

wakaf yang lebih luas. Tetapi 

ketika penulis mengisi materi 

tentang wakaf di Kemenag 

Kota Jambi, pihak KUA 

sendiri yang semestinya 

sebagai pejabat yang diberi 

2
5
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hak wewenang dan PPAIW 

yang ditugaskan untuk 

mengemban  regulasi itu,  

justeru tidak memahami 

tentang isi atau materi 

Undang-undang tersebut. Jika 

demikian halnya bagaimana 

mungkin ia dapat 

mensosialisasikan peraturan 

dan perundang-undangan dan 

memberikan pembekalan 

kepada nazhir dan wakif 

untuk mewujudkan wakaf 

produktif dan profesional jika 

mereka sendiri tidak 

memahaminya. Oleh karena 

itu penting sosialisasi 

Undang-undang terhadap 

stakeholders agar manfaat 

wakaf dapat  diperoleh secara 

optimal.    

 

     

 

 

2
6
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E. Kerangka Teori. 

Teori Hukum Islam sebagai teori wakaf  bersumber dari al-Qur‟a >n dan 

al-Hadi >s\. Walaupun Al-Qur‟a >n tidak spesifik menjelaskan tentang wakaf, 

namun ada ayat yang dapat diselaraskan tentang pemberian, seperti sedekah, 

infaq, hibah. Hal itu dapat ditemukan pada Q.S. Ali-Imran [3]: 92, Q.S. Al-

Baqarah [2]: 267 dan 261, Q.S. Al-Hajj [22]: 77. Juga perbuatan Nabi yang 

dinilai sebagai bentuk wakaf, yaitu berupa bangunan Masjid Quba dan Masjid 

Nabawi di Madinah yang diserahkan pemanfaatannya untuk kegiatan ibadah 

sosial bagi kaum muslimin.    

Di masa sahabat, hadis\ yang secara spesifik  menjelaskan tentang 

wakaf, yaitu hadis “Shahih Bukhari dan Muslim”, hadis\ tentang dialog antara 

Nabi dengan Umar yang pernah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia 

berkata: “Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan padaku terkait tanah 

tersebut. ”Rasulullah bersabda, “Apabila kamu menghendaki, kamu boleh 

mewakafkan barang pokoknya, dan kamu menyedekahkan tanah tersebut ” 

Maka, Umar menyedekahkan tanah itu dengan tanpa menjual, menghibahkan 

dan mewariskan barang pokonya.   Selain itu Umar pernah menyerahkan 100 

buah anak panah dan menahan harta gh}animah, karena hal itu dinilai sebagai 

bentuk-bentuk wakaf.  

Pada konteks tersebut, perbuatan Umar dengan mewakafkan tanah yang 

sifatnya permanen (benda tidak bergerak), dan anak panah atau gh}animah  

sifatnya bergerak atau tidak permanen yang dikaitkan dengan perwakafan 

tanah di Kota Jambi adalah untuk mewujudkan manfaat wakaf yang lebih dari 
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sekedar spiritual, bahkan wakaf justeru dapat dikembangkan dan dimanfaatkan 

secara ekonomi. Seperti wakaf ahli> yang ada pada beberapa  pondok pesantren 

di Kota Jambi.   

Berkenaan dengan hal itu, pemahaman pokok dari Syafi‟i pada satu sisi 

tidak menghendaki perubahan dalam bentuk apapun terhadap harta benda 

wakaf, tetapi pada sisi lain Maz }hab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang 

kebolehan wakaf uang oleh Syafi‟i, sebagaimana yang disebut Al -Mawardi: 

وروي ابى ثىر عن الشا فعً جىاز   وقفها اي الدنانير و الدراهم  

“Abu Tsaur meriwayatkan  dari Imam al-Syafi‟i tentang  kebolehan wakaf 

dinar dan dirham (uang).”
46

  

 Bagi Syafi‟i perpindahan hak milik atas barang yang telah diwakafkan 

pada orang atau sisi tertentu dari pemiliknya Allah, karena Allah adalah 

pemilik semua barang yang ada di langit dan di bumi secara hakiki. Jadi 

maknanya ialah kepemilikan itu terlepas dari seseorang secara individu, dan 

menjadi milik Allah secara maja>z, bukan milik pewakaf atau penerima 

wakaf.
47

   

Syafi‟i yang selama ini dikenal seakan anti perubahan khususnya 

terhadap harta benda wakaf, seperti  stigma yang terjadi dalam masyarakat 

Jambi. Tetapi penyebutan uang dirham dan dinar sebagai bukti bahwa Imam 

Syafi‟i membolehkan wakaf uang  Di Indonesia baru kemudian wakaf uang 

                                                 
46

 Lihat  al-Mawardi, al-Ha>wi al-Kabi >r, terj. Muhammad Mathraj  (Beirut: Da >r al-Fikr, 

1994),  IX: 379. 
47

 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqih Imam Syafi‟i, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet.ke-1 (Jakarta: 

Al-Mahi>ra, 2008),  II: 358.  
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disahkan pada Tanggal: 28 Shafar 1423 H/ 1 Mei 2002 M melalui fatwa MUI 

Nomor: Dt.i.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.  

Sebenarnya yang diinginkan oleh Syafi‟i adalah „ai>n (zatnya) wakaf 

tetap, tidak boleh hilang karena sudah menjadi milik Allah, tetapi hasilnya 

yang dimanfaatkan selama untuk kepentingan umum dan ibadah atau 

mendekatkan diri kepada Allah. Sangat keliru jika wakif dan nazhir 

memahami, bahwa wakaf bagi Imam Syafi‟i hanya mementingkan 

pembangunan pisik, seperti masjid, langgar, TPU dan sosial, tetapi juga 

wakaf uang. Hanya saja ia dikenal dengan ih}tiyat} yaitu sifat kehati-hatiannya 

sehingga ia mengemukakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan telah 

berpindah menjadi milik Allah. Baginya ada kekhawatiran terjadi 

penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap harta benda wakaf jika 

dilakukan perubahan atau alihfungsi, seperti kasus yang terjadi di Pondok 

Pesantren Nurul Iman. Walaupun pada satu sisi di lembaga itu terjadi 

penyimpangan akibat alihfungsi, tetapi pada sisi lain optimalisasi manfaat 

dari tanah wakaf pondok pesantren Nurul Iman dapat tercapai, dan ternyata 

manfaatnya lebih besar daripada dilakukan pembiaran dan pemubaziran.    

 Selanjutnya Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) dalam teorinya 

bahwa wakif dan nazhir harus memiliki pemikiran moderat dan dinamis,
48

 

mempunyai landasan agama dengan motivasi ikhlas. Karena itu ia bagian dari 

sifat valuntary dan an-Nawa>zil.
49

 Bahkan dalam pandangannya yang moderat 

                                                 
             

48
 Fazlur Rahman, Al-Islam, terj. Ahsin  Muhammad, cet. ke-5 (Bandung:  Pustaka, 2003),  

hlm. 157.    

              
49

 An-nawa>zil adalah bentuk plural dari kata na>zilah. Kata tersebut secara bahasa artinya 

jatuhnya sesuatu dan turunnya sesuatu. Adapun secara istilah adalah sesuatu yang baru dan terkini 
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wakaf boleh dijual pada kriteria tertentu demi kemaslahatan dan menjauhi 

kemud}aratan dan mafsadah. Wakaf secara eksplisit  tidak disebut dalam al-

Qur‟an, karena itu sifatnya ijtiha >di. Dengan fleksibelitasnya, objek wakaf 

membutuhkan teori pertimbangan hukum syar‟i untuk melihat antara manfaat 

dan mafsadah. Apakah tidak berdosa ketika objek wakaf dibiarkan 

terbengkalai dan rusak ketimbang dimanfaatkan secara optimal dengan  cara 

pengumpulan, kemitraan, investasi, penanaman modal, produksi, 

perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan 

teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, 

pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha 

lainnya untuk kepentingan syiar Islam. 

Dalam teori Ibnu Taimiyah bahwa harta benda boleh dijual apabila: 

(a) Wakaf sudah tidak lagi memberikan manfaaat sesuai dengan tujuan wakaf, 

misalnya pohon yang sudah layu dan tidak mungkin lagi berbuah, tikar-tikar 

yang tidak mungkin lagi dimanfaatkan kecuali untuk dibakar, atau binatang 

yang bila tidak disembelih tak bisa dimanfaatkan untuk keperluan apapun 

kecuali dimakan. Tak syak lagi bahwa hal-hal seperti di atas merupakan 

penyebab diperbolehkan menjadi wakaf khusus;
50

 (b) Perabot-perabot, 

permadani, kain-kain yang menyelimuti makam dan lain sebagainya, bila 

masih mungkin dimanfaatkan dalam bentuk semula, tidak boleh dijual. 

                                                                                                                                      
(kontemporer) yang membutuhkan kepada keputusan hukum syar‟i  Lihat Khalid bin Ali Al-

Musyaiqih, Fiqh Kontemporer, terj. Ibnu Rasyid,  cet. ke-1 (Klaten: Inas Media, 2008), hlm. 13. 
50

 Menurut IbuTaimiyah, sesungguhnya yang  menjadi  pokok di sini  guna menjaga 

kemaslahatan, Allah menyuruh hambanya menjalankan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan”.  

Lihat Ibnu Taimiyah, Fat>awa> al-Ima>m Ibnu Taimiyah fi>> al-Mu’a>mala>t wa al-Ah}ka>m al-Ma>li, cet. 

ke-1 (Kairo: Da>r al-Sala>m, 2005 M/1425 H), III:  1123-1124.    
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Sementara bila tidak dibutuhkan, dan membiarkannya berarti menyia-nyiakan 

dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan di tempat lain yang 

sejenis. Kalau tidak ada tempat lain seperti itu, atau ada tetapi tidak 

membutuhkannya, ia bisa difungsikan untuk kepentingan umum. Sementara  

bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, bila 

menyimpannya berarti menyia-nyiakan atau membuatnya menjadi rusak, 

maka ia boleh dijual, kalau hanya penjualannya digunakan untuk kepentingan 

tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya. Tetapi bila tidak 

membutuhkan, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa, dan bila 

tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.
51

  

Menurut Ulama Hanafiyah,  bila si wakif  pada waktu  mewakafkan  

harus mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (nazhir) berhak 

menukar, maka penukaran harta wakaf  boleh dilakukan. Namun  bagi Syekh 

Muhammad  al-Hasan “wakafnya sah, sedang  syaratnya batal”  Selanjutnya 

ia menjelaskan bahwa si wakif tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain 

berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil 

manfaatnya, misalnya wakaf  bangunan yang sudah roboh dan tidak ada  yang 

                                                 
51

 Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Peraturan  Pemerintah  

Nomor 42 Tahun 2006,  pada dasarnya  tidak dapat dilakukan  perubahan status harta benda atau 

peruntukan atau penggunaannya, kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama 

berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf  Indonesia (BWI). Di antara  alasan  pertimbangannya  

ialah  didasarkan  pada  perubahan fungsi yang sudah tidak  relevan  dengan tujuan wakaf yang 

diikrarkan oleh wakif, atau karena kepentingan umum.  Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2006 menentukan beberapa persyaratan dalam pertukaran harta benda wakaf sebagai 

berikut :1. Harta benda penukar harus memiliki nilai dan manfaat, sekurang-kurangnya sama 

dengan harta benda wakaf semula; 2. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari tim penilai yang terdiri dari unsur: a. Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota; b. Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota;c. Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota; d. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota; e. Nazhir yang bersangkutan. 

Lihat. Peraturan Pemerintah Nomor  42 Tahun. 2006, pasal 49.  
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membangunnya kembali, atau  tanah yang  tandus, maka dibolehkan menukar 

harta wakaf dengan seizin hakim. Kemudian jika harta itu bermanfaat dan 

hasilnya melebihi  biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar 

dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama 

Hanafiyah, berbeda dengan Abu Yusuf “boleh” menukarnnya karena lebih 

bermanfaat bagi si wakif dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si 

wakif.
52

 Sementara  Imam Malik membolehkan wakaf dilakukan perubahan, 

namun tidak setuju dalam dua hal: (1) Apabila benda wakaf itu berupa 

masjid; (2) Benda wakaf berupa tanah yang mempunyai hasil, tetapi apabila 

sifatnya darurat,  misalnya untuk perluasan masjid, kuburan, atau jalan raya 

dan kepentingan umum hal itu dibolehkan.
53

  

Bagi Ibnu Taimiyah, jika rumah yang ambruk atau kebun yang minim 

hasilnya atau tidak produktif lagi. Kalau masih mungkin menyuburkannya, 

sekalipun dengan jalan menyewakannya untuk beberapa tahun, maka itulah 

yang musti dilakukan. Tetapi bila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka 

barang wakaf tersebut boleh dijual dengan syarat harus diganti dengan harga 

hasil penjualan kepada benda yang baru untuk  menggantikan posisinya.
54

 

Selanjutnya ia menjelaskan, apabila wakif mensyaratkan bahwa bila para 

penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf hasilnya sedikit, atau 

mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan atau sebaliknya tidak pula 
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mengharamkan maka hendaknya barang wakaf itu dijual saja. Namun jika  

persengketaan di antara pengurus wakaf (nazhir) yang dikhawatirkan akan 

menimbulkan korban jiwa atau harta, dan tidak mungkin diselesaikan kecuali 

dengan menjual barang tersebut, atau  tidak ada cara lain untuk meredam 

pertikaian kecuali dengan cara ini, maka boleh dijual.
55

  

Demikian juga dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang 

rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan tersebut, maka 

boleh dijual. Masjid ambruk, batu bata, papan, pintu dan seluruh bahan-

bahannya yang ada di dalamnya tidak bisa dihukumkan sebagai masjid, dan 

tidak pula bisa dikategorisasikan sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan 

demi kepentingan masjid, dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya 

alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi ia dihukum sebagai 

barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil wakafnya, persis seperti toko 

yang disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang 

dipandang oleh pengurus wakaf, maka hal ini boleh dijual.
56 

                 

Senada dengan itu, Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama  

kontemporer terkenal menjelaskan kenapa diperlukan pembahasan dan 

penelitian-penelitian baru mengenai persoalan al-ma>l (harta termasuk wakaf 

dan zakat), menurutnya ada empat hal yang merupakan faktor kenapa 

diperlukan pembahasan ulang dan baru mengenai masalah tersebut, yaitu: 1) 

Hal itu  membutuhkan formulasi baru seiring perubahan dan perkembangan 

zaman, sementara formulasi-formulasi yang dihasilkan oleh ulama-ulama 
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terdahulu dipandang cocok untuk kondisi zaman mereka; 2) Terdapatnya 

masalah yang masih diperselisihkan oleh ahli-ahli fikih yang perlu ditarjihkan 

sehingga ditemukan pendapat yang lebih kuat sebagai pegangan umat; 3) 

Timbulnya persoalan-persoalan pada masa sekarang yang belum dikenal oleh 

para ahli fikih pada masa lalu. Persoalan-persoalan itu memerlukan ketetapan-

ketetapan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dalam rangka 

menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keragu-raguan yang timbul dalam 

masyarakat; dan 4) Masih terdapatnya berbagai kesalahfahaman yang 

ditimbulkan oleh kerancuan tradisi yang berlaku dalam masyarakat mengenai 

pengertian dan implementasinya dalam harta.
57

 

 Perwakafan sangat urgen diformalasikan kembali sesuai dengan 

kondisi kekinian, pandangan ulama klasik sesuai dengan zamannya tidak 

sama dan kompleksitasnya dengan persoalan yang dihadapi oleh ulama 

kontemporer seperti sekarang ini. Persoalan wakaf menjadi krusial ketika 

dihadapkan dengan stigma negatif yang telah mapan dan terlabelisasi dalam 

komunitas tertentu, seakan niat dan tindakan yang baik diterjemahkan dengan 

isu-isu yang tidak baik. Tetapi bagi Yusuf Qardhawi tetap konsisten dengan 

komitmennya bahwa al-ma >l perlu diaktualisasikan selaras dengan akselerasi 

perkembangan IT.   

 Berkaitan dengan itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai revisi dari Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang hanya menfokuskan kepada benda 
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tidak bergerak, seperti tanah, kebun, pertanian. Tetapi dalam Undang-undang 

itu mengakomodir wakaf tidak bergerak dan bergerak untuk mewujudkan 

wakaf produktif dan profesional.  Ada 71 pasal dalam Undang-undang yang 

baru mengatur tentang tata cara pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan 

tanah wakaf secara optimal. Dalam Undang-undang perwakafan Pasal 5 

wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda 

wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan 

umum.
58

  Pasal 22 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta 

benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: (a) Sarana dan kegiatan ibadah; 

(b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c) Bantuan kepada fakir 

miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (d) Kemajuan dan peningkatan 

ekonomi umat, dan/atau; (e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang  

tidak  bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
59

  

Di Jambi pada umumnya, fungsi tanah wakaf belum mewujudkan untuk 

manfaat ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum, kecuali pada 

beberapa pondok pesantren yang disebut wakaf ahli>. Wakaf khai>ri atau 

kebalikan dari wakaf ahli>,  manfaat tanahnya hanya pada kepentingan ibadah 

belum menyentuh aspek muamalah, kecuali masjid agung al-Falah milik 

pemda.  

Sebenarnya spirit Undang-undang itu, telah mengakomodir dari apa 

yang telah dilakukan oleh para tokoh dan pemikir Islam. Seperti tindakan 

Nabi tentang masjid Quba dan Masjid Nabawi; pandangan sahabat terhadap 
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wakaf tanah Umar di Khaibar dan 100 buah anak panah; Syafi‟i tentang 

bolehnya wakaf dinar dan dirham; Ibnu Taimiyah, bolehnya menjual harta 

benda wakaf pada pada saat-saat tertentu dan Yusuf Qardhawi tentang 

formulasi baru harta atau al-ma>l (zakat dan wakaf), serta hukuman penjara 

dan denda yang tegas bagi pelaku kriminalisasi wakaf yang sesuai  pandangan 

Syahrur
60

 tentang h}addul adna > dan h}addul a‟la>. H}addul adna > mengenai 

hukum moral dari masyarakat karena wakaf untuk kepentingan orang banyak 

atau maslahah ‘a>m, hingga kepada h}addul a‟la > bagi pelaku kejahatan diberi 

sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000, sanksi 4 tahun penjara dan 

denda Rp. 400.000.000,  sanksi 3 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000, 

masing-masing dari pelaku yang sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, 

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda 

wakaf, kemudian orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda 

wakaf tanpa izin, dan selanjutnya orang yang dengan sengaja menggunakan 

atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan.  

Namun hal tersebut belum terimplementasi karena Undang-undang juga 

belum tersosialiasi apalagi jaraknya sangat jauh dari sumber informasi antara 

jakarta dengan Jambi. Berbeda di Indonesia, di negara Malaysia, manfaat 

tanah wakafnya lebih maju, karena pemerintah langsung memfasilitasi secara 

manajemen perusahaan wakaf yang merupakan inisiasinya untuk 

meningkatkan bisnis keuangan Islam di negara itu, yang diumumkan pada 
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bulan September 2013 tahun lalu. Pemerintah Malaysia sedang melakukan 

kajian terhadap wakaf dan mencari cara agar wakaf bisa dijalankan oleh 

perusahaan swasta, bukan lembaga agama. Wakaf di Brunai juga 

mengembangkan usaha-usaha ekonomi dan bisnis yang juga diinisiasi oleh 

pemerintah yang secara pro aktif melakukan kerjasama dengan pihak-pihak 

swasta  untuk meningkatkan produktivitas harta benda wakaf.  

   Di Malaysia wakaf mengoperasionalkan projek-projek sosial seperti 

rumah sakit, masjid, dan sekolah dengan sumbangan yang diterima dari umat 

Islam dalam bentuk tanah, uang tunai, atau lainnya. Wakaf Malaysia 

memegang 11.091 hektar lahan senilai RM 1,2 miliar, menurut Departemen 

Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar). Pemerintah ingin memperkenalkan 

manajemen perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengendalian wakaf dan 

efisiensi ekonomi mereka. Yayasan Wakaf Malaysia, bagian dari Jawhar, 

sedang melakukan dua studi: pertama, meneliti pengembangan wakaf secara 

umum; kedua, penelitian akan fokus pada perusahaan wakaf, subjek yang 

telah menarik banyak minat perusahaan donor, kata Mohd Yusoh, pegawai 

Jawhar.
61

 

Agaknya Pemerintah Malaysia dan Brunai terinspirasi dan 

mengadopsi sistem manajemen wakaf yang ada di Mesir. Badan wakaf di 

Negara itu menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank Islam. Di samping itu, 

Badan wakaf juga berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerja 

sama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan 
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penting dan memanfaatkan lahan kosong agar menjadi produktif sehingga 

menjadi profesional sangat bermanfaat kaum duafa‟, fakir miskin, fasilitas 

kesehatan dan obat-obatan.
62

     

Penelitian penulis tentang wakaf di Kota Jambi nazhir dan wakif 

sebagai penanggung jawab, bergerak secara indvidual  dan  alami, tanpa ada 

inisiasi dari pihak pemerintah untuk melakukan mitra kerja dengan pihak lain. 

Mereka hanya mencatat dan melaporkan hasil rekapitulasi jumlah tanah 

wakaf dan peruntukannya, yaitu madrasah, langgar, masjid TPU, sosial dan 

tanah kosong. Nazhir dan wakif berkeja tidak optimal karena terkendala oleh 

akademik dan skill serta imbalan yang diharapkan akibatnya ia malas 

mengelola, maka manfaat tanah wakaf pun tidak optimal. Semua teori 

tersebut mengerucut kepada upaya optimalisasi manfaat wakaf. 

  Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pengewajantahan dari teori hukum 

Islam sebagai teori pokok, sementara  teori maqas}id al-Syari>ah sebagai teori 

pendukung yang dibangun oleh Al-Syatibi (w.790H/1388 M). Teori ini yang 

dicari adalah kemaslahatan yaitu, kehadiran syariah untuk mewujudkan 

kebaikan bagi umat manusia dan menolak kemud}aratan bagi mereka, baik di 

dunia maupun di akhirat. Wakaf prioritasnya adalah membangun maslahah 

berdasarkan hifz} al-ma>l dan hifz} al-di>n, yaitu terjadinya korelasi antara 

pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk mewujudkan 

kedua unsur material dan spiritual, yaitu kepentingan ibadah dan ekonomi 
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untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menurut syariah. Tujuan khusus 

maqa>s}id al-syari>ah  adanya keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang 

merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.
63  

    

F.  Metode Penelitian 

1. Pendekatan penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis normatif. Pertama-

tama penulis menggali prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan wakaf 

langsung dari al-Qur‟a>n dan al-Hadi >s\, pendapat para ulama dan Undang-

undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006.   

Berdasarkan teori yang  penulis peroleh dalam kepustakaan, penulis 

mulai meneliti di daerah penelitian, yakni Kota Jambi. Penelitian awal 

dilakukan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2010/2011. Kemudian  

penelitian ini senantiasa diperbaharui dan di up date sampai  2013/2014 yang 

juga dilakukan studi kepustakaan secara mendalam, kemudian disusun 

rancangan penelitian atau penulisan. Rancangan penelitian ini disusun sesuai 

dengan pokok permasalahan yang dikaji, dihubungkan dengan tujuan studi. 

Berdasarkan rancangan yang disusun itu, selanjutnya dilaksanakan penelitian 

di lapangan. Setelah itu penulis melakukan studi perbandingan dengan 

yayasan pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Gontor ke-12 Cabang 

Jambi dan beberapa pondok pesantren  yang dinilai produktif di Kota Jambi.    
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Adapun cara memperoleh data, penulis melakukan wawancara dan 

pengamatan. Wawancara mendalam mirip dengan percakapan informal. 

Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu dari semua 

informasi, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri 

setiap informan. Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan 

pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah 

saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara.
64

  

Wawancara di Kota Jambi mula-mula dilakukan dengan Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kepala Seksi Urusan Agama Islam 

dan kemudian dengan seksi wakaf, MUI, Kyai dan nazhir wakaf, pemangku 

adat, pihak kelurahan, kecamatan, wakif, ahli waris, pegawai BPN, akte 

notaris, pimpinan pondok pesantren, sebagian guru dan orang-orang yang 

berkompeten terhadap harta benda wakaf.  Seperti Pondok Pesantren Nurul 

Iman, Pondok Pesantren Al-Jau >hare >n, Pondok Pesantren Sa‟a>daudda>ren,  

pondok Pesantren An-Nur Tangkit dan sekilas  Yayasan Baiturrahi>m yang  

dikenal dengan “Yayasan Akper” (Akademi Keperawatan) dan As‟ad. Untuk 

mempermudah kegiatan wawancara, penulis mempersiapkan pedoman 

wawancara.  

Untuk memperoleh data yang lebih luas mengenai pengelolaan wakaf, 

penulis juga melakukan pengkajian dari berbagai literatur terutama untuk 

mengakses pengelolaan tanah wakaf di berbagai negara, baik buku maupun 
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IT, seperti pengelolaan tanah wakaf di Mesir, Arab Saudi, Yordaniah melalui 

studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dan sarana pengumpulan data 

yang dilakukan menyebabkan data yang diperoleh bersifat kualitatif.
 
Bagi 

Moleong,
65

 penelitian kualitatif
66

 adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti 

prilaku, persepsi,  motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan 

dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa. Analisa data kualitatif 

tersebut dihubungkan dengan materi  yang diperoleh dari studi kepustakaan. 

Rujukan pustaka yang dipergunakan mencakup tulisan para ahli, hasil-hasil 

penelitian mengenai perwakafan, dokumen sejarah perwakafan, peraturan-

peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan dan yang 

diberlakukan saat ini. Karena kajian ini mengenai salah satu lembaga Islam, 

maka rujukan utama al-Qur‟an dan al-Hadis\.    

Selain metode itu menurut Antherton dan Klenmark, jenis penelitian 

deskriptif dilakukan agar dalam penelitian diperoleh gambaran yang jelas 
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 Penggunaan metode penelitian secara sistematis agar penelitian ini mencapai sasaran 

dengan tepat dan terarah, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana nilai moral 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian.
 

Metode ini digunakan karena 

permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna.
 
Penelitian kualitatif 

tidak menggunakan populasi, karena penelitian ini berangkat dari problem tertentu yang ada pada 

situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan 

ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari.
 
Berkaitan dengan penelitian 
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Katalog. Lihat H. Akh. Minhaji, Sejarah  Sosial  dalam  Studi Islam, Teori,  Metodologi, dan 

Implementasi, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 174. Lihat Pramudya, 
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mengenai subjek penelitian serta gejala yang ingin diteliti.
67

 Jenis penelitian 

deskriptif ini dipilih terkait dengan tujuan penelitian yang ingin 

menggambarkan secara rinci mengenai pengelolaan dan pemberdayaan   

wakaf  yang teraplikasi dalam kinerja lembaga pondok pesantren.  

 2.  Unit Analisis  

Penelitian ini dilakukan di lingkungan wilayah Kota Jambi yang       

memiliki tanah wakaf tradisional dan produktif.  

a. Analisa Data 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan analisis 

kualitatif. Menurut Miles dan Huberman,
68

 analisa data kualitatif 

mengandung tiga sub proses yang saling berkaitan, yaitu:  

1) Reduksi data. Data yang ada direduksi sedemikian rupa sesuai dengan 

kerangka konseptual, permasalahan penelitian, kasus dan instrumen 

yang dipilih oleh peneliti. Dengan kata lain, data aktual yang 

terkumpul baik berupa catatan lapangan, rekaman atau data lain 

tersedia diseleksi dan diringkas sedemikian rupa sehingga menjadi 

ringkasan data.  

2) Langkah berikutnya adalah disply data yang didefinisikan sebagai 

pengorganisasian dan pengkompresan kumpulan informasi yang 

memungkinkan untuk penggambaran kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.  
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3) Langkah terakhir adalah penggambaran dan verifikasi terhadap data 

yang ditampilkan.     

  

   

 

 

 

                  

 

 

Gambar 1 

Bagan Analisa Data Model Interaktif 

 

Adapun nalar logis untuk memahami metode penelitian dalam 

disertasi ini berdasarkan permaslahannya, pembahasannya sebagaimana 

pada bagan  berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Reduksi data 

 

Pengumpulan data  
    

      Penyajian data  

                 

Penarikan/Verifikasi 
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Permasalahan 

 

Data yang dibutuhkan 

 

Sumber data 

Tehnik 

Pengumpulan 

data 

 

Tehnik Analisa 

Data 

 

Pendekatan  

 

Teori 

Masalah pertama 

karakter tanah 

wakaf di Kota 

Jambi. 

Tradisi masyarakat, pola 

hubungan wakaf pondok 

pesantren,  masyarakat, 

Kyai 

Kyai, tokoh pendiri pondok 

pesantren  tokoh masyarakat, 

kepala madrasah, Guru, 

pengelola yayasan, alumni. 

Wawancara, 

dokumentasi 

dan observasi 

 

Analisis 

Paradigmatik 

 

Yuridis 

Normatif  

 

Teori  

Hukum Islam 

1. 1. Apa yang 

menyebabkan 

pemanfaatan   

tanah wakaf  

belum optimal?    

2. 2. Bagaimana  

pemahaman 

Hukum Islam 

tentang 

pemanfaatan  

tanah wakaf  oleh 

Nazhir dan Wakif 

?   

3. 3. Bagaimana  

problematika 

pemanfaatan   

tanah wakaf di 

Kota Jambi?   

 

 

 

 

 

  

    

  

Data dari Kemenag  

tentang  rekapitulasi data 

wakaf  dari 2009-2013 

disesuaikan dengan data 

yang ada di lapangan.  

Peran  nazhir dan wakif  

apakah  aktif  atau  tidak. 

Selain itu,    ada beberapa 

pondok pesantren di Kota 

Jambi yang mana kyai 

sebagai mudir  merangkap 

nazhir dan ahli waris dari  

tanah wakaf pondok yang    

dimanfaatkan  secara  

optimal karena  bergerak 

dibidang ekonomi dan 

bisnis yang disebut    

wakaf  ahli >.   Sementara       

Wakaf non produktif 

adalah  wakaf  khai >ri yang  

peruntukannya  untuk 

umum dan 

pemanafaatannya hanya 

bersifat spiritual.   

Wawancara mendalam 

bersifat luwes, susunan 

pertanyaannya dan susunan 

kata-kata dalam setiap 

pertanyaan dapat diubah saat 

wawancara, disesuaikan 

dengan kebutuhan dan 

kondisi saat wawancara. 

Wawancara di Kota Jambi 

mula-mula dilakukan dengan 

Kepala Kantor Kementerian 

Agama Kota Jambi, Kepala 

Seksi Urusan Agama Islam   

Seksi Peny. Zakat dan wakaf 

Kemenag Kota dan nazhir. 

Wawancara dengan 

pemangku adat, pihak 

kelurahan, kecamatan, wakif, 

ahli waris,  pegawai BPN, 

akte notaris, MUI, Kyai, 

nazhir secara umum dan 

orang-orang yang 

berkompeten terhadap harta 

benda wakaf.  Juga   

wawancara kepada pimpinan 

dan para guru-guru 

Melakukan 

pedoman 

wawancara. Ada 

dua macam 

pedoman 

wawancara:1. 

Pedoman 

wawancara 

tidak terstruktur, 

yaitu pedoman 

yang hanya 

memuat garis 

besar yang akan  

ditanyakan. 

Tentu saja 

kreativitas 

pewawancara 

sangat 

diperlukan, 

bahkan hasil 

wawancara 

dengan etnis 

pedoman ini 

lebih banyak 

tergantung dari 

pewawancara. 

Data yang 

terkumpul dalam 

penelitian ini 

dianalisa dengan 

analisis kualitatif. 

Menurut Miles dan 

Huberman, analisa 

data kualitatif 

mengandung 3 sub 

proses yang saling 

berkaitan, yaitu: 

Reduksi data. Data 

yang ada direduksi 

sedemikian rupa 

sesuai dengan 

kerangka 

konseptual, 

permasalahan 

penelitian, kasus 

dan instrumen 

yang dipilih oleh 

peneliti. Dengan 

kata lain, data 

aktual yang 

terkumpul baik 

berupa catatan 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

normatif 

yuridis,    

Pertama-tama 

penulis 

menggali 

prinsip-prinsip 

yang ada 

hubungannya 

dengan wakaf 

langsung dari 

al-Qur‟an dan 

al-Hadis\ serta 

pendapat para 

ulama yang  

sesuai dengan 

kedua nas} 
tersebut.   

Selanjutnya 

UU. No. 41 

Th.2004/PP. 

No. 42 Th. 

2006.   

 

Teori Hukum 

Islam sebagai 

teori pokok dari 

wakaf bersumber 

dari Al-Qur‟an 

dan Al-Hadis\. 

Walaupun Al-

Qur‟an tidak 

spesifik 

menjelaskan 

tentang wakaf 

yang berkaitan 

dengan namun 

ada ayat yang 

dapat 

diselaraskan 

tentang 

pemberian, 

seperti sedekah, 

infaq, hibah. 

Seperti,  Q.S. Ali-

Imran [3]: 92, 

Q.S. Al-Baqarah 

[2]: 267 dan 261, 

Q.S. Al-Hajj [22]: 

77. Juga 4
4
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 pengelola tanah wakaf  yang 

marangkap sebagai nazhir  

pondok pesantren yang ada 

di Kota Jambi  terutama 

pesantren yang memiliki 

wakaf produktif, seperti 

Pondok Pesantren Nurul 

Iman, Pondok Pesantren Al-

Jauharen, Pondok Pesantren 

Sa‟adatudda>re>n,  pondok 

Pesantren An-Nur Tangkit, 

dan   sekilas juga tentang 

Yayasan Baiturrahim yang 

lebih dikenal dengan 

“Yayasan Akper” (Akademi 

Keperawatan). Untuk 

mempermudah kegiatan 

wawancara, penulis 

mempersiapkan pedoman 

wawancara.  

Pewawancaralah 

sebagai 

pengemudi 

jawaban 

responden. Jenis 

interview ini 

cocok untuk 

penelitian kasus. 

2. Pedoman 

wawancara 

terstruktur, yaitu 

pedoman 

wawancara yang 

disusun secara 

terperinci 

sehingga 

menyerupai 

check-list. 

Pewawancara 

tinggal 

membutuhkan 

tanda v (check) 

pada nomor 

yang sesuai.    

lapangan, rekaman 

atau data lain 

tersedia diseleksi 

dan diringkas 

sedemikian rupa 

sehingga menjadi 

ringkasan data.  

Langkah 

berikutnya adalah 

disply data yang 

didefinisikan 

sebagai 

pengorganisasian 

dan 

pengkompresan 

kumpulan 

informasi yang 

memungkinkan 

untuk 

penggambaran 

kesimpulan dan 

pengambilan 

tindakan.  

Langkah terakhir 

adalah 

penggambaran dan 

verifikasi terhadap 

data yang 

ditampilkan.     

 

perbuatan Nabi  

berupa bangunan 

Masjid Quba  dan    

Masjid Nabawi, 

bentuk wakaf. 

Masa  sahabat, 

hadis      wakaf 

tanah di khaibar, 

berupa perbuatan 

Umar. Ia juga  

pernah 

menyerahkan 100 

buah anak panah 

dan menahan 

harta ghani>mah 

sebagai  bentuk 

wakaf. Demikian   

pemahaman 

pokok   Syafi‟i 

pada satu sisi 

tidak 

menghendaki 

perubahan, tetapi 

pada sisi lain  

sebagaimana 

yang disebut Al –

Mawardi,  Syafi‟i 

membolehkan 

wakaf uang. 

Yang kemudian  

wakaf uang 

disahkan pada 

Tanggal: 28 

Shafar 1423 H/ 1 

4
5
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Mei 2002 M 

melalui fatwa 

MUI Nomor: 

Dt.i.III/5/BA.03.2

/2772/2002, 

tanggal 26 April 

2002. Selanjutnya 

Ibnu Taimiyah   

menjelaskan   

bahwa harta 

benda boleh 

dijual apabila:     

Wakaf sudah 

tidak lagi 

memberikan 

manfaat sesuai 

dengan tujuan 

perwakafannya. 

Selain itu, bagi 

Yusuf Qardhawi   

pentingnya 

penelitian baru 

mengenai 

persoalan al-ma>l 
(harta   wakaf dan 

zakat), 

menurutnya ada 

empat hal,   yaitu: 

1) perlu formulasi 

baru seiring 

perubahan dan 

perkembangan 

zaman; 2) ada 

masalah yang 

4
6
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masih 

diperselisihkan 

oleh ahli-ahli fiqh 

yang perlu 

ditarjihkan; 3) 

Timbulnya 

persoalan-

persoalan pada 

masa sekarang 

yang belum 

dikenal oleh para 

ahli fikih pada 

masa lalu yang  

memerlukan 

ketetapan  yang 

mampu 

memberikan 

kepastian hukum 

dalam rangka;  4) 

Masih 

terdapatnya 

berbagai kesalah 

fahaman yang 

ditimbulkan oleh 

kerancuan tradisi 

yang berlaku 

dalam 

masyarakat. 

Karena itu  UU 

Perwakafan 

No.41 Th. 2004 

dan PP. No. 42 

Tahun 2006  

Seperti  Pasal 4 

4
7
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tentang   manfaat 

ekonomis dan  

Pasal 22 tentang 

peruntukannya, 

terutama wakaf 

ahli>  dan khai>ri.  
Demikian  

Syahrur tentang 

haddul adna> dan 

haddul a‟la>. 
Haddul adna > 
mengenai sanksi  

moral dari 

masyarakat bagi 

pelaku 

penyelewengan  

harta benda 

wakaf,  karena  

untuk 

kepentingan 

umum.  

Sementara  

haddul a‟la>  bagi 

pelaku kejahatan 

sebagaimana 

disebutkan dalam 

pasal 67.   

Namun demikian 

wakaf berfungsi  

oprimal Berbeda 

Indonesia  negara 

Malaysia, 

manfaat tanah 

wakafnya lebih 

4
8
 



  

  

 

  50 

maju, karena 

pemerintah 

langsung 

memfasilitasi 

secara 

manajemen 

perusahaan wakaf  

yang  merupakan 

inisiasinya untuk 

meningkatkan 

bisnis keuangan 

Islam di negara 

itu, yang 

diumumkan pada 

bulan September 

2013 tahun lalu. 

Pemerintah 

Malaysia sedang 

melakukan kajian 

terhadap wakaf 

dan mencari cara 

agar wakaf bisa 

dijalankan oleh 

perusahaan 

swasta, bukan 

lembaga agama. 

Di Brunai wakaf 

juga dikembang-

kan melalui 

usaha-usaha 

ekonomi dan 

bisnis yang juga 

diinisiasi oleh 

pemerintah.  

4
9
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G. Sistematika Pembahasan  

Disertasi ini ditulis dalam lima bab. Bab pertama, (pendahuluan) yang 

merupakan pengantar dan pemandu penelitian, terdiri dari beberapa sub-sub, 

yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan  

penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan.    

Bab kedua, (konsep wakaf menurut Islam) dimaksudkan sebagai 

pengantar kepada realitas praktik wakaf yang berlangsung di Jambi yang terdiri 

dari terminasi dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, 

mengetengahkan pemahaman wakaf yang sesungguhnya, baik yang 

dikemukakan oleh para ulama dan Undang-undang tentang perwakafan, 

maupun urgensi manajemen dalam pengelolaan wakaf tanah dan  sejarah 

pengelolaan tanah wakaf.   

Bab ketiga, (problematika perwakafan di Kota Jambi) lebih lanjut 

membahas tentang demografi Kota Jambi, kilas balik perwakafan di Kota 

Jambi, profesionalisme nazhir dalam pengelolaan wakaf di Kota Jambi, posisi 

ahli waris dalam perwakafan di Kota jambi.                                                          

 Bab keempat, (Tata Kelola Wakaf di Kota Jambi) lebih lanjut juga 

membahas tentang wakaf sosial keagamaan di Kota Jambi, Alih fungsi Tanah 

Wakaf  di Kota Jambi, Negara dalam Penegakan Perwakafan dan Paradigma 

Baru Perwakafan sebagai Solusi      

Bab kelima, sebagai kesimpulan yang menjadi bagian terakhir dari 

penyajian ini, sebagai penutup disertasi yang terdiri dari kesimpulan yang  



  

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 Tampaknya tanah wakaf terdapat cukup luas di wilayah Kota Jambi, 

baik yang terletak dilokasi strategis di pinggir jalan maupun letaknya non 

strategis, ternyata tanah-tanah itu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,  hal 

itu disebabkan  oleh beberapa hal:   

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak berinisiasi untuk 

memberdayakan tanah wakaf dengan melibatkan sektor swasta dan  

pengusaha untuk mengelolanya tanah-tanah yang selama ini terabaikan 

untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak seperti negara lain, 

katakanlah Malaysia yang menggandeng sektor swasta untuk bekerja sama 

dalam memanfaatkan sejumlah besar aset tanah wakaf yang dapat 

menggerakkan roda perekonomian melalui pengumpulan, investasi, 

penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, 

pertambangan,  perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan 

gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, 

sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha lainnya. 

2. Pemahaman nazhir dan wakif terhadap perwakafan sebatas sedekah jariyah, 

yaitu berupa pemberian dari seseorang yang pahalanya dapat diperoleh 

secara terus menerus. Jika demikian halnya maka yang dilakukan hanyalah 

untuk pembangunan pisik berupa sarana ibadah. Ia belum memahami bahwa 

aktivitas wakaf mengandung unsur ekonomi yang dapat dikembangkan 

secara produktif dan profesional yang justeru jika dikelola dengan intent 



 

 

  

282 

sangat mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk menyejahterakan 

masyarakat.   

3. KUA adalah pejabat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas 

perwakafan yang ada di kecamatan dan di lapangan. Regulasi  Undang-

Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 42 Tahun 2006 sebagai instrumen untuk merealisasikan manfaat 

wakaf yang lebih luas. Tetapi ketika penulis mengisi materi tentang wakaf 

di Kemenag Kota Jambi, pihak KUA sendiri yang semestinya sebagai 

pejabat yang diberi hak wewenang dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(PPAIW) yang ditugaskan untuk mengemban  regulasi itu,  justeru tidak 

memahami tentang isi atau materi Undang-undang tersebut. Jika demikian 

halnya bagaimana mungkin ia dapat mensosialisasikan peraturan dan 

perundang-undangan yang seharusnya memberikan pembekalan kepada 

nazhir dan wakif untuk mewujudkan wakaf produktif dan profesional, jika 

mereka sendiri tidak memahaminya. Oleh karena itu sangat urgen sosialisasi 

Undang-undang terhadap stakeholders agar manfaat wakaf dapat diperoleh 

secara optimal.    

   

B. Saran-saran    

Dari kajian dan paparan tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut:  

1. Untuk memajukan perwakafan di Jambi, peran  nazhir  sangat urgen 

mengangkat nazhir yang memiliki rekrutmen SDM sehingga wakaf menjadi  

sumber ekonomi masyarakat.  



 

 

  

283 

2. Pengelolaan wakaf tidak semata-mata berpedoman kepada Undang-Undang 

Perwakafan, tetapi konsistensi dan political will pemerintah dan para 

stakeholders pun penting untuk mewujudkan wakaf produktif dan 

profesional untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat.     

3. Yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran BWI ditingkat Provinsi 

Jambi, walaupun BWI Kota telah terbentuk, untuk mengimplementasikan 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 

42 Tahun 2006 untuk terwujudnya wakaf produktif yang profesional. Dan 

mberikan pemahaman, pengetahuan dan pembekalan tehnik terutama yang 

berkaitan dengan kelengkapan administrasi berbasis IT agar tanah wakaf 

dapat diberdayakan secara profesional.  
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LAMPIRAN: I 

Salinan 

KEPUTUSAN FATWA  

KOMISI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA 

 

Tentang  

 

WAKAF UANG 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah  

MENIMBANG  

 

A. Bahwa bagi mayoraitas umat Islam Indonesia, pengertian wakaf yang 

umum diketahui, antara lain:  

دجس يبل ًٚكٍ نلاَزفبع ثّ يع ثمب ء عُّٛ ثمطع فٗ سلجزّ عهٗ يصش ف يجب                         

دح يٕجٕ  
Yakni menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, 

dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut 

disalurkan pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada. juz V (Ar-

Ramli, Nihayah al-Muhta >j, (Da >r al-Fikri, 1984,  hlm. 357).  
Atau “ Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

Islam”. “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak 

bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan 

bernilai menurut ajaran Islam. Kompilasi Hukum Islam di Indoneisa, Buku 

III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4). 

Sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang 

(waqf al-nuqu>d/cash waqf) adalah tidak sah; 
B. Bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan 

besar yang tidak dimiliki oleh benda lain; 

C. Bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indoneisa 

memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang untuk 

dijadikan pedoman oleh masyarakat.  

 

MENGINGAT: 

 

1. Firman Allah Swt.  

ثّ عهٛى ل انجش دزٗ رُفمٕا يًب رذجٌٕ ٔيب رُفمٕا يٍ شٛئ فبٌ الله نٍ رُب   
 

Kamu sekalian tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 

sabelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa 

saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. 

(Q.S. Ali-Imran [3]: 92).  
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2. Fimran Allah Swt: 

                                      

                               

                              

 

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang 

menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir 

benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan 

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. 

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian 

mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-

nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), 

mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran 

terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. 

3. Hadis Nabi Saw: 

: ارا يب د الا َسب ٌ اَمطع عُّ عًهّ الا  عٍ اثٙ ْشٚشح اٌ سسٕل الله صهٗ الله عهّٛ ٔسهى لب ل

  3803(  ّ )سٔاِ يسهى ,أ ٔنذ صب نخ ٚذ عٕ ن : صذ لخ جبسٚخ ,أ عهى ُٚزفع ثّ يٍ ثلا س

.ٔ دٔ اثٕا دا  3924ٔانُسب ئٗ  4921ا نٕلف  فٗ الا دكبو عٍ سسٕ ل الله فٗ  ٔانزشيٛز ٖ   

 

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah Saw. 

Bersabda:”Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal 

perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu sedekah ja>riyah (wakaf), ilmu yang 

dimanfaatkan, atau anak s}aleh yang mendoakan-nya”(HR. Muslim, al-
Tirmizi, an-Nasa‟i dan Abu Daud). 

4. Hadis Nabi Saw.  

عٍ اثٍ عًش سضٙ الله عًُٓب اٌ عًش ثٍ انخطبة اصبة اسضب ثخٛجش, فب
 

هٗ الله رٗ انُجٗ ص 

ِ فٛٓب, فمب ل : ٚب سسٕل الله اَٙ اصجذ اسضب ثخٛجش نى اصت يب لا لظ اَفس يشؤّ ٔ سهى ٚسزعهٛ

عُذ٘ يُّ فًب رب
ء

لب ل اٌ شئذ دجسذ اصهٓب ٔرصذلذ ثٓب فزصذق ثٓب عًش اَّ لا ٚجبع  يشَٙ؟

ٔفٙ سجٛم الله ٔاثٍ  فٗ انشلبةٗ رصذق ثٓب فٗ انفمشاء ٔفٗ انمشثٖ ٔ ٔلا ٕٚ ْت ٔلإٚسس

لا جُبح عهٗ يٍ ٔنٛٓب اٌ ٚب نضٛفانسجٛم ٔا
ء

يزًٕل لب ل فذذ  ٔ ٚطعى غٛشكم يُٓب ثبنًعشٔف ا 

ش يزئبثذ ثّ اثٍ سٛشثٍ فمب ل غٛ
ء

:, ٔيسهى  9939بنششط فٗ انٕلف ثم يبلا . سٔاِ انجخبسٖ ف 

, ٔانُسب ئٗ, فٗ 4921انزشيٛزٖ, فٗ الا دكبو عٍ سسٕ ل الله فٗ انٕ لف  3809ٛب, انٕلف انٕص

 الا دجب س

 Diriwayatkan dari Ibn Umar ra. Bahwa Umar bin al-Khathab ra. 

Memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi saw. 

untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata,” Wahai 

Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya 

peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, apa 

perintah engkau (kepadaku) mengenainya? Nabi Saw.  menjawab, “jika 

mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil) nya .  

Ibnu Umar berkata Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan 

mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak 

diwariskan. Ia menyedekahkan (hasilnya kepada fuqah >a, kera>bat, riqa>b 
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(hamba sahaya, orang tertindas), sabililla >h, ibnu sabi>l, dan tamu. Tidak 
berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah 

itu secara ma‟ru>f (wajar) dan membeari makan (kepada orang lain) tanpa 
menjadikannya sebagai harta hak milik.  

Rawi berkata saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia 

berkata ghai>ru mutaatstsili>n ma >lan (tanpa menyimpannya sebagai harta 
hak milik). (HR. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmizi dan al-Nasa‟i).   

5. Hadis Nabi Saw: 

خ سٓى انزٙ نٙ ثخٛجش نى ثٍ عًش لب ل : لب ل عًش نهُجٙ صهٗ الله عهّٛ ٔ سهى : اٌ يب ئاعٍ 

 جسٌ ارصذ ق ثٓب فمب ل انُجٙ صهٗ الله عهّٛ ٔسهى ادد د ااصت يبلا لظ اعجت انٗ  يُٓب لذ اس

.3911  كزب ة الا دجبس. ثب ة دجس انًشبع .اصهٓب ٔسجم ثًشرٓب. )سٔاِ انُسبئٗ  

  

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; Ia berkata Umar r.a. berkata kepada 

Nabi   Saw, “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di khaibar, 

belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi 

tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya. “Nabi Saw. berkata 

“Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.”(H.R. al-

Nasai). Kitab tentang al-Ahbas, bab habs al-masya >‟:3546.   
6. Jabir ra. Berkata:  

الا ٔلف ٔلفب.ءيب ثمٗ ادذ يٍ اصذب ة س سٕ ل الله صهٗ الله عهّٛ ٔ سهى  يمذسح   

 Tidak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali 

berwakaf.” Lihat Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Isla>miyyah wa Adillatuh, 

(Damsyik: Da >r al-Fikr, 1985), Juz VIII, hlm. 157. Al-Khathib al-Syarbini,  

Mughni al-Muhta>j, juz II (Beirut: Da >r al-Fikr, t.t., hlm. 376.  

 

MEMPERHATIKAN:  

 

1. Pendapat Imam al-Zuhri (w.124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya 

boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha 

kemudian keuntungannya disalurkan pada mau>qu>f alai>h, Abu Su‟ud 

Muhammad, Risa>lah fi> Jawa>zi Waqh al-Nuqu>d  (Beirut: Da >r Ibn-Hazm, 
1997), hlm. 20-21.  

2. Mutaqaddimi>n dari Ulama mazhab Hanafi. Lihat Wahbah al-Zuhaily, al-

Fiqh al-Isla>miyyah wa Adillatuhu>, juz VIII (Damsyik, Da >r al-Fikr, 1985), 
hlm. 162 membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai 

pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-„Urfi, bedasarkan as\ar Abdullah bin 
Mas‟ud ra.   

. )يسُذ ادًذ ثٍ  ٔيب سأا سٛئب فٕٓ عُذ الله سٛئ ٖ انًسهًٌٕ دسُب فٕٓ عُذ الله دسٍافًب س

  ( 3140كزب ة يسُذ انكثٛشٍٚ يٍ انصذب ثخ , ثب ة يسُذ عجذ الله ثٍ يسعٕ د, سلى :  دُجم,

Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pendangan 

Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin 

maka dalam pandangan Allah pun buruk.  

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi‟i:  

ىَٛٛش ٔ انذساْ ٔسٖٔ اثٕ ثٕس عٍ انشب فعٗ جٕاص ٔلفٓب اٖ انذَب  
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Abu Tsaur meriwayatkan  dari Imam al-Syafi‟i tentang  kebolehan wakaf 

dinar dan dirham (uang). Lihat  al-Mawardi, al-Hawi al-Kabi>r, tahqiq, 

Muhmud  Mathraji, juz  IX (Beirut: Da >r al-Fikr, 1994),  hlm. 379.  
4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI, Sabtu, tanggal 23 

Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan 

penyempurnaan (pembangunan) definisi wakaf yang telah umum 

diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain riwayat dari 

Ibnu Umar, lihat konsideran mengingat (nomor 4 dan 3 di atas).  

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang 

rumusan definisi wakaf sebagai berikut:  

فٗ سلجزّ عهٗ يصشف يجب ح  انزصش ف  ثمطع أ ا صهّ َّزفبع ثّ يع ثمب ء عُٛ دجس يبل ًٚكٍ الا

 يٕجٕد.

Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau 

pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda 

tersebut (menjual), memberikan, atau mewariskannya),  untuk disalurkan 

(hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.  

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor 

Dt.i.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.  

 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan FATWA TENTANG WAKAF UANG 

 

Pertama:  

1. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-Nuqu >d) adalah wakaf yang dilakukan 
seseorang kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk 

uang tunai.  

2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. 

3. Wakaf uang hukumnya jawa >z (boleh). 
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal yang 

dibolehkan secara Syar‟i>.  
5. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, 

dihibahkan, dan atau diwariskan.  

Kedua:  

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari 

ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya. 
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Dikeluarkan di: Jakarta 

Tanggal: 28 Shafar 1423 H 

                                                                                            11 Mei 2002 M 

 

KOMISI FATWA  

MAJELIS ULAMA INDONESIA 

           Ketua,                                                                   Sekretaris, 

 

 

 

K.H. MA‟RUF  AMIN                                       Drs. HASANUDDIN, M.Ag. 
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LAMPIRAN : II 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1963  

TENTANG  

PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT  

MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH  

(L.N. 1963 NO.61 PENJ. T.L.N M. 2555)  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : 

bahwa perlu didadakan peraturan tentang penunjukan badan-badan 

hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sebagai yang 

dimaksudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-

undang No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 164); 

Mengingat : 

                 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

                 2.Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang 

No. 5 tahun   1960 Lembaran Negara Tahun 1960 No. 164) ; 

                 3. Undang-Undang No. 10   Tahun 1960 : 

Mendengar :  

Menteri Pertama, Wakil Pertama Bidang Produksi, Menteri 

Pertanian/Agraria, Menteri/Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 

Kehakiman. 

 

M E M U T U S K A N  

 

Menetapkan :  

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENUNJUKAN 

BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK 

MILIK ATAS TANAH. 

Pasal 1 

 

Badan-badan hukum yang disebut di bawah ini dapat mempunyai hak milik 

atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada pasal-pasal 

2, 3 dan 4 peraturan ini :  

a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjuntya disebut Bank Negara) ; 

b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan     

Undang-undang No.79 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 

139);   

c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, 

setelah mendengar Menteri Agama;  

d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah 

mendengar Menteri Kesejahteraan sosial.  

 

 



 

  

  

 

305 

Pasal  2 

 

          (1). Bank Negara dapat mempunyai hak milik atas tanah : 

                 a. Untuk tempat bangunan-bangunan yang diperlukan guna menunaikan 

tugasnya serta untuk perumahaan bagi pegawai-pegawainya;   

                 b. yang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum sebagai eksekusi 

dari hak Bank yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa jika Bank 

sendiri tidak memerlukannya untuk keperluan tersebut pada huruf a, di 

dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya, tanah itu harus dialihkan 

kepada pihak lain yang dapat mempunyai hak milik untuk dapat tetap 

mempunyai guna keperluan tersebut pada huruf a, diperlukan izin 

tersebut di atas, Jika perlu atas permintaan Bank yang bersangkutan 

dapat diperpanjang oleh Menteri Pertanian/Agararia atau pejabat lain 

yang ditunjuknya.  

               (2).Pembatasan tersebut pada ayat (1) pasal ini berlaku pula bagi Bank-bank 

Negara tersebut dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 

(Tambahan Lembaran Negara No. 2066) jo Peraturan Menteri Agraria No. 

5 Tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara No. 2149).   

 

Pasal  3 

 

                       Perkumpulan Koperasi Pertanian dapat mempunyai hak milik atas 

tanah Pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai 

ditetapkan dalam Undang-Undang No. 56  Tahun 1960 (lembaran Negara 

Tahun 1960 No. 174). 

Pasal 4 

 

Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik atas 

tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung 

berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.  

 

Pasal 5 

 

(1) Di dalam jangka wakatu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan ini, 

maka badan-badan hukum tersebut pada pasal 1 huruf-huruf a dan b, wajib 

memberitahukan kepada Menteri Pertanian/Agraria tentang semua tanah 

yang dipunyainya, dengan menyebutkan macam haknya, letak, luas dan 

penggunaannya.  

(2) Mengenai badan-badan keagamaan dan sosial kewajiban tersebut pada ayat 

(1) pasal ini berlaku pada waktu badan yang bersangkutan meminta untuk 

ditunjuk sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, seperti 

termaktub pada pasal 1 huruf-huruf c dan d.  

(3) untuk dapat memperoleh tanah hak milik sesudah berlakunya Peraturan ini, 

tetap diperlukan izin Menteri Pertanian/Agraria atau pejabat lain yang 

ditunjuknya, sebagai yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No. 14 

tahun 1961 (Tambahan Lembaran Negara No. 2346).   
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Pasal 6 

 

Menteri Pertanian/Agraria berwenang untuk meminta kepada badan-

badan hukum tersebut pada pasal 1, agar supaya mengalihkan tanah-tanah 

milik yanga dipunyainya pada waktu mulai berlakunya Peratauran ini kepada 

pihak lain yang dapat mempunyai hak milik atau memintanya untuk diubah 

menjadi hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai jika 

berlangsungnya pemilikan itu bertentangan daengan ketentuan pasal-pasal 2,3 

dan 4.  

 

Pasal 7  

 

Hal-hal yang perlu untuk melaksanakan atau mneyelesaikan akibat-

akibat dari pada ketentuan-ketentuan Peraturan ini diatur oleh Menteri 

Pertanian/Agraria.  

Pasal 8 

 

Peraturan ini berlaku mulai pada hari diundangkan dan mempunyai 

daya surut hingga tanggal 24 September 1960. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia.   

 

Di tetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 19 Juni 1963 

Pd. PRESIDAEN REPUBLIK INDONESIA  

 

 

ttd 

 

 

 

 

D  J  U  A  N  D  A      

 

Diundangkan di Jakarta  

Pada tanggal 19 Juni 1963 

SEKRETARIS NEGARA,  

 

ttd. 

 

 

A.W. SURJODININGRAT, SH 
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LAMPIRAN: III 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 1977 

TENTANG 

PERWAKAFAN TANAH MILIK 

(LNRI No. 38, 1977; TLNRI No. 3107) 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang: a. Bahwa wakaf adalah lembaga keagamaan yang dapat 

dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan 

kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama 

Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spirituil dan matriil 

menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila;  

b. bahwa peraturan perundang-unangan yang ada sekarang ini yang 

mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum 

memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuat 

kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan 

tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-

tanah yang diwakafkan;  

            c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf  b dan 

pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, maka 

dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan pendaftaran 

perwakafan tanah milik dengan Peraturan Pemerintah; 

Mengingat    :    1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  

 2.Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor IV/PR/1973 

tentang garis-garis Besar Haluan Negara;  

 3.Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-  pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara Nomor 

2043);   

 4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28; 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);  

 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERWAKAFAN 

TANAH MILIK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

              Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :  

(1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayannya yang berupa tanah milik dan 
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melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang atau pun badan hukum yang 

mewakafkan tanah miliknya.   

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah 

miliknya.  

(4) Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

pemeliharaan  dan pengurusan benda wakaf,  

 

BAB II 

Fungsi Petama 

Bagian Pertama 

 

Pasal 2 

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan 

wakaf. 

 

Bagian Kedua 

 

Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf  

 

Pasal 3 

 

(1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 

dewasa dan sehat akalnya serta yang  oleh hukum tidak terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum, atau kehendak sendiri dan tanpa paksaan 

dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan 

peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal badan-badan Hukum, maka yang bertindak atas namanya 

adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.   

 

Pasal 4 

 

Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik 

atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan,  ikatan, sitaan dan perkara.  

 

Pasal 5 

 

(1) pihak yag mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara 

jelas dan tegas kenapa Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian 

menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dia) orang saksi. 

(2) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam 

ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetjuan 

Menteri Agama. 
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Pasal 6 

 

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari 

perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:  

a. warga negara Repubik Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. sudah dewasa;  

d. sehat jasmaniah dan rohaniah; 

e. tidak berada di bawah pengampunan; 

f. bertempat  tinggal  di  kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

(2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nazhir harus memenuhi persyaratan 

berikut :  

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

      (3) Nazhir dimaskdsukan dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar kepada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.  

      (4) jumah Nazhir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud 

dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. 

 

Bagian Ketiga 

Kewajiban dan Hak-hak Nazhir 

 

Pasal 7 

(1) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf 

serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh 

Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.  

(2) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang 

meyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(3) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih 

lanjut oleh Menteri Agama. 

 

Pasal 8 

 

Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan 

macamnya ditentukan lebih  lanjut oleh Menteri Agama.  

 

BAB III 

TATACARA MEWAKAFKAN DAN PENDAFTRANNYA 

Bagian Pertama 

Tatacara Perwafan Tanah Milik 

Pasal  9 

 

(1) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar Wakaf. 
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(2) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 

(3) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(4) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap 

sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 

saksi.  

(5) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 

mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada 

Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut :  

a. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; 

b. surat keterangan dari kepala Desa yang diperkuat oleh kepala Kecamatan 

setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak 

tersangkut sesuatu sengketa; 

c. suarat keterangan pendaftaran tanah; 

d. izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat 

Agraria setempat.  

 

Bagian Kedua 

Pendaftaran wakaf tanah milik 

 

Pasal  10 

 

(1) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) 

dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir 

yang besangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada 

Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktoat Agraria 

setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan 

menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

(2) Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Dirktorat Agraria 

setempat, setelah menerima permohonan terbut dalam ayat (1) mencatat 

perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya. 

(3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat maka 

pencatatan yang dimaksudkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah 

tersebut dibuatkan sertifikatnya.  

(4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang 

dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). 

(5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah 

dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nazhir 

yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama.  
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BAB IV 

PERUBAHAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN 

PENGAWASAN PERWAKAFAN TANAH MILIK 

Bagian Pertama 

Perubahan Perwakafan Tanah Milik 

 

Pasal 11 

 

(1) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang 

dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 

(2) Penyimpangan dari ketentan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 

terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri Agama, yakni :  

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh 

wakif. 

b. Karena kepentingan umum. 

(3) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan 

penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus 

dilaporkan oleh Nazhir kepada Bupati/Walikota Kepalad Daerah cq. 

Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian 

lebih lanjut. 

Bagian Kedua 

Penyelsaian Perselisihan Perwakafan 

Tanah Milik 

 

Pasal  12 

 

Penyelesian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan 

tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-Undangan yang berlaku.  

 

Bagian Ketiga 

Pengawasan Perwakafan Tanah Milik 

 

Pasal 13 

 

Pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya diberbagai tingkat wilayah 

ditetapkan labih lanjut oleh Menteri Agama.  

 

BAB  V 

KETENTUAN PIDANA 

Pasala 14 

 

Barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan 

sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3) pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), pasal 
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9, pasal 10 dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 

(3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). 

Pasal 15 

 

Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama 

Badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata 

tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap  mereka yang 

memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai 

pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau 

terhadap kedua-duanya. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 16 

 

(1) Perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi 

sebelum dikeluakannya Peraturan Pemerintah ini, oleh Nazhir yang 

bersangkutan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama 

Kecamatan setempat, untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan 

dalam Peraturan pemerintah ini.  

(2) Cara-cara pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditentukn lebih 

lanjut oleh Menteri Agama. 

  

Pasal  17 

 

(1) Peraturan dan atau ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik 

sebagaiman tercantum dalam Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, 

Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 

13480 Tahun 1935 beserta ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah ini diyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Pemerintah ini diatur 

lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

  

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar spaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia.   
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Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 17 Mei 1977 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

 

SOEHARTO 

 

Diundangkan di Jakarta 

Pada tanggal 17 Mei 1977 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA 

REPBLIK IDONESIA 

Ttd 

 

 

SUDARMONO, SH 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBIK INDONESIA  

TAHUN 1977 NOMOR 38D 
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LAMPIRAN: IV 

                          UNDANG-UNDANG  NOMOR   

                          41  TAHUN  2004   

                           TENTANG  

                             WAKAF 

 

                          DENGAN RAHMAT TUHAN  

                     YANG MAHA ESA   

                        PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
 

  Menimbang :   a. bahwa lembaga wakaf sebagaimana pranata keagamaan yang 

memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara 

efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk  

memajukan kesejahteraan umum; 

 b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama 

hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang 

pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam 

berbagai peraturan perundang-undangan; 

 c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b dipandang perlu membentuk Undang-

Undang tentang  Wakaf. 

Mengingat :        Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

 

                           Dengan persetujuan bersama 

 

                            DEWAN PEWAKILAN RAKYAT  

                          REPUBLIK INDONESIA  

 

                     dan  

 

                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

              MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :                    UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF 

           BAB  I  

               KETENTUAN UMUM  

 

             Pasal 1  

 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :  

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.  

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 
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3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan 

dan/atau tulisan kepada  Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang secara mempunyai nilai ekonomi menurut 

syariah yang diwakafkan oleh Wakif.  

6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat  PPAIW, adalah 

pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar 

wakaf.  

7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan 

perwakafan di Indonesia.  

8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

terdiri atas Presiden beserta  para  Menteri.  

9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.   

 

BAB II  

 

DASAR-DASAR WAKAF  

 

Bagian Pertama 

Umum  

 

Pasal 2  

 

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah. 

 

      Pasal 3 

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan 

 

      Pasal 4 

 

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf 

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 

 

      Pasal 5 

 

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf 

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahateraan umum.  

 

Bagian Ketiga  

Unsuar Wakaf  

 

Pasal 6  

 

Wakaf  dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : 
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a. Wakif; 

b. Nazhir; 

c. Harta benda wakaf; 

d. Ikrar Wakaf; 

e. Peruntukan harta benda wakaf; 

f. Jangka waktu wakaf. 

 

Bagian Keempat  

Wakif  

 

  Pasal 7  

 

Wakif meliputi :  

a. Perseorangan; 

b. Organisasi; 

c. Badan hukum.  

             Pasal 8  

 

(1) Wakif  perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya 

dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan :  

a. Dewasa; 

b. Berakal sehat; 

c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan  

d. Pemilik sah harta benda wakaf. 

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat 

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan 

harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi 

yang bersangukutan. 

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c hanya dapat 

melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran 

dasar badan hukum yang bersangkutan.   

 

      Bagian Kelima Nazhir  

 

      Pasal 9  

 

Nazhir meliputi :  

a. Perseorangan; 

b. Organisasi; atau  

c. Badan hukum. 

Pasal 10  

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat 

menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan :  

a. Warga negara Indonesia; 

b. Bragama Islam; 
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c. Dewasa; 

d. Amanah; 

e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan  

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. 

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi 

Nazhir apabila memenuhi persyaratan:   

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan   

b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan 

dan/atau keagamaan Islam. 

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat 

menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :  

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir 

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan  

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perudang-

undangan yang berlaku;  

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.    

 

Pasal 11 

 Nazhir mempunyai tugas :  

a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; 

b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukannya; 

c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 

d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indoanesia. 

 

Pasal 12  

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat 

menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta 

benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). 

 

     Pasal 13  

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam pasal 11, Nazhir 

memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.  

 

     Pasal 14  

 

(1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir 

harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.  

(2) Ketetapan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, 

Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal; 14 diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 



 

  

  

 

318 

Bagian  Keenam 

 

Harta Benda Wakaf  

 

Pasal 15  

 

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh 

Wakif secara sah.   

      Pasal 16 

 

(1) Harta benda wakaf  terdiri dari :  

a. Benda tidak bergerak; dan  

b. Benda bergerak. 

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :  

a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku baik yang sudah mau yang belum terdaftar; 

b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana 

dimaksud pada huruf a;   

c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;  

d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan paraturan 

perundang-undangan yang berlaku;  

e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hara 

benda yang tiak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :  

a. Uang;   

b. Logam mulia; 

c. Surat berharga; 

d. Kendaraan; 

e. Hak atas kekayaan intelektual; 

f. Hak sewa; dan  

g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Bagian Ketujuh  

 

Ikrar Wakaf  

 

Pasal 17 

 

(1) Wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan 

disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi. 

(2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud ada ayat (1) diyatakan secara lisan 

dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.  
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         Pasal 18  

 

Dalam hal wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan dan/atau tidak 

dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh 

hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 

(dua) orang saksi.  

 

     Pasal 19  

 

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat 

dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.  

 

       Pasal 20  

 

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan :  

a. Dewasa; 

b. Beragama Islam; 

c. Berakal sehat; 

d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.  

 

     Pasal 21  

 

(1) Ikrar wakaf ditungkan dalam akta ikrar wakaf. 

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat 

: 

a. Nama dan identitas Wakif; 

b. Nama dan identitas Nazhir; 

c. Data dan  keterangan harta benda wakaf, 

d. Peruntukan harta benda wakaf; 

e. Jangka waktu wakaf.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatuar dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Bagian Kedelapan  

Peruntukan harta Benda Wakaf  

 

Pasal 22 

 

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat 

diperuntukkan bagi :  

a. Sarana dan kegiatan ibadah; 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;  

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; 

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau 

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang  tidak  bertentangan dengan 

syariah dan peraturan perundang-udangan.  
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Pasal 23  

 

(1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksnaaan ikrar wakaf. 

(2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir 

dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai 

dengan tujuan dan fungsi wakaf.  

Bagian Kesembilan  

Wakaf dengan Wasiat 

 

Pasal 24  

 

Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat 

dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang 

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

Pasal 25  

 

Harta benda wakaf yang  diwakafkan dengan wasiat paling banyak 1/3 (satu 

pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan uang pewasiat, 

kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.  

Pasal 26  

 

(1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat 

yang bersangkutan meninggal dunia. 

(2) Penerimaan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai 

kuasa Wakif. 

(3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilaksakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam undang-

undang ini.  

 

Pasal 27 

 

Dalam hak wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas 

permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan 

penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksakan wasiat.  

 

Bagian Kesepuluh  

Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang 

 

Pasal 28  

 

Wakif Benda Bergerak Berupa Uang melalui lembaga keuangan syariah yang 

ditunjuk oleh Menteri. 
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Pasal 29  

 

(1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan 

secara tertulis. 

(2) Wakif benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 

(3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan 

disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir 

sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.  

 

Pasal 30  

 

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf 

berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tuju) hari kerja sejak 

diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.  

 

Pasal  31  

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal  30 diatur dengan Peratauran 

Pemerintah.   

 

BAB III 

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA  

BENDA WAKAF 

 

Pasal 32  

 

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang 

berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta  ikrar wakaf 

ditandatangani. 

 

Pasal 33  

 

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksd dalam Pasal 3, 

PPAIW menyerahkan :  

a. Salinan aktra ikrar wakaf; 

b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.  

 

    Pasal 34  

 

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf. 
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Pasal 35 

 

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 

disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.  

 

Pasal 36  

 

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya,  Nazhir melalui 

PPAIW mendaftarkan kembali kepada instansi yang berwenang dan Badan Wakaf 

Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pedaftaran harta benda 

wakaf. 

Pasal 37 

 

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta 

benda wakaf.  

 

Pasal 38  

 

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta 

benda wakaf yang telah terdaftar. 

Padal 39 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman 

harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB  IV 

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF  

 

Pasal 40  

 

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang :  

a. Dijadikan jaminan; 

b. Disita; 

c. Dihibahkan; 

d. Dijual; 

e. Diwariskan; 

f. Ditukar, atau 

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. 

 

Pasal 41  

 

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan 

apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk 

kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 
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berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak 

betentangan dengan syariah. 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat 

dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan 

Badan Wakaf Indoesia.  

(3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan 

pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta 

benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan hara 

benda semula.  

(4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1), ayat (2), dan  ayat (3) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

 

BAB V  

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  

HARTA BENDA WAKAF  

 

Pasal 42  

 

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

tujuan, fungsi, dan  peruntukannya. 

      Pasal 43  

 

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. 

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan secara produktif. 

(3) Dalam hal Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud 

pada ayat 91) diperlukan  penjamin, maka digunakan lembaga penjamin 

syariah. 

 

Pasal 44  

 

(1) Pengeloaan dan pengembangan harta benda wakaf, Nazhir dilarang 

melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin 

tertulis dari badan Wakaf Indonesia. 

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta 

benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai denga paruntukan yang 

dinyatakan dalam ikrar wakaf.  

Pasal 45  

 

(1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazhir 

diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila Nazhir yang 

bersangkutan : 

a. Meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan; 
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b. Bubar peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir oganisasi 

atau Nazhir badan hukum; 

c. Atas permintaan sendiri; 

d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mepunyai kekuatan 

hukum tetap.   

(2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh 

nazhir lain karena pemberhentian dan pengertian Nazhir, dilakukan dengan 

tetap mempertahankan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan 

tujuan serta fungsi wakaf.  

 

Pasal 46 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harata benda 

wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 

diataur dengan Peraturan Pemerintah.  

 

BAB VI  

BADAN WAKAF INDONESIA  

 

Bagian Pertama 

Kedudukan dan Tugas  

 

Pasal 47 

 

(1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, 

dibentuk Badan Wakaf Indonesia. 

(2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksakan  

tugasnya. 

 

Pasal 48  

 

Badan Wakaf indonesia berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan/atau kabupaten/kota 

sesuai dengan kebutuhan.  

 

Pasal 49  

 

(1) Badan wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang; 

a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf; 

b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional dan inernasional; 
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c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan 

status harta benda wakaf; 

d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir; 

e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; 

f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam 

penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. 

(2) Dalam melaksnakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf 

Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun 

daerah organisasi masyarakat, para ahli, badan Internasional, dan pihak lain 

yang  dipandang perlu. 

 

Pasal 50  

 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, Badan Wakaf 

Indonesia memperhatikan sarana dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama 

Indonesia.  

 

Bagian Kedua  

Organisasi  

 

Pasal 51  

 

(1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan. 

(2) Badan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 

pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur 

pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia. 

 

   Pasal 52 

 

(1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 

(satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dan dari oleh 

para anggota. 

(2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan 

Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan oleh para anggota. 

 

Bagian Ketiga  

 Anggota  

Pasal 53  

 

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) 

orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur 

masyarakat. 
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Psal 54  

 

(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon 

anggota harus memenuhi persyaratan.  

a. Warga negara Indonesia; 

b. Beragama Islam;  

c. Dewasa; 

d. Amanah;  

e. Mampu secara jasmani dan rohani; 

f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; 

g. Memiliki pengetahuan, kemauan, dan/atau pengalaman di bidang 

perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan 

h. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan 

nasional. 

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai 

persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan 

oleh Badan Wakaf Indonesia. 

Bagian Keempat 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

 

Pasal 55 

 

(1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. 

(2) Keanggotaa Perwakafan Badan Indonesia di daerah diangkat dan 

diberhentikan oleh badan Wakaf Indonesia.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 

peraturan Badan Wakaf Indonesia. 

 

Pasal 56  

 

Keanggotan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) 

tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

 

Pasal 57  

 

(1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia 

diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.  

(2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada 

Presiden untuk selanjtunya dilaksanakan oleh  Badan Wakaf Indonesia.  

(3) Ketentuan  mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf 

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diataur oleh Badan Wakaf 

Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.   
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Pasal 58  

 

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa 

jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.  

 

Bagian Kelima 

Pembiayaan  

 

Pasal 59  

 

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indoensia Pemerintah wajib 

membantu biaya operasional. 

 

Bagia keenam  

Ketentuan Pelaksanaan  

 

Pasal 60  

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan 

dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggaotaan dan tata kerja badan 

Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.  

 

Bagian Ketujuh  

Pertanggungjawaban  

 

Pasal 61  

 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan 

melalui laporan tahunan yang daudit oleh lembaga audit independen dan 

disampaikan kepada Menteri.  

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada 

masyarakat.  

 

BAB VII 

PENYELESAIAN SENGKETA  

 

Pasal 62  

 

(1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk 

mencapai mufakat. 

(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbiterase, atau 

pengadilan. 
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BAB VIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

 

Pasal 63  

 

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawaasan terhadap penyelenggaraan 

wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf; 

(2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri 

mengikut sertakan Badan Wakaf Indonesia. 

(3) Pembinan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Mejelis Ulama 

Indonesia.  

 

Pasal 64  

 

Dalam pelaksanaan pengawaan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik. 

 

Pasal 66 

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri 

dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan 

Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

BAB IX 

KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI  

ADMINISTRATIF  

 

Bagian Pertama  

Ketentuan Pidana 

 

Pasal 67 

 

(1) Setiap orang yang dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, 

mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda 

wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau 

tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah).  

(2) Setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa 

izin sebagimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara 

palig lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

(3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas 

atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah 

yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan 
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pidana penjara paling lama 3 tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).   

 

Bagian Kedua 

Sanksi Administratif 

 

Pasal 68 

 

(1) Menteri  dapat mengenakan sanksi adiministrasi atas pelanggaran tidak 

didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan 

PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan pasal 32.  

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :  

a. Peringatan tertulis; 

b. Penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi 

lembaga keuangan syariah; 

c. Penghentian sementara dari  jabatan atau penghentian dari  jabatan PPAIW. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 

 

BAB X  

KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal 69 

 

(1) Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum 

diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagaimana wakaf 

menurut undang-undang ini.  

(2) Wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama (5 (lima) tahun sejak undang-

undang ini diundangkan.  

Pasal 70 

 

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan 

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan 

peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini.  

 

BAB XI  

KETENTUAN PENTUP  

 

Pasal 71  

 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-

Undang ini dengan penempatannya dalam lembaga Negara Republik Indonesia. 
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               Disahkan di Jakarta  

               Pada tanggal  27Oktober 2004  

               PRESIDEN REPUBLIK INDNESIA  

 

 

                                   Ttd 

 

 

 

               DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

               Diundangkan di Jakarta   

               Pada tanggal 27 Oktober 2004 

               MENTERI SEKRETARISNEGARA REPUBLIK INDONESIA  

 

 

                                   ttd  

 

 

 

              PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA 

 

 

 

              LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDOENSIA  

              TAHUN 2004 NOMOR 159. 

 

 

 

                                   Salinan sesuai aslinya  

 

                                  Deputi Sektreris  Kabinet  

                      Bidang Hukum dan Undang-undangan 

 

 

 

                                   Lambock V. Nahatands 
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LAMPIRAN : V 

 

PERATURAN PEMERINTAH  

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42  

TAHUN 2006 TENTANG  

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  

TENTANG WAKAF  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 2, Pasal 31, 

Pasal 39, Pasal 412, Pasal 46, Pasal 66, dan Pasal 68 Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, perlu menerapkan 

Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 

Mengingat :   1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

(Lembaran Negara Republik Indsoensia Tahun 2004 Nomor 159; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4459).  

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN PEMRNTAH TENTANG PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG 

WAKAF.   

BAB I  

KETNETUAN UMUM  

Pasal 1  

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :  

1. Wakaf adalah adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau 

menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya 

atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 

keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.  

2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. 

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan 

dan/atau tulisan kepada  Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. 

4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

5. Mauquf alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari 

peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang 

dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.  

6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan 

kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola nazhir 

sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk 

akta.  
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7. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga 

Keuangan Syariah kepada wakif dan Nazhir tentang penyerahan wakaf uang.  

8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah 

pejabat berswenang dan yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta 

Ikrar Wakaf.  

9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan 

hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan Syariah. 

10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dari Bank 

Umum konvensional serta Bank Perkereditan Rakyat Syariah. 

11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga 

independen  dalam pelaksanan tugansy untuk mengembangkan Islam 

ditingakat kecamatan. 

12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agama  

BAB II  

NAZHIR  

 Bagian Kesatu  

Umum  

 Pasal 2 

Nazhir meliputi :  

a. Perseorangan; 

b. Organisasi; atau  

c. Badan hukum. 

 

Pasal 3  

(1) Harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan 

pihak yang dimaksud dalam  AIW sesuai dengan peruntukannya.  

(2) Terdaftarnya harta benda wakaf atas nama Nazhir tidak membuktikan 

kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf. 

(3) Pergantian Nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang 

bersangkutan.  

Bagian Kedua  

Nazhir Perseorangan  

Pasal 4  

 

(1) Nazhir perseorangan ditunjuk oleh Wakif dengan memenuhi persyaratan 

menurut undang-undang. 

(2) Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri 

dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.  

(3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama seatempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), pendafraran nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan 

Agama terdekat, Kantor Departemen Agama terdekat, Kantor Departemen 

Agama, atau perwakilan badan Wakaf Indonesia di provinsi‟ kabupaten/kota.  

(4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir. 

(5) Nazhir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling 

sedikit 3 (tiga) orang dan salah seorang diangkat menjadi ketua.   
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(6) Salah seorang Nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pad ayat (5) harus 

bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf berada.   

Pasal 5 

(1) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berhenti dari 

kedudukannya apabila: 

a. Meninggal dunia; 

b. Berhalangan tetap; 

c. Mengundurkan diri; 

d. Diberhentikan oleh BWI. 

(2)  Berhentinya salah seoranga nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) tidak mengakibatkan berhentinya nazhir perseorangan lainnya.  

 

Pasal 6  

 

(1) Apabila donatur nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke kantor 

urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga 

puluh) hari sejak tanggal berhentinya nazhir perseorangan, yang kemudian 

pengganti nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.  

(2) Dalam hal di antara nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas 

dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka nazhir yang ada 

memberttahukan kepada wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah 

menginggal dunia.  

(3) Dalam hal tidak terdapat kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana 

dimaksaud pad ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama 

terdekat, Kantor Departemen Agama atau perwakilan BWI di 

provinsi/kabupaten/kota.  

(4) Apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak 

melaksanakan tugasnya , maka Kepala KUA baik atas insiataif sendiri mauun 

atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk 

pemberhentian dan pergantian nazhir.     

Bagian Ketiga  

Nazhir Organisasi  

Pasal 7 

(1) Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor 

Urusan Agama setempat. 

(2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), pendaftaran Nazhir dilakukan melalui Kantor Urusan  

Agama terdekat, Kantor Departmen Agama, atau perwakilan BWI di 

provinsi/kabupaten/kota. 

(3) Nazhir organisasi merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: 

a. Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; 
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b. Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak 

benda wakaf berada;    

c. Memiliki: 

1. Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar;  

2. Daftar susunan pengurus; 

3. Anggaran rumah tangga; 

4. Program kerja dalam pengembangan wakaf; 

5. Daftar kekayaan yang berasal dari  harta wakaf yang terpisah dari 

kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi, dan  

6. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. 

(4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pad ayat (3) huruf c dilampirkan pada 

permohonan pendaftaran sebagaiamna dimaksud pada ayat (1). 

(5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum 

penandatangan AIW.      

Pasal 8  

(1) Nazhir organisasi bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan Anggaran 

Dasar organisasi yang bersangkutan. 

(2) Apabila setelah seorang nazhir yang diangkat oleh nazhir organisasi 

mengingat, mengundurkan diri. Berhalangan tetap dan/atau dibatalkan 

kedudukannya sebagai nazhir yang bersangkutan harus diganti.   

Pasal 9 

(1) Nazhir perwakilan daerah darisuatu organisasi yang rtidak melaksnakan tugas 

dan/atau melanggar ketentuan larangan alam pengeolaan dn pengmebangan 

harta benda wakaf sesuaid engan peruntukan yag tercantum dalam AIW, maa 

pengarus pusata oragniasi bersangkutan wajib enuelsaiakan baik diminta atai  
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 PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA   NOMOR 42  

TAHUN 2006  TENTANG 

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  

NOMOR 41 TAHUN 2004  

TENTANG WAKAF  

1. UMUM 

 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf memuat 

beberapa ketentuan dalam pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 

46, Pasal 66 dari Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

Pemerintah. Keseluruhan peraturan pelaksanaan tersebut diintegrasikan ke dalam 

satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004. Hal itu dimaksudkan untuk meyederhanakan pengaturan yang 

mudah dipahami masyarakat, organisasi dan badan hukum, serta pejabat 

pemerintahan yang mengurus perwakafan, BWI, dan LKS, sekaligus 

menghindari berbagai kemungkinan perbedaan penafsiran terhadap ketentuan 

yang berlaku.    

Beberapa hal penting yang diatur dalam peraturan Pemerintah ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang pran penting dalam 

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan 

peruntukannya. Nazhir dapat merupakan peseorangan, organisasi atau badan 

huum yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama 

atau perwakafan BWI yang ada di propinsi atau kabupaten/kota guna 

memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir. Ketentuan mengenai syarat 

yang harus dipenuhi oleh nazhir dan tata cara pendaftaran, pemberhentian 

dan pencabutan status Nazhir serta tugas dan masa bakti Nazhir dimaksudkan 

untuk memastikan keberadaan nazhir serta pengawasan terhadap kinerja 

nazhir dalam memelihara dan mengembangkan potensi harta benda wakaf.  

2. Ketetnuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis yang berisi 

pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir memerlukan 

pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaannya dan harta benda wakaf 

yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam Majelis Ikrar 

Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang Saksi serta wakif dari 

Mauquf „alaih apabila ditunjuk secara khusus sebagai pihak yang akan 

memperoleh manfaat dari harta benda wakaf berdasarkan kehendak Wakif. 

Kehadiran Mauquf „alaih dianggap perlu agar pihak yang akan memperoleh 

manfaat dari perutkan harta benda  menurut kehendak wakif dapat 

mengetahui penyerahaan harta benda wakaf oleh Wakif kepada nazhir untuk 

dikelola dan dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.   

3. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 41 Tahun 204 yang tidak 

memisahkan antara wakaf ahli> yang pengelolaan dan pemanfaatan harta 

benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khai >ri 
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yang dimaksudkan untuk  kepentingan masyarakat umum sesuai tujuan dan 

fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif dalam Majeis Ikrar Wakaf 

harus dijelaskan maksudnya, apakah Mauquf „alaih  adalah masyarakat 

umum atau untuk  karib kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan 

wakif. Ini berarti bahw pengaturan mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf 

khai>ri maupun wakaf ahli. Peruntukan wakaf untuk mauquf alaih tidak 
dimaksudkan untuk pemanfaatan peribadi melainkan untuk kesejahteraan 

umum sesama kerabat secara  turun temururn. Dengan demikian berbagai 

keterangan yang dimuat dalam AIW sebagai dokumen penting dalam 

pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak. 

4. Berdasarkan pertimbangan tentang diperlakukannya harta benda wakaf diatur 

secara rinci, maka Peraturan Pemerintah ini mencantumkan ketentuan 

mengenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, bangunan, tanaman dan 

benda lain yang terkait dengan tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan 

benda bergerak selain uang, yang sejauh mungkin diselaraskan dengan 

konsepsi hukum benda dalam keperdataan dan Peraturan perundang-

undangan lain yang  terkait. Benda bergerak selain uang diatur berdasarkan 

kategori yang lazim dikenal dalam hukum perdata, yaitu benda bergerak 

karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketatapan 

undang-undang. Mengingat jenis harta benda wakaf memiliki karakteristik 

yang berbeda, maka tata cara ikrar wakaf bergerak berupa uang yang 

melibatkan peran institut LKS diatur secara khusus.dengan demikian 

pengaturan wakaf uang harus mempertibangkan keberadaan LKS yang  

memilki produk-produk dan/atau instrumen keuangan syariah.  

5. Bedasarkan petimbangan adanya perbedaan karakteristik harta benda wakaf  

tersebut, maka di samping kewenangan PPAIW yaitu Kepala Kantor Urusan 

Agama atau pejabat yang menyelengarakan urusan wakaf, maka LKS yang 

ditunjuk Menteri berdasarkan saran dan pertimbangan BWI diberi 

kewenangan menerima wakaf uang dan menertibkan Sertifikat Wakaf Uang 

yang selanjutnya menyerahkan wakaf uang tersebut kepada Nazhir yang 

ditunjuk oleh Wakif. 

6. Sebagai konsekuensi kategori benda wakaf tersebut, pengaturan mengenai 

tata cara pendaftaran harta benda wakaf dibedakan antara : 

a. Tata cara pendaftaran wakaf harta benda wakaf tidak bergerak berdasarkan 

AIW  atau APAIW setelah memenuhi persyaratan tertentu; 

b. Tata cara pedaftaran wakaf uang melalui KS, yang atas nama Nazhir 

menertibkan Sertifikat Wakaf Uang; 

c. Tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui instansi 

yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak tersebut. 

7. PPAIW berkewajiban menyampaikan AIW kepada Meneri melalui Kantor 

Urusan Agama dan perwakilan melalui Kantor Urusan Agama dan 

perwakilan BWI  agar dimuat dalam register umum wakaf yang 

diselenggarakan oleh Menteri.hal ini dimaksudkan untuk memenuhi asas 

publitas hukum benda sehingga masyarakat dapat mengakses informasi 

tentang wakaf.    

II. PASAL DEMI PASAL 
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Pasal 1 

Cukup jelas.  

Pasal  2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Terdaftarnya harta benda wakaf atau nama Nazhir dimaksudkan 

sebagai bukti bahwa Nazhir hanyalah pihak yang mengadiministrasikan 

mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 4  

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan undang-undang pada ayat ini adalah 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tenang wakaf.  

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Tempat pedaftaran pada   ayat ini  sesuai dengan arti urutan.    

Ayat (4) 

Cukup jelas  

Ayat (5) 

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar pengelolaan harta 

benda wakaf dapat berlangsung secara berkesinambungan dan menjaga harta 

benda wakaf tidak masuk ke dalam harta peribadi dan/atau masuk dalam 

harta waris. Tiga Nazhir preorangan yang ditunjuk Wakif dapat mengatur 

permbagian tugas dan wewenang untuk mewujudkan peruntukan harta benda 

sesuai dengan pernyataan kehendak Wakif.   

Ayat (6) 

Cukup jelas 

Pasal 5  

Ayat (1)  

Huruf  a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas  

Huruf c 

Cukup jelas  

Huruf d 

Cukup jelas  

Ayat (2) 

Cukup jelas  

Pasal 6 

Ayat (1) 
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Cukup  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4)  

Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kewenangan 

kepada Wakif atau ahli warisnya untuk mengganti sendiri Nazhir 

tanpa melalui KUA dan keputusan BWI.  

Pasal 7  

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud “Nazhir yang diangkat oleh Nazhir organisasi” 

dalam ayat ini adalah perlakana dari Nazhir organisasi yang 

brsangkutan. 

Pasal 9 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2)  

Dalam memberhentikan atau mengganti Nazhir organisasi BWI 

harus mmperhatikan Ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Cukup jelas.  

Pasal 11  

Cukup jelas. 

Pasal 12  

Cukup jelas  

Pasal 13  

Cukup jelas  

Pasal 14  

Cukup jelas. 

Pasal 15  

Cukup jelas. 

Pasal 16  

Huhruf a  

Cukup jelas  

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c  
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Yang dimaksud dengan “yang berkaitan dengan tanah” adalah 

segala sesuatu yang dibangun, ditanam dan tertancap serta menjadi 

satu kesatuan dengan tanah.  

Huruf d 

Cukup jelas  

Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 17  

Ayat (1)  

Huruf a  

Cukup jelas. 

Huruf b  

Nazhir berkewajiban mendaftarkan wakaf pada instansi yang 

berwenang agar dapat diperoleh sertifikat atau tanah hak guna 

bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang  telah diwakafkan. 

Huruf c 

Nazhir berkewajiban untuk mengurus pelepasan hak pengelolaan 

atau hak milik dari pemegang hak yang bersangkutan. 

Dalam hal ini Nazhir tidak berhasil memperoleh pelepasan hak 

pengelolaan atau hak milik yang bersangkutan maka Wakaf atas 

tanah tersebut tetap berlaku sampai hak guna bangunan atau hak 

pakai yang berada di atas tanah negara berakhir. 

Huruf d 

Hak milik atas satuan rumah susun yang dapat diwakafkan adalah 

satuan rumah susun yang berdiri di atas tanah bersama yang 

berstatus hak milik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan mengenai rumah susun.  

Ayat (2)  

Ketetntuan ini dimaksudkan bahwa pemilikan atau penguasaan 

secara yuridis dan secara fisik atas tanah ada pada Wakif, atau 

penguasaan fisik tersebut ada pada pihak lain atas dasar pemberian 

wewenang dari Wakif. 

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Pasal 18  

Cukup jelas  

Pasal 19  

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “air dan bahan bakar minyak yang 

persediaannya berkelanjutan” dalam ayat ini tidak termasuk 

sumber daya air dan sumber minyak.   

Ayat (4)  
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Cukup jelas  

Pasal 20  

Huruf a 

Kapal dengan bobot di bawah 20 ton termasuk dalam kategori 

benda bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton 

termasuk dalam benda tidak bergerak.  

Huruf b  

Yang dmaksud dengan “pesawat terbang” termasuk helikopter dan 

jenis pesawat terbang lainnya.  

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d  

Cukup jelas. 

Huruf e  

Cukup jelas.  

Huruf f  

Cukup jelas. 

Pasal 21  

Cukup jelas. 

Pasal 22  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas  

Huruf b 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin benda wakaf 

berasal dari sumber halal, tidak bertentangan dengan syariah 

dan Peraturan Perundang-undangan.  

Misalnya menghindari kemungkinan praktik pencucian uang 

(money laundring) melalui wakaf.  

Ayat (3) 

Huruf a  

Cukup jelas  

Huruf b  

Cukup jelas  

Huruf c 

Cukup jelas 

Huruf e 

Yang dimaksud memiliki fungsi menerma titipan (wadi‟ah) 

adalah LKS-PWU memiliki produk penerima dana dengan 

berdasarkan akan titipan  dengan ketentuan bahwa pihak 

penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan 

dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.  
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Ayat (4)  

Cukup jelas  

Ayat (5)  

Cukup jelas  

Pasal 25  

Huruf a 

Pengumuman yang dimaksud dapat dilakukan dengan cara apapun 

agar masyarakat mengetahuinya. 

Huruf b  

Cukup jelas.  

Huruf c 

Cukup jelas.  

Huruf d  

Cukup jelas.  

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f  

Cukup jelas  

Huruf  g 

Cukup jelas  

Pasal 26  

Huruf a 

Cukup jelas  

Huruf b 

Cukup jelas  

Huruf c  

Cukup jelas  

Huruf d 

Yang dimaskud dengan “jumlah wakaf uang” adalah nilai nominal 

wakaf uang yang harus dicantumkan dalam sertifikat wakaf uang 

minimum yang berlaku pada LKS-PWU bersangkutan.  

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f  

Yang dimaksud dengan “jangka waktu” adalah untuk waktu 

terbatas (muaqqaf) atau tidak terbatas (muabbad).   

Huruf g 

Cukup jelas  

Huruf h  

Cukup jelas  

Huruf i  

Cukup jelas  

Pasal 27  

Cukup jelas  

Pasal 28  

Cukup jelas  
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Pasal 29  

Cukup jelas  

Pasal 30  

Ayat (1)  

Cukup  jelas  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  

Tidak diisyaratkan kehadiran mauquf alaih karena sulitnya 

menentukan wakif dari masyarakat luas sebagai mauquf alaih. 

Ayat (4)  

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas  

Pasal 31  

Cukup jelas  

Pasal 32  

Ayat (1) 

Cukup jelas  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “harta benda wakaf diterima oleh Nazhir” 

pada ayat  ini adalah bukan untk dimiliki oleh nashir tapi untk 

dikelola dan dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan peruntukan 

harta benda wakaf. 

Ayat (3)  

Cukup jelas  

Ayat (4)  

Cukup jelas  

Ayat (5)  

Cukup jelas  

Ayat (6)  

Cukup jelas  

Pasal 33  

Cukup jelas 

Pasal 34  

Huruf a  

Cukup jelas  

Huruf b  

Yang dimaksud penelitian persyaratan administrasi perwakafan 

pada huruf b meliputi penelitian : 

a. Status benda wakaf serta kelengkapan dokumen kepemilikan 

benda wakaf oleh Wakif.  

b. Syarat Wakif, nazhir dan saksi.  

Penelitian adiministrasi benda wakaf dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa benda wakaf dikuasai oleh Wakif.    
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Persyaratan Wakif yang dimaksud adalah sebagaimana tercantum 

dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 

Tempat Wakaf.  

Huruf c  

Cukup jelas  

Huruf d  

Tanda tangan mauquf alaih dicanatumkan dalam AIW dalam hal 

Wakif menentukan secara khusus mau >quf‟ alaih. 
Huruf e  

Angka 1  

Cukup jelas 

Angka 2  

Cukup jelas  

Angka 3  

Cukup jelas 

Angka 4   

Cukup jelas  

Angka 5  

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah 

instansi yang menyelenggarakan pendafataran harta benda 

wakaf, misalnya kendaraan bermotor Polisi Daerah 

setempat, kapal oleh Syahbandar/Dirjen Perla, saham untuk 

perusahaan terbuka oleh PT. Kustodian Sentral Efek 

Indonesia, saham untuk perusahaan tertutup pada direksi 

perusahaan tersebut. Proses tersebut untuk pencatatan baik 

nama pada sertifkat/tanda bukti  hak.   

Pasal 35  

Cukup jelas. 

Pasal 36  

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Ayat (1)  

 Yang dimaksud “pejabat yang menyelenggarakan urusan 

wakaf” dalam ayat ini adalah pejabat yag menyelenggarakan 

urusan wakaf ditingkat kabupaten/kota dan propinsi.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan pejabat lain yang ditujukan oleh 

Meneri” adalah pejabat yag menyelenggarakan urusan wakaf 

atau notaris yang ditunjuk oleh Menteri.  

Ayat (3)  

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Cukup jelas  

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Pasal 38 
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Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas  

Pasal 40  

Cukup jelas    

Pasal 41  

Ayat (1) 

“Surat Keterangan Pendafatran” dimaksudkan untuk 

menegaskan kepemilikan benda bergerak yang bersangkuan 

benar tercatat pada instansi terebut dan tidak terdapat catatan 

tentang adanya sengketa atau jaminan pada pihak lain.  

Ayat (2)  

Yang dimaksud dengan “tanda bukti pembelian lainnya” 

misalnya berita acara lelang seandainya barang bergerak 

diperoleh dari pelelangan umum.  

Ayat (3)  

Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah setempat” 

adalah lurah/kepala desa dan camat dari empat dimana 

barang bergerak tersebut berada. 

Pasal 42  

Cukup jelas  

Pasal 43  

Cukup jelas  

Pasal 44 

Cukup jelas  

Pasal 45    

 

Ayat (1)  

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat 

dilakukan dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, 

swalayan, Hotel, rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, 

tempat wisata dan/atau usaha lain yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah dan Peraturan Perundang-udangan.  

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 46  

Yang dimaksud denan harta “harta benda wakaf terlantar” 

dalam pasal ini adalah harta benda wakaf dalam waktu yang 

cukup lama tidak dikelola secara produktif oleh Nazhir yang 

bersangkutan, walaupun  telah dilakukan beberapa kali 

penggantian Nazhir.  

Pasal  47  

Yang dimaksud “lembaga terkait” dalam pasal ini adalah 

instansi pemerintah yang kewenangan  meliputi urusan 

peruntukan harta benda wakaf, BWI dan wakil dari Mau>qu>f 
alai>h. 
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Pasal 48  

Ayat (1)  

Peraturan BWI dimaksud antara lain mengatur persyaratan 

studi kelayakan pengembangan hara benda wakaf.  

Ayat (2)  

Cukup jelas  

Ayat (3)  

Cukup jelas  

Ayat (4)  

Cukup jelas  

  Pasal 49  

Cukup jelas  

 Pasal 50 

Cukup jelas  

 Pasal 51 

Cukp jelas  

 Pasal 52  

Cukup jelas  

 Pasal 53 

Cukup jelas  

 Pasal 54  

Cukup jelas  

 Pasal 55 

 Cukup jelas  

 Pasal 56 

Cukup jelas  

 Pasal 57  

Cukup ejlas  

Pasal 58  

Cukup jelas  

Pasal 59  

Cukup jelas  

Pasal 60  

Cukup jelas  

Pasal 61  

Cukup jelas  

 

TAMABAHAN LEBARAN NEGARA REPUBIK INDOENSIA NOMOR 

4667. 

    

Menimbang : 

Menginat : 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan :  
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LAMPIRAN 4  

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 28 TAHUN 1977 

TENTANG  

PERWAKAFAN TANAH MILIK 

(LNRI No. 38, 1977; TLNRI No. 3107) 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

 

Menimbang     :  a. Bahwa wakaf adalah lembaga keagamaan yang dapat 

dipergunakan sebagai salah satu sarana guna 

pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi 

umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai 

kesejahteraan spirituil dan materiil menuju masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila;  

a. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sekarang 

ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain 

belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, 

juga membuat kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak 

diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata 

dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan;  

               c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf  b 

dan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan 

pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan 

Pemerintah; 

 Mengingat       :   1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  

2.Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor IV/PR/1973 

tentang garis-garis Besar Haluan Negara;  

3.Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2043);   

                              4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 

28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);  

 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERWAKAFAN 

TANAH MILIK. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :  

(1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 



 

  

  

 

347 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

(2) Wakif adalah orang atau orang-orang atau pun badan hukum yang 

mewakafkan tanah miliknya.   

(3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah 

miliknya.  

(4) Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

pemeliharaan  dan pengurusan benda wakaf,  

 

BAB II 

Fungsi Petama  

 

Bagian Pertama  

 

Pasal 2  

Fungi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan 

wakaf. 

 

Bagian Kedua  

Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf  

 

Pasal 3 

(3) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah 

dewasa dan sehat akalnya serta yang  oleh hukum tidak terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum, atau kehendak sendiri dan tanpa paksaan 

dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan 

perturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Dalam hal badan-badan Hukum, maka yang bertindak atas namanya 

adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.  

  

Pasal 4 

Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik 

atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan,  ikatan, sitaan dan perkara.  

 

Pasal 5  

 

(6) pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara 

jelas dan tegas kepada Nazhir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 

Wakaf sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian 

menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh 

sekurang-kurangnya 2 (dua) ornga saksi. 

(7) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 

(1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 

Menteri Agama. 
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 Pasal 6 

 

(3) Nazhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari 

perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:  

a. warga negara Republik Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. sudah dewasa;  

d. sehat jasmaniah dan rohaniah; 

e. tidak berada di bawah pengampunan; 

f. bertempat  tinggal  di  kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

(4) Jika berbentuk badan hukum, maka Nazhir harus memenuhi persyaratan 

berikut :  

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

      (3) Nazhir dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar kepada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.  

      (4) jumlah Nazhir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud 

dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. 

 

Bagian Ketiga  

Kewajiban dan Hak-hak Nazhir  

 

Pasal 7 

(4) Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf 

serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh 

Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.  

(5) Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang 

meyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(6) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih 

lanjut oleh Menteri Agama. 

Pasal 8  

 

Nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan 

macamnya ditentukan lebih  lanjut oleh Menteri Agama.  

 

BAB III 

TATACARA MEWAKAFKAN DAN PENDAFTRANNYA  

Bagian Pertama  

Tatacara Perwafan Tanah Milik  

Pasal  9  

 

(6) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar Wakaf. 
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(7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 

(8) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(9) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap 

sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang 

saksi.  

(10) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 

mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada 

Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut :  

e. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; 

f. surat keterangan dari Kepala Desa yang diperkuat oleh Kepala 

Kecamatan setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan 

tidak tersangkut sesuatu sengketa; 

g. surat keterangan pendaftaran tanah; 

h. izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat 

Agraria setempat.  

Bagian Kedua  

Pendaftaran wakaf tanah milik  

Pasal  10  

 

(6) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) 

dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir 

yang besangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada 

Bupati/Walikotamadya Kepala Derah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria 

setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan 

menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

(7) Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria 

setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (1) mencatat 

perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya. 

(8) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mmpunyai sertifikat maka 

pencatatan yang dimaksdkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah 

tersebut dibuatkan sertifikatnya.  

(9) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang 

dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). 

(10) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah 

dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nazhir 

yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama.  

BAB IV  

PERUBAHAN, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN  

PENGAWASAN PERWAKAFAN TANAH MILIK  

Bagian Pertama  

Perubahan Perwakafan Tanah Milik  

Pasal 11 
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(4) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang 

dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 

(5) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat 

persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yakni :  

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 

oleh wakif. 

b. Karena kepentingan umum. 

(6) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan 

penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus 

dilaporkan oleh Nazhir kepada Bupati/Walikota Kepalad Daerah cq. 

Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian 

lebih lanjut. 

Bagian Kedua  

Penyelesaian Perselisihan Perwakafan  

Tanah Milik  

Pasal  12  

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan 

tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-Undangan yang berlaku.  

Bagian Ketiga 

Pengawasan Perwakafan Tanah Milik 

Pasal 13  

Pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya diberbagai tingkat 

wilayah ditetapkan labih lanjut oleh Menteri Agama.  

BAB  V 

KETENTUAN PIDANA  

Pasala 14  

Barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan 

sebagaimana dimaksud pasal 5, pasal 6 ayat (3) pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), 

pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurungan selama-

lamanya 3 (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh 

ribu rupiah). 

Pasal 15 

Apabila perbuatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas 

nama Badan hukum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan 

tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap  mereka 

yang memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak 

sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu 

atau terhadap kedua-duanya. 

BAB VI  

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasala 16  

(3) Perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sbelum 

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, oleh Nazhir yang bersangkutan 
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harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, 

untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

pemerintah ini.  

(4) Cara-cara pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditentukan lebih 

lanjut oleh Menteri Agama. 

Pasal  17  

(3) Peraturan dan atau ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik 

sebagaimana tercantum dalam Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, 

Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 

Tahun 1935 beserta ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini 

dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Pemerintah ini diatur 

lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 18  

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia.   

 

 

 

Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal 17 Mei 1977  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

ttd 

 

SOEHARTO  

 

Diundangkan di Jakarta  

Pada tanggal 17 Mei 1977 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  

REPUBLIK IDONESIA  

Ttd 

SUDARMONO, SH  
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DEPARTEMEN DALAM NEGRI  

REPUBLIK NDONESIA  

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  

NOMOR : 6  TAHUN 1977  

TTENTANG  

TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI PERWAKAFAN  

TANAH MILIK  

MENTERI DALAM NEGERI  

Menimbang  :  a. Bahwa untuk keperluan pembuktian yang kuat, maka tanah-

tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan didaftarkkan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 

1961.  

  b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (4) Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dipandang perlu untuk 

mengatur tata Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturn Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 

104 ; Tabahan Lembaran Negara Nomor 2043):  

3. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran 

Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28 ; Tambahan 

Lebaran Negara Nomor 2171):  

4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 38; 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3107);  

5. Peraturan Menteri Agraria No. 7 tahun 1961 tentang 

Penyelenggara  tata usaha Pendaftaran Tanah;  

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. SK.41/DDA/1969 

tentang Biaya Pendaftaran Tanah. 

 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N  

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA 

PENDAFTARAN TANAH MENGENAI 

PERWAKAFAN TANAH MILIK  

Bab I  

Ketentuan mum  

 

Pasal 1 

 

Tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik 

yang baik seluruhnya maupun sebagian harus bebas dari beban ikatan, jaminan, 

sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4 Peraturan 

Pemerintah No. 28/1977.  
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Pasal 2 

 

Dengan menyimpang seperlunya dari ketentuan pasal 19 peraturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961, maka :  

a. Yang bertindak sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya 

disingkat dengan PPAIW, ialah Pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (20 peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977.  

b. Bentuk akta ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama, sesuai dengan 

ketentuan pasal  9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahn 1977.  

c. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan akta ikrar wakaf dan untuk 

para saksi ditetapkan oleh Menteri Agama. 

    

Bab II 

 

Pendaftaran dan Pencatatan Perwakafan Tanah hak Milik 

Pasal 3 

1. Semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di 

atas harus didaftarkan kepada Knntor Sub Direktorat Agraria 

kabupaten/Kota setempat.  

2. PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendafaran kepada 

Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota setempat atau tanah-tanah 

yang telah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf.  

3. Permohonan pendaftaran perwakafan tanah hak milik tersebut pada ayat 

(10 pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 

bulan sejak di buatnya Akta Ikrar Wakaf.  

  

Pasal  4  

 

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum 

terdaftar di kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota atau belum ada 

sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran 

haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria kabupaten/Kota setempat 

menurut ketentuan Peraturan-peraturan  Pemerintah No. 10 Tahun 1961.  

 

Pasal 5 

 

1. Jika suatu bidang tanah akan diwakafkan sebagian, maka oleh calon wakif 

terhadap bidang tanah tersebut harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu 

atas bagian-bagian yang akan diwakafkan. 

2. Masing-masing bagian bidang tanah tersebut pada ayat (1) pasal ini 

dibuatkan buku tanah dan serfifikatnya tetap atas nama calon wakif. 

 

Pasal 6 
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1. Untuk keperluan  pendaftaran perwakafan tanah-tanah hak milik, maka 

kepada Kantor sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat, 

harus diserahkan: 

a. Sertefikat tanah yang bersangkutan. 

b. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat. 

c. Surat pengesahan dari Kontor Urusan Agama Kecamatan setempat 

mengenai Nadzir bersangkutan.  

3. Dalam hal bidang tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar 

atau belum ada sertfikatnya, maka kepada Kanator Sub Direktorat Agraria 

Kabupaten/Kotamadya setempat harus diserahkan:   

a. Surat permohonan konversi/penegasan haknya. 

b. Surat-surat bukti pemiikan tanahnya serta surat-surat keterangan 

lainnya yang diperlukan sehubungan dengan permohonan konversi dan 

pendaftaran haknya. 

c. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat. 

d. Surat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat 

mengenai Nadzir yang bersangkutan.  

  

Pasal 7  

 

1. Setelah menerima permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3, Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya setempat 

mencatat perwakafan tanah hak milik yang bersangkutan pada buku tanah 

dan sertifikatnya.  

2. Jika tanah milik yang diwakafkan tersebut belum terdaftar di Kanor Sub 

Direktorat Agraria Kabupaten/Kotamadya atau belum mempunyai 

sertfikat, maka pencatatan yanga dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 

dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya. 

3.  

Pasal 8 
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DAFTAR LAPIRAN 

LAMPIRAN 1 : Peraturan Dasar Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 Tentang 

Penunjukan badan-badan Hukum yang dapat Mempunyai Hak 

Milik Atas Tanah.   

LAMPIRAN  2 :  Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Perwakafan  

LAMPIRAN  3 : Peratuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977  tentang 

Perwakafan Tanah Milik  

LAMPIRAN 4 : Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang 

Tatacara Pendaftaran Tanah Mengenai Prwakafan Tanah Milik  

LAMPIRAN  5 : Peta Provinsi Jambi.  

LAPMIRAN  6 :  Daftar Koestinoer Untuk Nazir  

LAMPIRAN  7 :  Daftara Koestionr untuk Wakif  

LAMPIRAN  8 : Daftar Laoran Pendataan  Tanah-tanah Persyarikatan 

Muhammadiyah dan NU di Privnisi Jambi  

LAMPIRAN  9 : Rekapitulasi Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Karyawan 

Pendidikan dan Menengah Muhammaiyah dan NU di Provonsi 

Jambi 2009/2010 

LAMPIRAN 10 :   Daftar Amal Usaha Muhammadiyah dan Aisyiyah (NU) tahun 

209   

LAMPIRAN  11:   Rekapitulasi  Sementara Amal Usaha Muhammadiyah dan NU  

LAMPIRAN  12 :  Contoh Putusan Pengadialn Agama Jambi atas Perkara 

Perwakfan.  
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LAMPIRAN 13 :Formulir Pendataan Lembaga Pendidikan di Lingkungan NU 

dari taman Kanakn-kanak/Sekolah Menengah Atas.  

LAMPIRAN 14:Daftar Tanah Wakaf yang sudah sda AIW/ APIW-nya dan    

Sertifikasinya di Provinsi Jambi.                                 

  

LAMPIRAN : 1 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1963  

TENTANG  

PENUNJUKAN BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT  

MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH  

(L.N. 1963 NO.61 PENJ. T.L.N M. 2555)  

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

Menimbang : 

bahwa perlu didadakan peratuan tentang penunjukan badan-badan 

hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, sebagai yang 

dimaksudkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-undang 

No. 5 tahun 1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 164); 

Mengingat : 

                 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

                 2. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang 

No. 5 tahun   1960 Lembaran Negara tahun 1960 No. 164) ; 

                 3. Undang-Undang No. 10  Prp. Tahun 1960 : 

Mendengar :  

Menteri Pertama, Wakil Pertama Bidang Produksi, Menteri 

Pertanian/Agraria, Menteri/Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 

Kehakiman. 

 

M E M U T U S K A N  

 

Menetapkan :  

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENUNJNUKAN 

BADAN-BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK 

MILIK ATAS TANAH. 

 

Pasal 1 
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Badan-badan hukum yag disebut di bawah ini dapat mempunyai hak 

milik atas tanah, masing-masing dengan pembatasan yang disebutkan pada 

pasal-pasal 2, 3 dan 4 peraturan ini :  

         a.Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjuntya disebut Bank Negara) 

; 

b.Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan 

Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 

139) ;  

c.Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, 

setelah mendengar Menteri Agama;  

d.Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah 

mendengar Menteri Kesejahteraan sosial.  

 

 

 

Pasal  2 

 

          (1). Bank Negara dapat mempunyai hak milik atas tanah : 

                 a. Untuk tempat bangunan-bangunan yang diperlukan guna menunaikan 

tugasnya serta untuk perumahaan bagi pegawai-pegawainya;   

                 b.  yang berasal dari pembelian dalam pelelangan umum sebagai 

eksekusi dari hak Bank yang bersangkutan, dengan ketentuan, 

bahwa jika Bank sendiri tidak memerlukakannya untuk keperluan 

tersebut pada huruf a, di dalam waktu satu tahun sejak diperolehnya, 

tanah itu harus dialihkan kepada pihak lain yang dapat mempunyai 

hak milik untuk dapat tetap mempunyai guna keperluan tersebut 

pada huruf a, diperlukan izin tersebut di atas, Jika perlu atas 

permintaan Bank yang bersangkutan dapat diperpanjang ole Menteri 

Pertanian/Agararia atau pejabat lain yang ditunujuknya.  

               (2). Pembatasan tersbut pada ayat (1) paal ini beraku pula bagi Bank-bank 

Negara tersebut dalam Peraturan Menteri Agraria No. 2 tahun 1960 

(Tambahan Lembaran Negara No. 2066) jo Peraturan Menteri Agraria 

No. 5 tahun 1960 (Tambahan Lembaran Negara No. 2149).   

 

Pasal  3 

 

                       Perkumpulan Koperasi Pertanian dpat mempunyai hak milik atats 

tanah Pertanian yag luasnya tidak lbih dari batas maksimum sebagai 

ditteapkan dalam Undag-Undang No. 56 Prov. Tahun 1960 (lembaran 

Negara tahun 1960 No. 174). 

 

Pasal 4 

 

Badan-badan keagamaan dan sosial dapat mempunyai hak milik 

atas tanah yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan yang langsung 

berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.  
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(1) Di dalam jangka wakatu 6 (enam) bulan sjak berlakunya Peraturan ini, 

maka badan-badan hukum trsbut pada pasal 1 huruf-huruf a dan b, 

wajib emberitahukan kepada Menteri Pertanian/Agraria tentang seua 

tanah yang dipunyainya, dengan menyebutkan macam haknya, letak, 

luas dan penggnaannya.  

(2) Mengenai badan-badan keagamaan dan sosial kewajiban tersebut pada 

ayat (1) pasal ini berlaku pada waktu badan yang bersangkutan 

meminta untuk ditunjuk sebagai badan hukum yag dapat mempunyai 

hak milik, seperti termaktub pada pasal 1 huruf-huruf c dan d.  

 

 

 

 

          

 

 

 

LAMPIRAN  2 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 28 TAHUN 1977 

TENTANG  

PERWAKAFAN TANAH MILI  

(LNRI No. 38, 1977; TLNRI No. 3107) 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

 

Menimbang     :  a. Bahwa wakaf adalah lembaga keagamaan yag dpat 

dipergunakan sebagai salah satu sarana guna 

pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi 

umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai 

kesejahteraan spirituil dan matriil menuju masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila;  

b. bahwa peraturan perundang-unangan yang ada sekarang ini 

yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain 

belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, 

juga membuat kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak 

diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata 

dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan;  

               c. bahwa sesuai ddngan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf  b 

dan pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1960, maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan 

pendaftaran perwakafan tanah milik dengan Peraturan 

Pemerintah; 

 Mengingat       :   1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;  
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2.Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat Nomor IV/PR/1973 

tentan garis-aris Besar Haluan Ngara;  

3.Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-  pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 2043);   

                              4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tenang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Thun 1961 Nomor 28; 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171);  

 

MEMUTUSKAN  

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERWAKAFAN 

TANAH MILIK. 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :  

(1) Wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang 

memisahkan sebagian dari harta kekayannya yang berupa tanah milik dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 

(2) Wakif adalah orang aatau orang-orang atau pun badan hukum yang 

mewakafkan tanah miliknya.   

(3) Ikar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanah 

miliknya.  

(4) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas 

pemeliharaan  dan pengurusan benda wakaf,  

 

BAB II 

Fungsi Petama  

 

Bagian Pertama  

 

Pasal 2  

Fungi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesai dngan tujuan wakaf. 

 

Bagian Kedua  

Unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf  

 

Pasal 3 

(5) Badan-badan hukum Indoensia dan orang atau orang-orang yang telah 

dewasa dan sehat akalnya serta yang  oleh hukum tidak terhalang untuk 

melakukan perbuatan hukum, atau kehendak sendiri dan tanpa paksaan 

dari pihak lain, dapat mewakafkan tanah miliknya dengan memperhatikan 

pertauran-peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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(6) Dalam hal badan-badan Hukum, maka yang bertindak atas namanya 

adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.   

Pasal 4 

Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, harus merupakan tanah hak milik 

atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan,  ikatan, sitaan dan perkara.  

 

Pasal 5  

 

(8) pihak yag mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secra 

jelas dan tegas keapa Nadzir di hdapan Pejabat Pembuat Akta Ikraa Wakaf 

sebaaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) yang kemudian menangkannya dalam 

bentk Akta Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dia) 

ornga skasi. 

(9) Dalam keadaan tertentu penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat 

(1) dapat dilaksnakan setelah terlebih dahulu mendapat pesertjuan Meneteri 

Agama. 

 

Pasal 6 

 

(5) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal 1 yang terdiri dari 

perorangan harus memenuhi syarat-syarat berikut:  

a. warga negara Repubik Indonesia; 

b. beragama Islam; 

c. sudah dewasa;  

d. sehat jasmaniah dan rohaniah; 

e. tidak berada di bawah pengampunan; 

f. bertempat  tinggal  di  kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

(6) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan 

berikut :  

a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 

b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang 

diwakafkan. 

      (3) Nadzir dimaskdsukan dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar kepada Kantor 

Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan.  

      (4) jumah Nadzir yang diperbolehkan untuk sesuatu daerah seperti dimaksud 

dalam ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Agama berdasarkan kebutuhan. 

 

Bagian Ketiga  

Kewajiban dan Hak-hak Nadzir  

 

Pasal 7 
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(7) Nadzir berkwajiban untuk mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta 

hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh 

Menteri Agama sesuai dengan tujuan wakaf.  

(8) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang 

meyangkut kekayaan wakaf sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

(9) Tatacara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih 

lanjut oleh Menteri Agama. 

Pasal 8  

 

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan 

macamnya ditentukan lebih  lanjut oleh Menteri Agama.  

 

BAB III 

TATACARA MEWAKAFKAN DAN PENDAFTRANNYA  

Bagian Pertama  

Tatacara Perwafan Tanah Milik  

Pasal  9  

 

(11) Pihak yang hendak mewakafkan tanahnya diharuskan datang di 

hadapa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar 

Wakaf. 

(12) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. 

(13) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama. 

(14) Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, 

dianggap sah, jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang saksi.  

(15) Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang 

mewakafkan tanah diharuskan membawa serta menyerahkan kepada 

Pejabat tersebut dalam ayat (2) surat-surat berikut :  

i. sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; 

j. surat keterangan dari kepala Desa yang diperkuat oleh kepala Kecamatan 

setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak 

tersangkut sesuatu sengketa; 

k. suarat keterangan pendaftaran tanah; 

l. izin dari Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat 

Agraria setempat.  

Bagian Kedua  

Pendaftaran wakaf tanah milik  

Pasal  10  

 

(11) Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ayat (4) 

dan (5) pasal 9, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir 

yang besangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada 

Bupati/Walikotamadya Kepala Derah cq. Kepala Sub Direktoat Agraria 
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setempat untuk mendaftar perwakafan tanah milik yang bersangkutan 

menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. 

(12) Bupati/Walikota Kepala Daerah cq. Kepala Sub Dirktorat Agraria 

setempat, setelah menerima permohonan terbut dalam ayat (1) mencatat 

perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan 

sertifikatnya. 

(13) Jika tanah milik yang diwakafkan belum mmpunyai sertifikat maka 

pencatatan yang dimaksdkan dalam ayat (2) dilakukan setelah untuk tanah 

tersebut dibuatkan sertifikatnya.  

(14) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tatacara pencatatan perwakafan yang 

dimaksudkan dalam ayat (2) dan (3). 

(15) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah 

dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka Nadzir 

yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk 

oleh Menteri Agama.  

BAB IV  

PERUBAHAN, PENYELSAIAN PERSELISIAN DAN  

ENGAWASAN PERWAKAFAN TANAH MILIK  

Bagian Pertama  

Perubahan Perwakafan Tanah Mjilik  

Paal 11 

 

(7) Pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang 

dimaksud dalam Ikrar Wakaf. 

(8) Penyimpangan dari ketentan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan 

terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan 

tertulis dari Menteri Agama, yakni :  

a. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan 

oleh wakif. 

b. Karena kepentingan umum. 

(9) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan 

penggunaannya sebagai akibat ketentuan tersebut dalam ayat (2) harus 

dilaporkan oleh Nadzir kepada Bupati/Walikota Kepalad Daerah cq. 

Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendapatkan penyelesaian 

lebih lanjut. 

Bagian Kedua  

Penyelsaian Perselisihan Perwakafan  

Tanah Milik  

Pasal  12  

Penyelesian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan 

tanah, disalurkan melalui Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-Undangan yang berlaku.  

Bagian Ketiga 

Pengawasan Perwakafan Tanah Milik 

Pasal 13  
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Pengawasan perwakafan tanah milik dan tata caranya diberbagai tingkat 

wilayah ditetapkan labih lanjut oleh Menteri Agama.  

BAB  V 

KETENTUAN PIDANA  

Pasala 14  

Barang siapa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan 

sebagaimana dimaskusd pasal 5, pasal 6 ayat (3) pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), 

pasal 9, pasal 10 dan pasal 11, dihukum dengan hukuman kurngan selama-

lamanya 3 (3) bulan atau denda sebanyak-anyaknya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu 

rupiah). 

Pasal 15 

Apabila perbatan yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan oleh atau atas nama 

Badan hokum maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana serta tindakan tata 

tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum maupun terhadap  mereka yang 

memberi perintah melakukan perbuatan tersebut atau yang bertindak sebagai 

pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatanatau kelalaian itu atau 

terhadap kedua-duanya. 

BAB VI  

KETENTUAN PERALIHAN  

Pasala 16  

(5) Perwakafan tanah milik demikian pula pengrusannya yang trjadi sbeum 

dikeluakannya Peraturan Pemrintah ini, oleh Nadzir yang berangkutan 

harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, 

untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan 

pemerintah ini.  

(6) Cara-cara pelaksanaan ketntuan tersebut dalam ayat (1) ditentukn lebih 

lanjut oleh Menteri Agama. 

Pasal  17  

(5) Peraturan dan atau ketentuan-ketentuan tentang perwakafan tanah milik 

sebagaiman tercantum dalam Bijblad-Bijblad Nomor 6196 Tahun 1905, 

Nomor 12573 Tahun 1931, Nomr 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 

Tahun 1935 beserta ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini 

diyatakan tidak berlaku lagi. 

(6) Hal-hal yangblum ckup diatur dalam peraturan Pemerintah ini diatur 

lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai 

dengan bidangnya masing-masing. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal 18  

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar spaya setipa orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan 

Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 

Republik Indonesia.   
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Ditetapkan di Jakarta  

Pada tanggal 17 Mei 1977  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  

ttd 

 

SOEHARTO  

 

Diundangkan di Jakarta  

Pada tanggal 17 Mei 1977 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  

REPBLIK IDONESIA  

Ttd 

SUDARMONO, SH  

 

LEMBAR NEGARA REPUBIK INDONESIA TAHUN 1977 NOMOR 38D 
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DEPARTEMEN DALAM NEGRI  

REPUBLIK NDONESIA  

PERATURAN ENTERI DALAM DALAM NEGERI  

NOMOR : 6 TTAHUN 1977  

TTENTANG  

TATA PENDAFTARAN TANAH MENGEI PERWAKFAN  

TANAH MILIK  

MENTERI DALAM NEGERI  

Menimbang  :  a. Bahwa untuk keperluan pembuktian yang kuat, maka 

tanah-tanah yang diwakafkan perlu dicatat dan 

didaftarkkan sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961.  

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dipandang 

perlu untuk mengatur tata Pendaftaran Perwakafan 

Tanah Milik dengan Peraturan Menteri Dalam Ne 

            Mengingat     :   1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturn 

Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara 

Tahun 1960 Nomor 104 ; Tabahan Lembaran Negara 

Nomor 2043):  

7. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang 

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1961 

Nomor 28 ; Tambahan Lebaran Negara Nomor 

2171):  

8. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang 

Perwakafan tanah Milik (Lembaran Negara Tahun 

1977 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3107);  

9.  Peraturan Menteri Agraria No. 7 tahun 1961 tentang 

Penyelenggara  tata usaha Pendaftaran Tanah;  

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

SK.41/DDA/1969 tentang Biaya Pendaftaran Tanah. 

M  E  M  U  T  U  S  K  A  N  

Menetapkan    : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

TATA PENDAFTARAN TANAH MENGENAI 

PERWAKAFAN TANAH MILIK  

Bab I  

Ketentuan mum  

Pasal 1 
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Tanah yang diwakafkan harus merupakan tanah hak milik atau tanah 

milik yang baik seluruhnya mapun sebagian harus bebas dari beban ikatan, 

jaminan, sitaan dan sengketa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 

pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 28/1977.  

 

Pasal 2 

 

Dengan mnyimpnag seperlunya dari ketntuan pasal 19 perturan 

Pemerintah No. 10 Tahun 1961, maka :  

a. Yang bertindak sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya 

disingkat dengan PPAIW, ialal Pejabat yang diangkat dan diberhentikan 

oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 9 ayat (20 

peraturan Pmerintah no. 28 Tahun 1977.  

b. Bentuk akta ikrar wakaf ditentukan oleh Menteri Agama, sesuai dengan 

ketentuan pasa 9 ayt (3) Peratuan Pmerintah No. 28 Tahn 1977.  

c. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pembuatan akta ikrar wakaf dan 

untuk para saksi ditetapkan oleh Menteri Agama.  

Bab II 

Pendaftaran dan Pencatatan Perwakafan Tanah hak Milik 

Pasal 3 

4. Semua tanah yang diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 

di atas harus didaftarkan kepada Knntor Sub Direktorat Agraria 

kabpaten/Kota setempat.  

5. PPAIW berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendafaran 

kepada Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota setempat atau 

tanah-tanah yang telah dibuatkan Akta Ikrar Wakaf.  

6. Permohonan pendaftaran perwakfan tanah hak milik tersebut pada 

ayat (10 pasal ini harus disampaikan selambat-lambatnya dalam 

jangka wakatu 3 bulan sejak di buatnya Akta Ikrar Wakaf.  

Pasal  4  

 

Permohonan pendaftaran perwakafan tanah-tanah milik yang belum 

terdaftar di kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota atau belum ada 

sertifikatnya, dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendafaran 

haknya kepada Kantor Sub Direktorat Agraria kapbupaten/Kota setempat 

menurut ketentuan Peraturan-peraturan  Pemerintah No. 10 Tahun 1961.  

Pasal 5  
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BAB. II 

KONSEP WAKAF MENURUT  

AJARAN ISLAM  

 

A. Terminasi Wakaf dalam Referensi. 

 

 

Ada beberapa term yang berkaitan dengan  waqf, sering  disebut dengan   

Habs   juga Tasbil.   Wakaf secara etimologi  ٗقفب  -ٌقف -ٗقف -  berarti 

“berdiri”, “berhenti”
1
, “ragu-ragu”

2
 menahan atau“ ٗقفذ عِ اىغٍش” ,

mencegah,
3
 “mengekang” 

4
 atau  ٗقف - ٗقفب - ٗٗق٘فب  yaitu;  ٗقفس  ٍصذ   : 

yang اى٘ق٘ف   berarti juga “berdiri, berhenti”.
5
 Jadi  kata للهٗقف ٍعجذا عيى ا   

                                                 
        

1
 Ibnu  Manzhur, Lisan al-Arab, (Bairut: Dar al-Ihya al-Turas al-„Arabi, 1999), Jilid 15, hlm. 

373.   

        
2
 Al-Tabik Ali dan Ahmad Zuhdi  Muhdar, Kamus Al-„Ashrie,  (Yogyakarta:   Yayasan  Ali 

Ma‟shum,  1996), hlm. 2034. 

        
3
 Muhammad Jawad Mugniyah, Fiqh Lima Mazhab, Terj. Masykur AB, dkk, Cet. Ke-13, 

(Jakarta: Lentera Baritama, 2005, hlm. 635. 

        
4
 Kementrian  Agama RI, Ilmu Fiqh, Cet. Ke-2, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan 

Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986),  hlm. 207.   

        
5
 Ahmad Warson Munawwir,  Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia,   Cet. Ke-25  (Jakarta: 

Pustaka Progressif,  2002), hlm. 1576   
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berarti mewakafkan  untuk mengabdi kepada Allah.
6
 demikian pula kata     ىَب ا

.harta yang diwakafkan    ا ى٘ق٘ف ه 
 7
 Kata al-habsu juga berarti “menahan” 

atau “mendiamkan sesuatu”.
8
 Sama dengan Habasa –Yahbisu- Tahbisan  yang 

berarti ى٘قف ثَعِ اىزذجٍظ ٗاىزغجٍوا  yaitu; Menahan, menahan harta untuk 

diwakafkan, tidak dipindah milikkan. 
9
 Padanan kata  serupa  juga berasal dari 

perubahan kata ٗ اقف ٍز٘قف غٍش ٍزذشك    yang berarti berhenti, tidak 

bergerak.
10

  Oleh karena itu, tempat parkir disebut mawaqif  karena disitulah 

berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut  juga Mauqif 

dimana  para jama‟ah berdiam untuk wukuf.
11

  Wakaf   juga berarti 

mendermakan, menyumbangkan yaitu; donated; donating; donatus, a gift, 

from dare, to give ; to present; to contribute; bestow as a gift, especially to 

some philanthropic  religious cause. atau donation that wich is given, 

bestowed, or donated; a gift or grant, as to a charitable organization.
12

 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa Wakaf bisa juga 

berarti tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun dan 

digunakan untuk tujuan amal apakah benda bergerak atau tidak yang 

                                                 
        

6
 Ma‟mun Al-Hamawi, Al-Munjid Al-Wasith fi Al-„Arabiyah Al-Ma‟ashirah, Cet. I (Bairut: 

Dar al-Masyriq, 2003), hlm. 1131.    

       
7
 Ahmad Warson Munawar, Kamus Arab Indonesia, hlm. 1576.   

       
8
 Kementrian  Agama , Strategi Pengamanan Tanah Wakaf,  hlm. 1. 

       
9
  Kementrian   Agama RI, Fiqh Wakaf, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan  Wakaf, 2007),  

hlm. 1 

      
10

 Ahmad Zuhdi Mahdhar, Kamus Al-„Ashri Arab Indonesia, (Pondok Krapyak :  Multi Karya 

Grafika,  1998), hlm.1995, waqafa kata masdar dari  Al-Wuquf, yang berarti hal berdiri, berhenti. 

(Lihat, Ahmad Warson Munawar, Kamus Arab Indonesia),   hlm. 1995.   

         
11

 Syafi‟i  Antonio, dalam buku Ahmad Djunaidi dkk, Menuju Era Wakaf  Produktif (Sebuah 

Upaya Progressif Untuk Kesejahteraan Umat, Cet. Ke-2, (Jakarta : Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 

iii 

        
12

 Noah Webster, Webster‟s  New Twentieth Century Dictionary of The English Language, 

Second Edition, (The United Stated of America: The World Publishing Company, 1980), hlm. 

544.  
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disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas, 

seperti tanah yang disediakan untuk madrasah atau mesjid yang  dapat disebut 

pemberian yang bersifat suci.
13

   

Namun kitab-kitab hadis menggunakan kata-kata اىَب ه دجظ ٗا دجظ    

mewakafkan
14

 dan عجو اىَب ه  mendermakan buat sabilillah.
15

 walaupun 

demikian ungkapan istilah wakaf mayoritas  digunakan di Indonesia dan 

Negara-negara Islam.
16

 Adapun kata  دجظ  atau ادجظ  lazimnya digunakan di 

Afrika Utara dikalangan pengikut mazhab Maliki dan Afrika Barat,
17

 bahkan 

kementriannya disebut   ٔصٚش الا دجب س  Kementerian waqaf.
18

 Demikian juga  

kitab-kitab hadis menggunakan kata-kata  عجٍو dan دجظ walaupun demikian 

ungkapan istilah wakaf mayoritas  digunakan di Indonesia dan Negara-negara 

Islam.
19

   

Dalam pengertian selain sedekah jariah, wakaf disebut juga dengan al-

Habs berarti al-Sijn (penjara), gabungan kata al-Mal berarti wakaf al-Ahbas al-

Mal.
20

  Demikian juga bisa berarti bahwa  wakaf adalah menahan harta yang 

                                                 
         

13
Kementrian Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2002),  hlm. 1266  

         
14

Ahmad Warson  Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia, Cet. Ke-25, (Surabaya: 

Pustaka  Progressif, 2002), hlm.  231 

        
15

 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus  Arab Indoneia,  hlm. 607. 

        
16

 Juhaya S. Praja, Perwakafan Di Indonesia  Sejarah Pemikiran Hukum dan 

Perkembangannya, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm. 17. 

         82 Muhammad  Daud  Ali, Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), 

hlm. 80.
 
dan  Lihat juga Waqf  dalam The Oxford  Encyclopedia  Of  Modern  Islam World, vol. 4, 

hlm. 315-316.  

        
18

 Wahbah  Al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islamiyah Wa  Adillatuhu,  Cet. Ke-3 (Damsyiq:  Dar Al-

Fikr, 1989), Juz. Ke- 8 hlm. 153. 

        
19

 Juhaya S. Praja, Perwakafan  Di Indonesia  Sejarah  Pemikiran  Hukum  dan    

Perkembangannya,   hlm. 17. 

        
20

 Ahmad  Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977),  hlm. 

490.   
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mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya 

(„ain-nya) dan digunakan untuk kebaikan.
21

 Bahkan seseorang belum dianggap 

baik sebelum ia membelanjakan harta benda yang dicintainya, sehingga Al-

Qur‟an pun memberikan dorongan untuk membelanjakan harta untuk tujuan 

yang benar.
22

    

Para Ulama Fuqaha tidak sama dalam men-ta‟rif-kan wakaf. Ulama 

Syafi‟iyah memandangnya sebagai al-habas, yang berarti harta yang diambil 

manfa‟atnya, sedangkan „ain-nya tetap.
23

  Berbeda dengan Ulama Syafi‟iyah,  

Imam Abu Hanifah berpendapat, menahan „ain-nya sebagai milik Wakif dan 

menyedekahkan manfa‟atnya.
24

 Menurut para sahabat, - ketika dalam ijtihad 

keduanya - seperti yang didefinisikan Syafi‟iyah, menahan pokoknya, menurut 

hukum telah menjadi milik Allah. Bagi Malikiyah menahan „ain-nya sebagai 

milik wakif dan menyedekahkan hasilnya,  dipertanggung jawabkan secara 

hukum dan agama.
25

 Sedangkan Ulama Hanabilah:  ٔرذجٛس الا صم ٔ رسجٛم انًُفعخ   

“ maka menahan pokoknya dan mendermakan manfa‟atnya.” 
26

   

Abdul Wahab Khalaf  memberikan pengertian bahwa wakaf berarti 

menahan sesuatu baik secara hissi maupun maknawi. Kata wakaf itu  

                                                 
        

21
 Muhammad  Isma‟il  As-San‟any,  Subul as-Salam,  (Mesir:  Muhammad  Ali  Sabih, t.t.), 

Juz III, hlm. 114 

        
22

 By no means shall ye attain  righteousness unless  ye give (freely) of  that which ye love; 

and whatever  ye give, of a truth God knoweth it well. (Lihat, Abdullah Yusuf  „Ali, The Holy 

Qur‟an Original Arabic Text With English Translation & Selected Commentaris, (Malaysia: Saba 

Islamic Media, 2004), hlm.84.     

        
23

 Muhammad Fathi al-Duraini, Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi, 

(Damsyiq: Mu‟assasah al-Risalah, 1994), hlm. 170. 

        
24

 Wahbah al-Zuhaili,  Al-Tafsir al-Munir fi al-„Aqidah wa al-Syari‟ah  wa  al-Manhaj, 

(Bairut: Dar al-fikr al-Ma‟ashirah, 1988), hlm. 648 

        
25

 Muhammad  Fathi  al-Duraini, Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi,  hlm. 

174. 

        
26

 Muhammad Fathi al-Duraini, Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi, hlm. 

175, dan lihat juga, Muhammd al-Kardi, Tanwir al-Qulub Fi Mu‟amalah „Allam al-Guyub, 

(Indonesia: Dar  al-Ahya‟ al-Kutub al-„Arabiyah, tt), hlm. 275. 
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menurutnya,  juga digunakan untuk obyeknya yakni dalam arti sesuatu yang 

ditahan.
27

 Sedangkan Muhammad ibn Isma‟il As-San‟ani mengatakan wakaf 

adalah menahan harta yang mungkin dapat diambil faedahnya dengan tidak 

menghabiskan dan tidak merusak bendanya dan digunakan untuk kebaikan.
28

   

Secara teknis syariah, wakaf sering kali juga diartikan sebagai asset 

yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya 

ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum.
29

 

Atau juga digunakan untuk objeknya, karena objeknya sesuatu yang ditahan.
30

  

Adapun Wakaf menurut istilah UU No. 41/2004 adalah  perbuatan 

hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda 

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya
31

 atau untuk jangka waktu tertentu 

sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan 

umum menurut syariah.
32

 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga 

menjelaskan bahwa wakaf ialah perbuatan seseorang atau kelompok orang 

atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan 

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau 

keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
33

 

                                                 
        

27
 Abdul Wahab Khalaf, Ahkam al-Wakaf, (Mesir: Matba‟ah  al-Mesir, 1951), hlm. 14.  

        
28

 Muhammad bin Ismail  as-San‟any, Subul  as-Salam,  (Mesir: Muhammad Ali  Sabih, t.t.), 

Juz III, hlm. 114. 

        
29

 Syafi‟i Antonio,  Menuju Era Wakaf Produktif,   hlm. iii.    

        
30

 Abdul  Wahab  Khalaf,  Al-Ahkam  al-Waqf,   hlm. 14. 

        
31

 Kementrian  Agama, Fiqh Wakaf, (Jakarta:  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam, 2007), hlm.3). 

        
32

 Undang-Undang   Nomor 41 Tahun 2004, Pasal   1 dan PP. No. 42 Tahun 2006 Tentang 

Wakaf 

        
33

 Lihat, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1999), 

hlm. 87. 
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Mundzir Qahaf, mendefinisikan bahwa wakaf sebagai perbuatan 

menahan harta dari tangan pribadi baik untuk selamanya maupun sementara 

untuk dimanfaatkan hasilnya secara terus menerus dan mafaatnya dapat 

diberikan untuk pribadi tertentu, masyarakat  luas, keagamaan maupun untuk 

kebaikan lainnya secra umum menurut syarat yang ditetapkan oleh waqif 

sesuai dengan hukum syariat Islam.
34

 Dalam pengertian yang lain Mundzir 

Qahaf,  ahli ekonomi Islam ini,  sebagaimana dikutip oleh Rifyal Ka‟bah 

mengatakan bahwa wakaf penahanan dan pemeliharaan harta untuk 

menyalurkan manfaat, the holding and preservation of a certain property for 

the confined benefit of a certain philanthropy with the intention of prohibiting 

any use or disposition of property outside that  specific purpose.
35

   

Jadi belakangan yang  menarik dalam perwakafan  menawarkan peran 

sosial ekonomi yang mejadi issu penting di dalam fiqh wakaf di negara–

negara mayoritas Muslim. Diskursus tesebut dikategorisasikan dalam  enam 

konsentrasi: (1). Prisnip keabadian versus temporal; (2).  Kegunaan wakaf; 

(3). Financial yang benar; (4). Wakaf publik versus posterity; (5). wakaf 

pribadi;   6. Managemen wakaf.  The recent interest in Awqaf makes a 

reversal of a trend and even attacks that continued for almost a century in 

most Muslim countries. It represent a facet of the Islamic revival in Muslim 

countries and communities. Rediscovering Awqaf and attempting to enhance 

their role in  social and economic development requires that we should  pay 

                                                 
       

34
 Mundzir  Qahaf,  Al-waqf  Al-Islami, Tathawwaruh,  terj. Muhyiddin Mas Rida, Idaratuh,  

Tanmiyah,  (Damsyiq:  Dar  al-Fikr, 2000), hlm, 154. 

        
35

 Dikutip oleh  Rifyal  Ka‟bah,  Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, dalam  Wakaf  Dalam 

Perspektif Hukum Nasional, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan  Zakat dan Wakaf, 2004),  hlm. 26.  
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attention to a few important issues in the fiqh of Waqf, of wich I will 

consentrate on six only, namely the prinsiciple of perpetuity versus 

temporality, the the waqf of usufructs and financial rights, the public Waqf 

versus posterity or private Waqf,  the Waqf management 
36

 

Dalam terminasi lain  dikatakan  bahwa Waqf is means hold, 

confinement or prohibition. The word waqf is used in Islam in the meaning of 

holding certain property and preserving it for the confined benefit of certain 

philantrophy and prohibiting any use or disposition of it outside that sepecific 

objective. This definition accords perpetuity to waqf, i.e., it applies to non-

perishable property whose benefit can be extrakted without consuming the 

property itself. Therefore waqf widely relatd to land and buldings. However, 

ther are waqf of books, agricultural machinery, cattle, shares and stocks and 

cash money. 
37

     

Berdasarkan pengertian tersebut, al-habs (Confinement), muharram 

(prohibition) dan waqf (hold), adalah bentuk wakaf yang dapat diperluas 

hubungannya, tanah dan bangunan, wakaf buku, mesin pertanian, peternakan, 

pasar modal dan uang tunai.   Menurut Jaih Mubarok wakaf adalah institusi 

sosial Islami yang tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam al-Qur‟an dan 

sunnah, namun ulama berpendapat bahwa perintah wakaf seperti harta benda 

                                                 
         

36
 http/ www. Dot. Com , diakses pada tgl. 9-2-2011. 
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 http.//Islamic –World net/economic/waqf/waqf   main  page  html.  Di akses tgl. 26-3-

12011.   
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yang tidak bergerak dan bergerak merupakan bagian untuk melakukan al-

Akhair yang berarti  kebaikan.
38

 Dasarnya  S. Al-Haj,(22):77.  

                   

 “… dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.
39

 

Sebagian ulama menafsirkan bahwa perintah untuk melakukan al-khair 

berarti perintah untuk melakukan “wakaf.”
40

  Menurut Al-Dimasyqi
41

 ayat 

tersebut sangat relevan dengan ayat yang dalam Al-Qur‟an, S. Al-Baqarah, 

(2):180.
42

  

Pada dasarnya, wakaf  tidak  ditetapkan dasar  disyari‟atkannya   dengan 

dalil khusus secara  terperinci dalam al-Qur‟an al-Karim,  namun ditetapkan 

melalui sunnah qauli, fi‟liyah al-Mustafidhah,  Ijma‟ „amali diterima oleh para 

- sahabat r.a dan sesudah mereka- penerapan „amaliyah-nya ditetapkan dengan 

sunnah.
43

  Selain itu bahwasanya Al-Qur‟an  diturunkan  melalui  dasar-dasar  

                                                 
        

38
 Muhammad Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, Cet. I, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 

2008), hlm. 7  

        
39

  Al-Hajj (22): 77. 

        
40

 Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, hlm. 7. Dan lihat juga Taqiy al-Din Abi Bakr Muhammad 

al-Husaini  al-Dimasyqi, Kifayat al-Ahyar fi Hall Gayat al-Ikhtishar, Juz, 1, (Semarang: Toha 

Putra, t.th), hlm. 319.   

        
41

 Dalam penjelasannya bahwa ayat tentang wasiat, kata al-khair diartikan dengan  harta 

benda. Oleh karena itu  perintah melakukan al-khair berarti perintah untuk melakukan ibadah 

bendawi. Dengan demikian, Wakaf sebagai konsep ibadah kebendaan berakar pada al-khair, Allah 

memerintahkan agar manusia mengerjakannya. Ibadah kebendaan merupakan  kebaikan universal. 

Ia dianggap oleh semua, baik penganut agama maupun orang-orang yang  tidak beragama. 

Meskipun demikian, wakaf untuk kepentingan umum secara empiris dapat dibedakan menjadi dua: 

Pertama, wakaf yang berguna bagi semua orang (termasuk non Muslim), seperti wakaf tanah 

untuk jalan. Kedua, wakaf yang digunakan hanya oleh umat Islam, seperti wakaf untuk masjid dan 

taman pemakaman muslim. (Lihat, Jaih Mubarak, Wakaf Produktif, hlm. 8. 

        
42

 Diwajibkan  atas  kamu  apabila seseorang  kedatangan tanda-tanda maut,  jika ia 

meninggalkan harta yang  banyak dan  berwasiat untuk Ibu Bapak  dan  karib  kerabatnya  secara 

makruf  ini  adalah  kewajiban atas  orang-orang  yang  bertakwa.  (Al-Baqarah (2):180).  

        
43

 Muhammad Fathi al-Duraini, Buhus al-Muqaranah fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi,   hlm. 

169,   
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umum dengan ungkapan bagian dari “  orang yang berbuat baik dan ,“  انمشٔثبد

membatasi pokoknya untuk dimanfaatkan dalam rangka kemakmuran
44

 dan 

kemaslahatan „ammah dalam kumunitas muslim.
45

     

Dalam al-Hadis, Imam  Bukhari  mengutip penjelasan Ibnu „Umar yang 

mengatakan :    

فزصذ ق ثٖب عَش أّ لا ٌجب ع اصيٖب ٗلا ٌ٘ ٕت ٗلا ٌ٘سس فى اىفقشا ء ٗاىقشثى ٗاىشقبة 

ٗاىضٍف ٗاثِ اىغجٍو لا جْب ح عيى ٍِ ٗىٍٖب اٍّب مو ٍْٖب ثب ىَعشٗف ٕ٘  و اللهٗفى عجٍ

 .ٍزَ٘ه فٍٔ ٌطعٌ صذ ٌقب غٍش

 “Umar ra. menyedekahkan tananya di Khaibar. Tanah itu tidak dijual, 

tidak dihibahkan, dan tidak pula diwariskan kepada orang-orang fakir, 

kerabat, hamba, kepentingan umum, tamu, dan Ibnu Sabil. Orang yang 

memeliharanya (nazhir) dibolehkan memakan hasil dari tanah tersebut 

dengan cara yang makruf atau dengan cara yang baik yang tidak 

berlebihan.”
46

 

 

Dari hadis tersebutlah Abu Hanifah menjadikan alasan hukum dan 

dikaitkan dengan sabda Nabi :  لا دجظ عِ فشا ئض الله  “Harta yang sudah 

berkedudukan sebagai tirkah (harta pusaka) tidak lagi termasuk benda 

wakaf.”
47

 Kajian wakaf pada tataran siyasah maliyah,
48

 memiliki dua dimensi 

yang cukup krusial yaitu; agama dan negara.
49

 Oleh karena itu, konsep wakaf 

                                                 
         

44
 رعب نٗ ادو ٔرسٚزّ فٖبلاسل نٛعًشْٔب ٔٚصهذْٕب دزٗ ٚعٛشٕا فٛٓب يب لذ س نٓى اٌ ٚعٛشٕا ايٍُٛ اسزخهف الله 

 Allah memperuntukkan  Adam dan keturunannya di muka bumi ini untuk" يطًئٍُٛ."  

memakmurkannya dan memaslahatkanya sehingga mereka hidup didalamnya (dunia) dalam 

bingkai   aman damai. Lihat, Ahmad Farraj Hisain,  Al-Nadzariyyat al-„Ammah fi al-Fiqh al-

Islamy Wa Tarihihi, (Bairut: Daru al-Nahdhah al-„Arabiyah, 1992),  hlm. 33 

         
45

 Muhammad Fathi  al-Duraini,  Buhus  al-Muqaranah  fi  al-Fiqh  al-Islami wa Ushulihi,  

hlm. 169, 

         
46

 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Semarang: Thoha Putra, 1981), Juz III, hlm. 196.  

    47
 Ali Fikri, al-Mu‟amalat al-Madiyah wa al-Adabiyah (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi 

wa Awladuh, 1938), Juz II, hlm. 300.  

         
48

 Jaih Mubarok, Wakaf  Produktif, hlm. 10. 

         
49

 Wakaf juga berarti tanah negara yang tidak dapat diserahkan kepada siapa pun dan 

digunakan untuk tujuan amal, benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk 
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berhubungan dengan konsep harta dalam Islam,
50

 karena ia bagian dari ibadah 

kebendaan (maliyah) dan berhubungan  dengan ekonomi negara. Konsep 

Wakaf pada prinsipnya berhubungan dengan pengelolaan harta yang 

menyangkut pemenuhan kepentingan publik yang dapat diatur oleh negara 

melalui Undang-Undang dan peraturan yang diatur oleh pemerintah dengan 

segala perangkat dan regulasinya karena mengandung kemaslahatan umum,
51

 

sehingga pemerintah harus terlibat di dalamnya untuk mengatur dan menata 

demi kepentingan individu dan masyarakat. 

Dalam hal pemenuhan kepentingan publik, Imam Abu Hanifah 

mengatakan bahwa harta wakaf secara hukum dan penggunaan manfaat untuk 

kemaslahatan „ammah  tidak harus lepas dari kekuasaan wakif dan hak 

legalitas  untuk menarik kembali harta yang diwakafkan ada pada wakif, 

bahkan boleh menjualnya.
52

 Pendapat mazhab ini dilandasi oleh asbabun 

nuzul ayat pada salah satu surah an-Nisa‟ yang berdasarkan penjelasan Imam 

Syuraih :  

                                                                                                                                      
kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas. Tanah disediakan untuk Madrasah atau 

Mesjid, atau pemberian yang bersifat suci. (Lihat, Kementrian  Pendidikan Nasional, Kamus Besar 

Indonesia, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai pustaka), .2002), hlm. 1267 dan Lihat juga Abu Louis Al-

Ma‟luf, Al-Munjid Al-Wasith Fil „Arabiyah Al-Ma‟ashirah, (Bairut: Darul Masyriq, 2003), hlm. 

1131.  

         
50

 Jaih Mubarok, Fiqh Produktif,  hlm. 10 

         
51

 Al-Tufi dalam teori maslahahnya menegaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara 

kepentingan masyarakat (maslahah) dan nas atau ijmak, maka kepentingan masyarkatlah yang 

wajib didahulukan atau dimenangkan. (Lihat, Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer, hlm.151, dan  

lihat juga Mustafa Zaid, al- Maslahah fi al-tasyri‟ al-Islami  wa Najmu  al-din  al-Tufi, (Mesir: 

Dar al-Fkri al-Arabi, Cet. 2, t., 1981), hlm. 74.    

       
52

 Menurut Hanafiyah   ٍْع الا دجب ط ٗسد ح الاٗقب ف  sedangkan menurut Jumhur Ulama,  ج٘ا ص

ٗقبف  الادجبط ٗ الا  Lihat, Wahbah Al-Zuhaili, Al-Tafsir Al-Munir Fi Aqidah Wa al-Syari‟ah wa al-

Manhaj,  (Bairut: Daru al-Fikri al-Ma‟ashirah, 1988), hlm. 648  
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 جب ء ٍذَذ ثٍع اىذجظ
53

 

 “Nabi Muhamad menjual benda wakaf”. 

Dari penjelasan ayat tersebut, para ulama lain pun memberikan 

terminologi yang berbeda tentang wakaf. Al-Syarkasi, misalnya dalam 

kitabnya al-Mabsut, memberikan istilah wakaf dengan al-Waqf. Demikian 

pula Imam Syafi‟i  dalam kitabnya al-Umm memberikan istilah dengan al-

Ahbas, dan Imam al-Bukhari mensyarahkan hadis-hadis tentang wakaf dengan 

nomenklatur “Kitab al-Washaya”. Oleh karena itu, secara teknis wakaf 

disebut dengan al-ahbas, shadaqah  jariyah, tasbil, dan al-waqf.
54

     

Berbeda dengan Abu Hanifah,  Abu Yusuf dan Muhammad  sependapat 

bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si 

wakif namun yang boleh ditarik adalah mempergunakan manfaatnya untuk 

kebajikan.
55

 Dan Abu Hanifah mengatakan, semua bentuk harta wakaf boleh 

ditarik kembali  kecuali dalam tiga hal  yaitu :    

1. Apabila Hakim memberikan keputusan bahwa wakaf tetap dan eksis. 

Ungkapan ini dapat saja terjadi bila ada persengketaan antara wakif  dan 

Nazhir.  

2. Apabila Hakim  menggantungkan pemberlakuan wakaf pada kematian 

(ketiadaan) wakif.  

                                                 
       

53
 Ali-Fikri, al-Mu‟amalat al-Madiyah…,hlm. 300, dan hadis ini kemudian diriwayatkan oleh 

Imam al-Daraqutni dari Ibnu Abbas. Namun dalam sanad terdapat dua rawi yag dinilai cacat yaitu: 

Ibnu Lahiah dan saudaranya, „Isa. Karena dua rawi ini, hadis tersebut dinilai dhaif. (Lihat: Jaih 

Mubarak, Wakaf Produktif,   hlm.10.   
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 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif,  hlm. 10.  

      
55

Kementrian Agama, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, Cet. Ke-2, (Jakarta: Direktorat 

Pengembangan Zakat dan wakaf  Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 2. 
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3.  Apabila seseorang mewakafkan hartanya dalam wujud mesjid dan ada 

izin untuk melaksanakan shalat di dalamnya.
56

   

Pada prinsipnya Imam Abu Hanifah ingin menjelaskan bahwa hak 

wewenang wakif tetap melekat padanya.  Sepanjang tidak memenuhi kriteria 

di atas  wakif tetap berhak dalam hartanya, bahkan boleh menjualnya  karena  

menurutnya bahwa ketentuan itu tidak bertentangan dengan nas.   

Adapun dalil yang menguatkan pendapatnya, disebutkan dalam sebuah 

hadis :  

عٍ اثٍ عجب س لب ل لب ل س سٕ ل الله صهٗ الله عهّٛ ٔ سهى لا دجس عٍ فشا ئض الله 

سٔاِ انذاس  –لب ل عهٙ سدًّ الله نى ٚسُذ ِ غٛش اثٍ نٓٛئخ عٍ اخّٛ ًْٔب ضعٛفب ٌ  –

 - لطُٙ
57

 

Dari Ibnu Abbas berkata, bersabda Rasulullah SAW. “Tidak ada 

penahanan dari ketentuan-ketentuan Allah”. Berkata Ali Rahimahullah, 

hadis ini tidak disandarkan kepada siapapun kecuali kepada Ibnu 

Luhai‟ah dari saudaranya dan keduanya lemah. (Hadis diriwayatkan oleh 

Daraquthni).  

 

Jadi sekiranya harta yang diwakafkan itu adalah dari kepemilikan wakif, 

maka hal itu merupakan ketentuan dari Allah, karena pada dasarnya wakaf itu 

juga berbicara soal waris dengan pembagian yang definitif. Bagi  Al-Zuhaili 

ada titik kelemahan pada hadis tersebut, karena makna hakiki dari hadis itu 

adalah batalnya  tradisi jahiliyah yang lebih mengistimewakan laki-laki 
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 Quraish Shihab, dkk, Filsafat Hukum Islam,  Cet. Ketiga, (Jakarta: Buku Aksara, 1992),  

hlm. 241. 
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 Abu Bakar Ahmad Al-Baihaqi, As-Sunnah al-Kubra, (India: Dairah al-Ma‟arif al-

Usmaniyyah, 1352 H), hlm. 162.  
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mumayyiz sebagai  pemilik warisan tanpa ada batas keadilan bagi  wanita dan 

anak-anak untuk mendapatkan warisan. 
58

.       

Dalam hadis   yang lain,   Abu Hanifah juga mengemukakan :  

سٗا ٓ صيى الله عئٍ ٗ عيٌ ثٍع اىذجظ. )  عِ اثً عُ٘ عِ ششٌخ قب ه جب ء ٍذَذ

  (اىجٍٖقً

 ”Dari Abi „Aun dari Syuraih berkata :”Telah datang Muhammad SAW. 

Dengan menjual habs” (Hadis Riwayat Baihaqi).
59

    

Dari dua hadis tesebut  terjadi  kontradiktif (ta‟arudul  „adillah),   karena 

pada satu sisi harta wakaf dilarang dijual namun dilain sisi  Nabi pernah 

“menjulanya”. Jadi dari kedua dalil yang bertentangan (Ta‟arud al-Adillah), 

oleh Abu Hanifah berpandangan bahwa  essensi hadis Nabi dengan menahan 

(al-Habs) harta benda wakaf untuk tidak dijual, namun  hakikat habs
60

 dari 

makna pada hadis tersebut kontradiktif, karena  pada ketika yang lain Nabi  

“menjual”. Tetapi sebenanya yang dimaksud “menjual” adalah patung-patung 

berhala karena keinginan Nabi untuk mengeleminir  pemujaan terhadap 

berhala.  

                                                 
    58

 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh al-Islamy, hlm. 154.  

       
59

  Abu Bakar Ahmad  al-Baihaqi, As-Sunnah al-Kubra, hlm. 163. 

        
60

 Perbedaan antara wakaf  dengan  habs   adalah bahwa wakaf  berarti  pemilikan  atau  

barang  tersebut lepas secara penuh dari orang-orang yang  mewakafkannya. Itu sebabnya, maka 

barang yang diwakafkan tersebut tidak boleh diwariskan dan digunakan untuk kepentingan  lain 

seperti itu. Sedangkan dalam habs,  pemilikan atas  barang tersebut  tetap berada pada tangan  

pemilik aslinya. Dia boleh mewariskan,  menjualnya dan lain-lain. Perbedaaan tersebut luput dari 

penglihatan  Syaikh Abu Zahrah, sehingga beliau menisbahkan pendapat kepada Imamiyah tidak 

seperti yang  mereka  maksudkan. (Lihat, Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, 

hlm.  636). 
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Wakaf berbeda dengan zakat
61

, wakaf hanyalah merupakan anjuran  

dalam Islam. Pada  masa Jahiliyah tidak dikenal wakaf, karena sifat menahan 

(habs) hanya ada dalam ajaran Islam, demikian pendapat Imam Syafi‟i.
62

    

Sedangkan Abu Hanifah memandang bahwa hadis Nabi tersebut 

menempatkan posisi dan eksistensi ahli waris pada koridor  terpenting, 

sehingga  hal   itu   patut diduga bahwa pendapatnya  tentang wakaf ia ingin 

meletakkan pembagian harta kepada para ahli waris secara proporsional, 

walaupun argumentasi kedua hadis tersebut sangat lemah, namun sakurang-

kurangnya ingin menghapuskan pemujaan terhadap benda-benda berhala yang 

sangat berkembang ketika itu.  

Sedangkan golongan Malikiyah   berpendapat bahwa wakaf tidak 

melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun bedanya 

dengan Abu Hanifah wakaf tetap tidak boleh dijual, dan tidak melepaskan diri 

dari tindakan untuk menghilangkan  kepemilikan  atas harta tersebut kepada 

yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak 

boleh menarik kembali wakafnya.
63

   

Namun  dalam Undang-Undang perwakafan pasal 41 ayat (1) 

pengecualian pada huruf f boleh dialihkan untuk kepentingan umum dan tidak 

bertentangan dengan syariah.
64

 Dan pasal  3 menyebutkan bahwa wakaf yang 

                                                 
       

61
 And Ahmad and  two Sheikhs had  narrated  from  Abu Hurairah who said: The Messenger 

of Allah (may the peace and blessing of Allah be upon him) had said : No one who owns a treasure  

and does not pay the zakat will be spared, for his treasure   will be heated in the Fires of hell and 

then made into plates. (see, Sayyid Sabiq, Fiqh Us-Sunnah, Rendered to English By F. Amira 

Zrein Matraji, Volume I, (Beirut: Dar El-Fikr, 1996), p.378.  
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  Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu, hlm. 154.  
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  Departemen Agama RI, Fiqh Wakaf, hlm. 2  
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  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 41. 
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telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
65

 Demikian pula dalam pasal 27 wakaf 

dengan wasiat tidak dapat dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan 

pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat 

yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat. Lalu wakif dapat  

mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan.
66

  

Demikian juga pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa apabila 

terdapat perdebatan  antara Wakif dan Nazhir, hakim  memiliki hak wewenang 

untuk memutuskan dan melarang  benda  wakaf  untuk  ditarik kembali. 

Walaupun Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hassan berasal dari golongan 

Hanafiyah, namun  mereka tidak sependapat mengenai „ainnya, mereka 

sependapat dengan  golongan Syafi‟iyyah dan golongan Hanabilah yang 

mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta dimana “‟ain-nya” tetap 

(dawam), sedangkan  hasilnya yang dimanfaatkan dan dibelanjakan untuk 

kepentingan ibadah kepada Allah SWT.  Dan harta yang  diwakafkan bukan 

lagi  milik si wakif dan telah berpindah  menjadi milik Allah.
67

 Setelah 

melalui prosedur yang benar,  Sayafi‟i dan Ahmad sependapat bahwa wakaf 

telah  melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif dan  Wakif 

tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. 

Senada dengan itu,  Jumhur Ulama memberikan argumentasi   

berdasarkan hadis Ibnu „Umar :  
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  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004, Pasal 3.   
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  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 27.    
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 Muhammad   Abu   Zahrah,  Muhadharat  fi   al-Waqf,  (Kairo:  Dar  al-Fikri  al-„Araby, 
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ٔعٍ اثٍ عًش اٌ عًش اصبة اسضب يٍ اسل خٛجشفمب ل ٚب سسٕ ل الله اصجذ اسضب 

ثخٛجش نى اصت يب لا لظ اَفس عُذ٘ يُّ فًب رئب يشَٙ فمب ل اٌ شئذ دجسذ اصهٓب 

رجب ع ٔلا رٕ ْت ٔلا رٕ سس فٙ انفمشأر ٔرصذلذ ثٓب فزصذق ثٓب عًش عهٗ اٌ لا 

ٔانمشثٗ ٔانشلبة ٔانضٛف ٔاثٍ انسجٛم لا جُب ح عهٗ يٍ ٔنٛٓب اٌ ٚئكم   يُٓب 

( ب عخًسٔاِ انجزًٕل ٔفٙ نفظ غٛش يزئب ثم يب لا.) ثبنًعشٔف ٔٚطعى غٛش ي    

Dari Ibnu „Umar bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan tanah di 

Khaibar, kemudian „Umar berkata : “Ya Rasulullah, aku telah 

mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan 

harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang engkau 

perintahkan padaku ? Kemudian Rasulullah bersabda: Jika engkau mau 

tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya) lantas  Umar 

menyedekahkannya, untuk itu tanah tersebut tidak dijual, tidak 

dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi 

orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk 

menjamu  tamu dan untuk orang kehabisan dalam perjalanan, tidak 

mengapa orang yang menguasainya (nazhirnya) makan sebagian dari 

padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan 

syarat  tidak dijadikan sebagai hak  milik.  Dan  satu riwayat dikatakan: 

dengan syarat jangan dikuasai pokoknya. (H.R. Al-Jama‟ah). 
68

 

 

Dalam hadis tersebut, lebih tegas Al-Zuhaili menjelaskan bahwa larangan 

membelanjakan harta  wakaf,  karena kata al-habs berarti menghalangi „ain 

untuk dimiliki atau dibelanjakan sebagai harta milik. Namun dalam hadis 

tersebut bukan berarti hilangnya kepemilikan wakif.
69

  Menurut al-Hasan al-

Hajawi, setelah ganimah khaibar dibagi oleh Umar, Nabi  membagi ghanimah 

dan menahannya di jalan Allah. Dan  menjadi sunnah bagi kaum muslimin 
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 Wahbah Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, hlm. 155.   



 

  

  

 

383 

dalam tahbis itu  untuk tujuan baik dan benar,  sehingga dapat dikatakan 

pertama sekali penahanan harta dalam Islam.
70

    

Dalam sejarah pembinaan hukum Islam, amal wakaf telah dikenal 

semenjak Rasul, walaupun pada saat itu belum menggunakan term tersebut, 

tetapi lebih kepada al-Ahbas. Atas dasar itu, sehingga ulama  pun berbeda 

pendapat  mengenai siapa yang pertama melaksanakan praktik wakaf. 

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya Nail al-Authar  mengatakan kaum 

Anshor berbeda dengan  kaum Muhajirin. Golongan Anshar berpendapat 

bahwa yang mula-mula melaksanakan praktik wakaf adalah Rasulullah, 

sedangkan golongan Muhajirin mengatakan Umar bin Khattab.
71

 Bagi  Jumhur 

Ulama yang lebih menarik baginya  adalah pengamalannya, sejak kedatangan 

Islam hingga sekarang  wakaf senantiasa diamalkan untuk kemaslahatan,
72

 dan 

bahkan ketika itu badan-badan wakaf mulai terbentuk, tepatnya pada masa 

khalifah Al-Makmum.
73

.  

Argument yang dibangun oleh  golongan Anshar memang cukup logis, 

karena bangunan Masjid Quba‟
74

 adalah bentuk wakaf yang dibangun pertama 

kali oleh Nabi sebagai pusat kegiatan masyarakat dan untuk kepentingan umat 
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 Muhammad  Al-Hasan  Al-Hajwi  Al-Tsa‟aliibi Al-Fasi, Al-Fikru al-Sami  Fi Tarikh  Al-
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 Ahmad Syalabi, Tarikh al-Tarbiyah al-Islamiyah, dalam Muchtar Yahya dan M. Sanusi 

Latief (Terj.). Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 201.  
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 Sebenarnya Quba‟ sendiri adalah merupakan nama sumur yang  kemudian menjadi nama 

desa.  Desa itu merupakan tempat tinggal keturunan Amr bin Auf  dari  golongan  Anshar. Dari 

arah selatan Madinah al-Munawwarah  berjarak  2 mil. Di sana  terdapat masjid pertama yang 

dibangun Rasulullah di Madinah al-Munawwarah sebelum Masjid Nabawi. Daerah ini masuk 

wilayah Madinah al-Munawwarah dan termasuk daerah pemukiman  Madinah al-Munawwarah. 

Lihat, Syauqi Abu Khalil, Atlas Hadis Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, dan Kaum yang 

diabadikan Rasulullah Saw., (Damaskus: Darul Fikri, 2003), hlm. 206.  
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Islam secara  umum. Sedangkan bagi kaum Muhajirin bahwa dialog yang 

dilakukan oleh Nabi dengan Umar Bin Khattab dengan tanahnya yang ada 

khaibar sebagai dasar pertama sekali adanya wakaf, sehingga boleh dikatakan 

Nabi sebagai wakif dan Umar pun dapat dikatakan sebagai wakif. Bahkan para 

fuqaha berpendpat  bahwa wakif pertama dan tertua dalam sejarah adalah 

wakaf Nabi Ibrahim dan Ismail  yaitu;  Ka‟bah, yang diwakafkan untuk  kaum 

Muslim
75

 yang menjadi pusat pelaksanaan  ibadah haji  sebagai rukun Islam 

yang ke 5.     

   Pada hakekatnya pemanfaatan wakaf adalah untuk kepentingan  kaum 

dhu‟afa dan sosial lainnya, sehingga  Ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

wakif sebagai pemilik harta,  dengan harta itu,   menyerahkan manfaat harta 

yang dimiliki kepada  kelompok  Muhajirin dan Anshar sama artinya dan 

dikategorikan sebagai kaum  dhu‟afa  baik dalam harta maupun  dalam Iman.   

Dalam konteks kekinian, berdasarkan pendapat Ulama Malikiyah yang 

mengatakan bahwa mewakafkan harta dalam bentuk wakaf uang  dan  harta 

bergerak lainnya adalah boleh sebagai tuntutan zaman. Sebagaimana yang 

dilakukan oleh Imam Az-Zuhri, hak intelektual, hak paten dan  uang pun  

dapat sebagai bentuk  Wakaf  untuk kebaikan, dan  tidak memberikan 

penekanan benda yang diwakafkan harus kekal.  
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 The son of Ibnu Taymiya said: What  is in excess of  revenue of  the endowment and 
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(see, Sayyid Sabiq, Fiqh Us-Sunnah, Volume VI, p. 424).   
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Menurut Ulama ini, pengontrakan rumah atau  tanah yang dibatasi oleh 

waktu (limit) dan  hasil dari kontrakan itu diwakafkan selama masa 

pengontrakan dalam waktu  tertentu,  lalu inilah yang dimaksud tidak harus 

kekal. Selanjutnya mengatakan bahwa  pewakafan harta bukan berarti  

putusnya hak pemilikan  terhadap zat benda yang diwakafkan, namun yang 

terputus adalah pemanafaatan hasil  wakaf.   

Adapun dalil yang dikemukakan oleh mereka juga berdasarkan hadis dari 

„Umar   

 …اُ شؤد دجغذ اصيٖب ٗرصذ قذ ثٖب …

“ Jika engkau mau, tahanlah aslinya dan sedekahkan (manfaatnya)”.  

Dari hadis Umar tersebut menjelaskan bahwa yang diwakafkan itu 

hanyalah hasilnya  sedangkan pokok (asal)  harta tetap menjadi milik wakif.  

Dalam hal ini Umar juga menjelaskan :  

 ٍذشً لا ٌجبع ٗلا ٌ٘ ٕت    atau ىِ لا رجب ع ٗلا ر٘ ٕت ٗلا ر٘ سس

“… Agar tidak dijual, dihibahkan dan tidak diwariskan”
76

  atau  

“dilarang,  tidak dijual dan tidak dihibahkan.”
77

  

Jadi wakaf memiliki sifat yang  tetap yang  hasilnya dimanfaatkan, 

walaupun benda  wakaf  itu hak milik  wakif,  namun tidak boleh 

ditasarrufkan, dijual, dihibahkan dan diwariskan. Berbeda dengan Malikiyah,  

Ulama  Hanafiyah berpendapat bahwa wakif boleh  menarik kembali harta 

yang  diwakafkan dan boleh dijual, kecuali ada ketentuan dan penetapan dari:  

a. Hakim yang memutuskan sebuah keputusan bahwa wakaf tetap.  Dan ini 
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pun kalau ada persengketaan antara wakif dan Nazhir. b.  Wakaf dipending 

sampai kematian wakif oleh Hakim. Waka ini lebih dikenal dengan wakaf 

wasiat. c. Jika wakif membangun masjid dan    mengizinkan dipergunakan 

untuk shalat hingga seseorang telah melaksanakan shalat di dalamnya, maka 

hilanglah kepemilikan wakif.
78

  Dan para ulama  sepakat tidak ada hak 

kepemilikan terhadap tempat ibadah,  karena  mesjid adalah milik Allah.   

Mayoritas Ulama  berpendapat bahwa apabila wakif telah mewakafkan 

hartanya maka lepaslah harta milik dengan sebab diserahkannya kepada 

Nazhir. Namun ada juga sebagian kalangan ulama mengatakan bahwa 

pemilikan harta wakaf tidak harus lepas dari wakif, karena yang boleh lepas 

itu hanyalah manfaat dan hak-hak untuk membelanjakannya. Dari penjelasan 

ini bukan berarti wakif dapat bertasarruf terhadap apa yang telah diwakafkan, 

bahkan wakif tidak boleh menjual, menghibahkan dan mewariskan 

sebagaimana yang termaktub  dalam pasal ( 40 ) dalam Undang_undang 

Perwakafan.
79

  

Menurut golongan Malikiyah, wakaf yang disewa untuk menggunakan 

manfaatnya boleh. Pandangan Ulama ini ada korelasinya dengan Undang-

Undang  Nomor 41 Tahun 2004.  Pengertian wakaf dalam Undang-Undang 

perwakafan dalam pasal 1  bahwa harta diwakafkan  tidak harus  bersifat 

abadi, namun  bisa berarti sementara sesuai dengan peruntukannya. Kata 

“dalam waktu tertentu” pada pasal 1 menurut ketentuan umum dalam 
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perwakafan, hal ini  sebagai isyarat uang dan harta bergerak lainnya tidak 

musti kekal.  

Namun jika dilihat dari satu sisi, sifat kekal sebagaimana pendapat  

golongan Syafi‟iyah bahwa seorang wakif  harus memiliki keseriusan untuk 

beramal dan memberikan jaminan serta kepastian hukum. Sedangkan pada sisi 

lain, ulama Hanafiyah, Malikiyah  dan Undang-Undang Perwakafan, wakaf 

yang dibatasi oleh waktu memberikan kesempatan kepada orang untuk 

beramal sekecil apapun dan tetap bernilai disisi Allah,
80

 bahkan the charity is 

not restricted on a special kind of those of the benevolence, but the general 

rule every grace is a charity.
81

 Hindu di India juga memiliki gerakan 

voluntary agencies terutama program kesehatan yang wajib mereka 

implementasikan.
82

 Komunitas Muslim pun memberdayakan tanah wakaf 

produktif
83

 untuk kesehatan,  dan sangat peduli terhadap  kesehatan untuk 

mendirikan  rumah sakit Islam.  Di Kota Jambi,  Pondok Pesanteren 

Sa‟adatudaraen melalui   tanah wakafnya telah  mencanangkan   program 

unggulan yaitu untuk mendirikan Rumah Sakit Islam.   
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 Barang siapa yang  mengerjakan  kebaikan seberat   zarrah pun, niscaya dia akan  melihat  
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Dii Jambi,  berkaitan dengan program tersebut, walau pun tanah itu 

disewa.   Golongan  Hanafiyah dan Malikiyah, membolehkan  berwakaf   

melalui sewa  menyewa tanah.  Namun  pandangan ini  dapat  sangat  

kontradiktif dengan  terminasi  wakaf دجس yaitu menahan, prohibition atau 

perpetuity dan bertentangan  dengan hadis Nabi,  dan bahkan dapat 

melemahkan lembaga perwakafan.  Oleh karena itu sebagian ulama 

sependapat dengan Syafiiyah yang  mengatakan bahwa zat („ain) benda wakaf 

itu harus tetap dan hasilnya dapat dimanfaatkan secara dawam dan kontinue.    

Bagi Imam Syafi‟I secara tegas mengatakan bahwa harta yang 

diwakafkan, bukan lagi menjadi milik orang yang mewakafkan (wakif), 

melainkan berpindah menjadi milik Allah Swt. Menurutnya, kalimat yang  

berbunyi “Maka umar pun menyedekahkan dengan tidak menjualnya, tidak 

memberikannya dan tidak mewariskannya”, termasuk hadis juga, yaitu 

perbuatan Umar sebagai sahabat yang diketahui oleh Nabi dan didiamkannya 

sebagai bentuk hadis. Nabi pun membiarkannya, dan menyetujui perbuatan 

itu.
84

 Hadis demikian termasuk hadis taqriry,
85

 sedangkan kalimat sebelumnya 

adalah  merupakan hadis qauly.
86
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Musrafa Zahri, Mustalah Hadis,  hlm. 36. 
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Hadis tersebut menjelaskan posisi wakaf, dengan keluarnya hak milik 

yang diwakafkan dari pemilik wakif menjadi hak milik Allah. Jadi wakaf  itu 

untuk selama-lamanya, tidak boleh ditarik kembali.  

B.  Signifikasi  rukun dan Syarat dalam Perwakafan.  

1. Rukun Wakaf. 

Rukun  menurut etimologi  berasal dari  akar kata  ( ُسمِ ط اسمب ) 

yang berarti sudut, tiang, penopang atau sandaran. Juga berarti ِمبُ ٗق٘سا  -سم

.tenang, teguh ٗصٌْب
87

 Jadi   rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk 

sahnya suatu perbuatan. Dalam istilah lain rukun berarti  penyempurnaan 

sesuatu yang merupakan bagian dari sesuatu itu.
88

 Rukun adalah unsur  yang 

terpokok dalam menjalankan syari‟at agama dan tidak boleh terlepas darinya. 

Jadi tanpa adanya rukun maka sesuatu yang dliakukan tidak bisa tegak karena 

tidak ada penopang untuk tegak. Lembaga wakaf adalah salah satu institusi 

diharapkan sebagai penopang, sandaran dan tiang untuk mensupport roda 

perekonomian dan  lembaga keuangan Islam yang harus ditopang menjadi 

kuat.   

Rukun wakaf ada empat yaitu; redaksi wakaf, orang yang mewakafkan, 

barang yang diwakafkan, dan pihak yang merima wakaf.
89

 Menurut Jumhur 

Ulama unsur wakaf ada empat. Unsur-unsur tersebut ialah :  

1.  Wakif, yakni pihak yang menyerahkan  wakaf. 

2. Mauquf‟alaih, yakni pihak yang diserahi wakaf. 
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3. Mawqfbih, yakni benda atau manfaat benda yang diwafkan.  

4. Sigat atau ikrar, yakni pernyataan penyerahan wakaf dari pihak wakif.
90

 

Menurut Abi al-Qasim kata ىذجظا    memiliki empat rukun: Al-

Muhabbas; Al-Muhabbis; Al-Muhabbis „Alaih dan Shigat.
91

  Sedangkan  

menurut  pasal 6 Undang-Undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 bahwa 

wakaf dilaksanakan dengan memenuhi enam rukun wakaf sebagai berikut : 

a. Wakif; 

b. Nazhir; 

c. Harta Benda Wakf; 

d. Ikrar Wakaf; 

e. Peruntukan harta bena wakaf; 

f. Jangka waktu Wakaf.
92

  

 Ulama Malikiyah, Syafi‟iyah, Zaidiyah, Hanabilah dan Al-Khurasyi 

memandang bahwa rukun wakaf  ada empat  yaitu;   

1. Waqif (orang yang berwakaf), 

2. Mauquf „alaih (orang yang menerima waqaf), 

3. Harta yang diwakafkan, 

4.  Lafal atau ungkapan yang menunjukkan proses terjadinya wakaf. 
93
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Bagi golongan Hanafiyah dan Ibnu Najm mengatakan bahwa rukun 

wakaf adalah kata-kata yang menunjukkan terjadinya lafal.
94

  Lafal atau 

ungkapan yang merupakan rukun wakaf berhubungan  dengan ucapan lafal 

atau perbuatan ( Fi‟il.
95

 Argument yang dibangun oleh  Ulama Hanafiyah
96

 

bahwa rukun wakaf  hanya dengan menyebut shighat “lafal”
97

 lalu melekatlah  
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 Bagi Imam Syafi‟I, wakaf secara fi‟il tidak sah kecuali dengan perkataan dari orang yang 
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aktivitas - membayar dari  satu   pihak- dan menyerahkan  barang dari pihak lain. Misalnya,  jika 
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hingga masjid berdiri di tanah tersebut, maka tidak memerlukan pe-lafal-an lagi. Sebab perbuatan  

nyata  yang  disertai niat sudah cukup jelas, walaupun tidak disertai dengan lafal. Sedangkan. 

Ulama  Malikiyah  juga membolehkan wakaf dengan perbuatan, atau tanpa lafal. Hanya saja 

mereka tidak  mengkhususkan pada wakaf mesjid, bahkan lebih dari itu, mereka mempersamakan 

dengan wakaf atas segala sesuatu yang dimaksudkan bagi kemaslahatan umum, sebagaimana 

pendapat ulama Hanabilah.. (Lihat, Muhamad Abid  Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf,   hlm. 

93-94.           

       
96

 Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali 

oleh wakifnya, dan harta itu  tetap menjadi miliknya. Oleh karenanya si wakif mempunyai 

wewenang  untuk mentransfer hartanya yang telah diwakafkannya. Kata mentransfer artinya sama 

dengan meminjamkannya. Jadi institusi wakaf dalam hal ini sama dengan institusi pinjam 

meminjam („ariya). Hanya perbedaan antara wakaf dengan pinjam meminjam ialah bahwa pada 

wakaf  bendanya ada pada wakif, sedangkan pada pinjam meminjam bendanya ada pada orang 

yang meminjam, yaitu orang yang memanfaatkan harta, yang diberi hak untuk mengambil manfaat 

benda yang dipinjamkannya itu. ( Lihat, Quraish Shihab, dkk, Filsafat Hukum Islam, hlm. 242.     

       
97

 Lafal-lafal yang menjadikan sahnya wakaf  adalah  lafal-lafal yang menunjukkan makna 

penahanan benda serta makna manfaat dari benda tersebut. Lafal ini terbagi dua macam : lafal 

sharih (jelas) dan lafal kinayah (samar). Lafal  wakaf  bisa dikatakan jelas apabila lafal  itu 

popular dan sering digunakan dalam transaksi wakaf. ada tiga jenis lafal yang termasuk kelompok 

ini, yaitu: 1. al-waqf  (wakaf); 2. al-habs (menahan) dan 3. al-tasbil (berderma). Selain ketiga 

bentuk ini, para fuqaha berselisih pendapat Ibnu Qudama berkata”lafal-lafal wakaf yang sharih 

(jelas) itu ada tiga macam, yaitu : waqaftu, habistu, sabbaltu. Bagi imam Al-Nawawi bahwa 

perkataan waqaftu, habistu dan sabbaltu semua itu merupakan lafal yang jelas, dan yang demikian 

ini adalah yang paling benar, sebagaiamna ditegaskan oleh mayoritas fuqaha.  Menurut Imam 

Syafi‟I  bahwa  lafal  Sharih ada dua macam: Jelas dengan sendirinya dan jelas dengan satu 

indikasi. Sedangkan, mazhab-mazhab selain Syafi‟I mengatakan bahwa lafal Sharih (jelas) yang 

memerlukan indikasi adalah kinayah (samar), bukan sharih (jelas). Pendapat senada dikemukakan 

oleh Imam Syairazi  bahwa waqf, habs dan tasbil merupakan lafal yang jelas. Kata wakaf sudah 
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syarat dan rukun lain.  Dalam kitab Ilmu Fiqh juga menjelaskan bahwa rukun 

wakaf ada empat yaitu: Wakif; Mauqufbih; Mauquf‟alaih; Shighat Wakaf.
98

   

2. Syarat-syarat dan Ketentuan Wakaf. 

Adapun syarat dan ketentuan Wakaf harus meliputi beberapa unsur 

sebagai berikut:  

a. Unsur Wakif   (orang yang mewakafkan harta).   

Wakif atau  philanthroper adalah orang yang   mewakafkan 

hartanya secara  responsibility, pertanggung jawaban ini   para ulama 

sependapat bahwa seorang wakif harus memenuhi kriteria-kriteria 

tertentu.  Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004  pasal 7  

disebutkan  bahwa wakif meliputi : 

1). Perseorangan  

2). Organisasi; 

     3). Badan hukum. 
99

 

Demikian pula  dalam pasal 8 ayat  (1) Wakif perseorangan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan 

wakaf apabila memenuhi persyaraan yaitu :  

 (a)  Dewasa; 

                                                                                                                                      
dimengerti dan  populer, sedangkan tahbis (penahanan) dan tasbil berderma ditetapkan oleh  

kebiasaan dalam syariat. Menurut mazhab Malikiyah bahwa yang termasuk lafal sharih itu hanya 

dua, yaitu lafal “saya wakafkan” dan “saya tahan”. Selain kedua lafal tersebut, wakaf menjadi 

tidak sah, kecuali  jika disertai dengan qarinah. Imam Khuraisyi mengatakan bahwa wakaf 

menjadi sah, cukup mengatakan “Saya sedekahkan kepada fakir miskin”, (sedekah ini) tidak dijual 

dan tidak juga dihibahkan”. Jika tidak disertai dengan indikasi yang jelas seperti itu, maka  

sedekah itu bukanlah wakaf,  sama dengan hibah, bisa dijual kapan saja dan bisa diambil harganya. 

(Lihat, Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf,   hlm.90-91).     

       
98

 Departemen Agama RI, Ilmu  Fiqh, Cet. Ke-2, (Jakarta:  Peroyek Pembinaan Prasarana dan 

Sarana Perguruan TInggi Agama Islam, 1986), hlm. 215-216. 
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 Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004,  Pasal 7. 
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(b). Berakal sehat; 

(c). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan  

(d). Pemilik sah harta benda wakaf.  

(2)  Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b 

hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi 

untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan 

anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. (3) Wakif badan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan 

wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hokum untuk mewakfakan 

hara benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar 

badan hukum yang bersangkutan.
100

   

Selain dari Undang-Undang, Dalam kitab Ilmu Fiqh juga menjelaskan 

bahwa syarat sahnya seorang Wakif apabila memiliki kemampuan dan 

kecakapan melakukan “tabarru‟”
101

 dengan memberikan hak milik tanpa 

mengharapkan sesuatu imbalan. Adapun sifat tabarru dalam kaitannya 

dengan perwakafan adalah  independensi wakif   benar-benar sebagai 

pemilik harta yang sah,  sesuai dengan pasal 15.
102

  

                                                 
         

100
  Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 7 dan 8. 

          
101

 Tabarru‟ ialah telah mempuyai  kemampuan  mempertimbangkan sesuatu  yang 

dikemukakan kepaanya dengan baik. Dalam  kitab fiqh disebukan bahwa oang  yang telah dapat 

mempertanggung  jawabkan perbuatannya ialah orang yang telah mukallaf. Lihat, Departeman 

Agama RI, Ilmu Fiqh, hlm.212-213. 

    102
 Pasal 15 berbunyi, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan 

dikuasai oleh Wakif secara sah. Berikut syarat-syaratnya sesuai dengan bunyi pasal  8 ayat (1) 

Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf 

apabila memenuhi persyaratan: a. Dewasa; b. Berakal sehat; c, tidak terhalang melakukan 

perbuatan hukum; dan d. Pemilik sah harta benda wakaf. (2). Wakif organisasi  sebagaimana 

dimaskud dalam Pasal 7 huruf b, hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan 

organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar 

organisasi yang bersangkutan. (3). Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 
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Wakif harus memiliki akal yang sehat, rasyid, dan akil balig serta 

ada kemampuan melakukan tabarru‟ yakni;   harta itu betul-betul 

diperuntukkan bagi kepentingan umum,  Dan rasyid adalah cerdas atau 

memiliki kematangan emosional dalam bertindak.. Sedangkan menurut 

para ulama berpendapat bahwa batas akil balig  adalah  umur  14 sampai 

15 tahun. 
103

 Jadi berdasarkan pendapat jumhur Ulama bahwa wakaf itu 

tidak sah jika dilakukan oleh orang bodoh dan pailit. Bagi golongan 

Hanafiyah justeru menambahkan bahwa tidak sah dilaksanakan wakaf 

orang yang dililit hutang dan  pailit kecuali seizin orang yang memberikan 

hutang.
104

  

Di samping syarat tersebut, Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 

M) yang memiliki kepribadian dinamis
105

 menambahkan bahwa dalam 

menjalani kehidupan beragama,    harus memiliki  landasan agamis dan 

rasa ikhlas
106

 sebagai syarat utama bagi seorang wakif,  karena wakaf di 

samping  sifat valuntary yang menghendaki rasa ikhlas juga modefikasi 

                                                                                                                                      
huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk 

mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum 

yang bersangkutan.   

       
103

 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh, hlm. 213. 

       
104

 Wahbah Al-Zuhaili,  Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu,  hlm. 176-177. 

       
105

 Fazlurrahman,  Al-Islam, Terj. Ahsin Mohammad,  Cet. V,  (Bandung: Pustaka, 2003), 

hlm. 157.    

       
106

 Ikhlas itu karena Allah, dan betul itu adalah dikerjakan menurut snnah, sehingga Umar bin 

Khattab pernah berdo‟a; ٗ اجعئ ى٘جٖل خبىصب ٗلا رجعو لادذ فٍٔ شٍئب اىيٌٖ اجعو عَيً مئ صبىذب  Ya Allah ! 

jadikanlah amalku ini seluruhnya shaleh, dan jadikanlah ikhlas karena mencari redhamu, dan 

janganlah engkau jadikan dia karena eseorang. Lihat, Ibnu Taimiyah, Al‟Ubudiyah, terj. 

Mu‟ammal Hamidy, Cet. I, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982),  hlm. 73-74.  
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dan an-Nawazil 
107

 yang  erat kaitannya dengan perkembangan dan 

kebutuhan ekonomi bagi masyarakat  dewasa ini.
108

   

Ukuran  kwalitas harus diukur dengan  kualifikasi, sehingga wajar 

kalau   mayoritas ulama berpendapat bahwa  wakif  harus kualify dan 

memenuhi beberapa syarat tertentu dan cakap dalam melakukan tindakan 

hukum. Wakif cakap dalam  ber- tabarru‟ sesuai dengan ketentuan pasal 

15 Undang-Undang Perwakafan, sehingga  ketika menyerahkan  hartanya 

berdasarkan   pertimbangan  yang matang, baik dan buruk telah difikirkan 

lebih dahulu untuk melakukan tabarru‟  terhadap harta  bendanya  yang  

sah.
109

  Menurut al-Zuhaili  syarat-syarat Wakif  adalah :  a.  Seorang 

yang merdeka menguasai sepenuhnya tentang harta yang diwakafkan, 
110

 

b. Seorang  harus memiliki akal sempurna, dan tidak sah wakaf orang 

                                                 
       

107
 An-nawazil adalah bentuk plural dari kata nazilah. Kata  tersebut secara bahasa artinya 

jatuhnya sesuatu dan turunnya sesuatu. Adapun secara istilah adalah sesuatu yang baru dan terkini 

(kontemporer) yang membutuhkan kepada keputusan hukum syar‟i. (Lihat, Khalid bin Ali Al-

Musyaiqih, Fiqh Kontemporer, terj. Ibnu Rasyid, (Klaten: Inas Media, 2008), hlm. 13. 

       
108

 Status tanah wakaf dalam hal penggantian ada dua macam : 1. Penggantian benda wakaf 

karena tidak mungkin diambil manfaatnya lagi sebagaimana yang dimaksudkan oleh si wakif, 

misalnya masjid yang ditinggalkan orang atau runtuh, dapat dipindahkan ke tempat lain atau dijual 

dan hasil penjualannya dipakai untuk membiayai pembangun masjid kembali, karena yang pokok 

dalam hal ini adalah tercapainya maksud dari si wakif, maka apabila maksud tersebut tidak 

terealisir harus digantikan benda wakaf lain yang fungsinya sama dengan benda waqaf asal.  2. 

penggantian barang wakaf yang lebih maslahat, yang lebih bermanfaat sesuai dengan tujuan 

wakif, seperti mengganti wakaf masjid dengan bentuk masjid lain yang lebih maslahat dan mafa‟at 

untuk jama‟ah. Berkenaan dengan ini Ibnu Taimiyah berkata, “Sesungguhnya yang jadi pokok di 

sini guna kemaslahatan, Allah menyuruh menjalankan kemaslahatan dan menjauhkan diri dari 

kerusakan. “Allah telah menyuruh Rasul-Nya untuk menyempurnakan kemaslahatan dan 

melenyapkan segala kerusakan. Lembaga wakaf sebagaimana juga Bai al-mal adalah syakhsiyah 

Hukmiyah (badan hukum), hal ini bukan saja satu teori dari fuqaha tapi terlihat dari harta wakaf itu 

sendiri dan cara pengurusannya yang diwakili oleh nazhir/mutawalli, misalnya masjid dapat 

menerima wakaf lampu, tikar, kitab-kitab perpustakaan yang diberikan oleh orang kepadanya, 

dapat membawa manfaat disamping itu dapat pula memberikan hasil benda wakaf sesuai dengan 

tujuan wakaf yang diwakili oleh nazhir. (Lihat, Ahmad Jazuli, Fiqh siayasah, Implementasi  

Kemashlahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, hlm. 243-244.  
       

109
 Pasal 15,  dan  lihat juga, Muhammad Daud Ali, Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, 

Cet. Ke-1 (Jakart: UI Press, 1988), hlm. 85. 
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 Wahbah  al-Zuhaili,  al-Washaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami, (Damaskus: Dar al-Fikr, 

1987), hlm. 176. 
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gila, c.  Akil balig, dan tidak sah wakaf yang dilakukan oleh anak 

sekalipun  mumayyiz atau  belum, d. Wakif  harus normal dan cerdas, 

tidak sah wakaf seorang berada dibawah tekanan, dalam kebodohan, 

bangkrut dan ghafil walaupun wakaf dilakukan oleh wali.
111

 Menurut 

ulama Hanafiyah tidak sah wakaf dari seseorang yang berhutang dan 

jatuh bangkrut,  kecuali seizin orang yang memberi hutang.
112

      

3.  Unsur  Mauquf bih, ( harta yang diwakafkan) 

 Mengenai keabsahan harta yang diwakafkan memiliki beberapa kriteria 

agar memenuhi kwalifikasi seperti : 

a). Harta harus  mutaqawwin yaitu barang yang dimiliki oleh seseorang 

itu dapat berguna dalam ukuran syariat Islam, misalnya kitab-kitab 

dan barang-barang tidak bergerak. Demikian berbentuk „aqar yaitu 

benda tidak bergerak  dan dapat diambil manfaatnya untuk jangka 

waktu lama.
113

 Sebaliknya, tidak sah harta wakaf yang bersumber dari 

sesuatu yang haram, misalnya rumah tempat maksiat  dan alat-alat 

perjudian.
114

   

b). Menurut Jumhur Ulama syarat wakaf sama dengan syarat-syarat yang 

melekat pada jual beli yaitu akad yang masyru‟.
115

 Di samping itu,  
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 Wahbah Al-Zuhaili, al-Washaya, hlm. 177.  

       
112

 Wahbah  Al-Zuhaili, al-Washaya, hlm. 177.  

       
113

 Muhammad „Ubaid „Abdullah  Al-Kubaisyi, Ahkam al-Waqf fi Syari‟at al-Islamiyyah, 

(Bagdad: Matba‟ah al-Irsyad, 1977), Juz II, hlm. 351.   

       
114

 Muhammad Salam Madkur,  Ahkam al-Usrat fi al-Islam, (Kairo: Dar al-Nahdat al-

„Arabiyyaat, 1970), hlm. 304.  

       
115

 Harta Wakaf dan jual beli sama-sama memiliki akad. Menurut Syamsul Anwar, akad itu 

terbagi dua, yaitu akad masyru‟ dan akad terlarang. Akad  masyru‟ adalah akad yang dibenarkan 

oleh syara‟ untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad-akad yang sudah 

dikenal luas semisal jual beli, sewa menyewa, mudharabah termasuk wakaf dan sebagainya. 

Sedangkan akad  terlarang adalah akad yang dilarang oleh syarak untuk dibuat seperti akad jual 
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diharapkan manfaat dari wakaf yang senantiasa mengalir secara terus 

menerus sebagai  „amal jariyah.  

Menurut Syamsuddin Muhammad bin ar-Ramli, harta benda wakaf  

harus memenuhi   beberapa kriteia  yaitu : (a). „Ain wakaf bisa dimanfaatkan 

untuk jangka waktu yang lama, (b). Benda wakaf dapat berupa milik 

kelompok atau badan hukum, (c). hak kepemilikan wakif jelas dan 

transparan, di samping harus jelas dan transparan juga tidak ada 

pembebananan.(d). Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan 

kepemilikannya. (e). Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas 

untuk kemaslahatan yang lebih besar.(f). Benda wakaf itu tidak dapat 

diperjual belikan, dihibahkan atau diwariskan.
116

   

Secara umum para ulama mengatakan bahwa  benda yang diwakafkan 

„ain-nya harus abadi.  Bagi Imam Malik dan Undang-Undang Perwakafan
117

 

                                                                                                                                      
beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur, akad bertentangan dengan akhlak Islam 

(kesusilaan) dan ketertiban umum seperti sewa menyewa untuk melakukan kejahatan, akad nikah 

mut‟ah termasuk juga akad  yang dilarang dalam  beberapa  mazhab adalah akad  jual beli kembali 

asal (bai‟al „inah). (Lihat, Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad 

dalam Fikih Mu‟malat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 79.     
       

116
 Syamsuddin Muhammad bin Ahmad  ar-Ramli, Nihayah al-Muhtaj ila  Sharh al--Minhaj, 

(Mesir: Al-Amirah al-Kubra, 1292, hlm. 360.  

       
117

 Pasal 15 harta benda wakaf  hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai  oleh 

Wakif secara sah. Pasal 16 (1) Harta benda wakaf terdiri dari : a. Bend tidak bergerak; dan  b. 

Benda bergerak. (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : 

a. Harta  atas  tanah sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik 

yang  sudah maupun yang belum terdaftar b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas 

tanah sebagaimana dimaksud padahuruf a; c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan 

tanah; d. Hak mili atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. e. Benda tidak bergrak ain sesuai denan keentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. (3). Benda bergerak sebagaimana dimaksud  pada ayat  (1)  

huruf  b adalah   harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a. Uang,;  b. 

Logam mulia; surat berharga; d. Kendaraan;e. Hak atas kekayaan intelektual; f. Hak sewa; dan g. 

Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. (Lihat, pasal 15 dan pasal 16).       
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bahwa  wakaf itu boleh dibatasi oleh waktu.
118

 Masalah keabadian, Ulama 

Hanafiyah berpendapat bahwa harta yang diwakafkan  zatnya harus kekal dan 

dapat dimanfaatkan secara kontineu (dawam). Demikian pula benda yang 

tidak bergeak dapat diwakafkan. Namun bagi Ulama Hanafiyah bahwa benda 

bergerak dapat diwakafkan kecuali dalam beberapa hal :  

a). Keadaan harta bergerak itu  mengikuti benda yang tidak bergerak dan ini 

ada dua macam:   

      (1). Barang tersebut mempunyai hubungan  dengan sifat diam di tempat 

dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. 

      (2). Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda yang 

tidak bergerak. Mislanya, alat untuk membajak, kerbau yang 

digunakan untuk bekerja dan lain-lain. 

b). Keadaan harta itu tidak mengikuti harta benda yang diwakafkan. Dalam 

hal ini wakafnya tidak sah kecuali apabila :    

(1). Adanya nash syar‟i baik dalam al-Qur‟an maupun dalam al-Hadis 

yang menjelaskan bentuk harta yang diwakafkan. Seperti 

mewakafkan senjata atau hewan ternak seperti kuda.  Dasar 

bolehnya wakaf benda tersebut didasari atas perbuatan istihsan 

bukan qiyas. Kalau berdasarkan qiyas
119

 berarti sama dengan 
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 Pasal. 1,  dan lihat juga Muhammad Abu Zahrah, Muhadharat Fi al- Waqf, Cet. Ke-2 

(Beirut: Dar al-Fikri, 1971), hlm. 378.  
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 Hukum qiyas adalah perpindahan, yaitu tetapnya cabang dari hukum itu seperti ashalnya, 

maka hukum-hukum permulaan tidak ditetapkan dengan qiyas. (Lihat, Syekh Muhammad Al-

Khudhori Biek, Ushul Fiqh, Terj. Zaid H. Al-Hamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1982), hlm. 184.  
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menganalogikan wakaf dengan benda bergerak, pada hal seperti 

itu menurutnya tidak sah.
120

    

(2). Sebagaimana lazimnya dalam berwakaf dengan benda-benda tidak bergerak 

dan bergerak,  ada juga yang  tidak lazim, seperti mewakafkan al-Qur‟an, 

buku-buku agama dan perabotan untuk fasilitas mesjid,  mayoritas ulama 

Hanafiyah mengatakan bahwa hal yang seperti itu adalah sah, karena telah 

mejadi kelaziman dikalangan masyarakat („uruf).
121

   Jadi wakaf harus jelas 

„Ain (zat) dan  ada unsur Mutaqawwim dan „aqar. Adapun yang dimaksud 

Mutaqawwim adalah barang yang menjadi hak milik seseorang dan barang 

yang dimiliki boleh dimanfaatkan menurut syari‟at Islam.  Misalnya, kitab-

kitab dan barang-barang tidak bergerak  lainnya                     

                 Demikian pula  harus „aqar 
122

 yaitu dapat diambil manfaatnya. 

Manfaat satu benda saja tidak bisa diwakafkan, karena maksud wakaf adalah 

pengambilan manfaat  zat oleh mauquf „alaih dan pahala bagi wakif.  Jadi 

zat wakaf harus dawam dan dapat dimanfaatkan untuk masa waktu yang 

lama, dan tidak habis dipakai.
123

  Sesuai dengan pasal Undang-Undang 

Pewakafan bahwa wakaf memiliki nilai ekonomis, halal dan dapat 

dimanfaatkan secara terus menerus. Wakaf  yang tidak  dibenarkan adalah 

harta yang diwakafkan untuk hal-hal yang sifatnya tidak halal. Misalnya 
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 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf Kontemporer,  hlm. 263. 
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untuk kepentingan perjudian, minuman keras, fasilitas maksiat, buku-buku 

yang menyesatkan.
124

    Menurut pendapat para Fuqaha bahwa urgensi 

syarat adalah  memberikan insurens untuk  menghindari perselisihan  di 

kemudian hari, karena  wakaf menurut al-Zuhaili bertujuan untuk menjamin 

kepastian hukum dan  hak bagi para mustahiq   dalam menggunakan dan 

memanfaatkan harta wakaf. 
125

 

        Syarat adalah salah satu untuk memperjelas wujud dan batas-batas guna 

menghindari kegamangan. Kesamaran benda wakaf karena tidak 

menunjukkan lokasi tanah wakaf yang sebenarnya atau buku-buku yang 

diperuntukkan kepada para pelajar dan mahasiswa dan lain sebagainya,  

berakibat kepada tidak sahnya benda wakaf demikian Abdul Wahab Khalaf 

dan Mustafa al-Syalabi.
126

 Sebagian dikalangan Hanafi berpendapat bahwa 

wakaf yang tidak jelas akan berpotensi mengundang perselisihan. 
127

   

Berdasarkan peraturan dan Undang-Undang di Mesir bahwa benda 

wakaf tidak terbatas kepada benda-benda yang tidak bergerak, dan khusus 

kepada benda-benda  tidak bergerak dijelaskan batas-batasnya, baik 

mengenai panjang maupun luas benda yang diwakafkan.
128

  Berdasarkan 

keterangan di atas  dapat dipahami bahwa objek dan batas-batas adalah 

syarat mutlak dalam proses perwakafan.  Para ulama sepakat bahwa harta 
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wakaf adalah harta miik wakif sepenuhnya.
129

 Pemilikan harta secara perfec 

adalah sangat urgen guna menghindari kebohongan dan inhiraf,  serta 

memberikan upaya konfident kepada si wakif dalam memanfaatkan harta 

yang bukan miliknya.  

      Namun demikian golongan Hanafiyah berpendapat bahwa boleh 

mewakafkan harta orang lain sepanjang ada izin dari pemiliknya. 
130

 Secara 

argumentative bahwa izin itu haruslah tertulis dengan harapan agar tidak 

menjadi persoalan dikemudian hari setelah benda itu diwakafkan. Di dalam 

Al-Qur‟an Allah berfirman   

                                

                               

                                 

                                

                                  

                                 

                             

                           

                                

                            

     Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara 
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kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia 

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu meng-imlakkan (apa 

yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, 

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang 

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia 

sendiri tidak mampu meng-imlakkan, Maka hendaklah walinya meng-

imlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka 

(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang 

mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang 

demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan 

lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang 

kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan 

janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan 

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 

dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 

Maha mengetahui segala sesuatu. 
131

  

 

Dilihat dari batas waktu, Muhamad Jawwad Mughniyah 

menjelaskan sebagai berikut:   

1. Para Ulama mazhab, kecuali Maliki, berpendapat bahwa waqaf tidak 

terwujud kecuali bila orang yang mewakafkan bermaksud mewakafkan 

barangnya untuk selama-lamanya dan terus menerus.  Itulah sebabnya 

wakaf disebut sadaqah  jariyah. 

2. Sebagian Ulama Imamiyah mengatakan pembatasan seperti itu 

meyebabkan wakaf tersebut batal, tetapi habs-nya sah sepanjang orang 

yang melakukannya sebagai hasb. Sedangkan bila memaksudkan 

sebagai wakaf,  maka batalah wakaf dan hasabnya sekaligus.  
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3. Maliki  mengatakan wakaf tidak  disyaratkan berlaku untuk selamanya, 

tetapi sah bisa berlaku untuk waktu satu tahun.  Misalnya sesudah itu 

kembali kepada pemiliknya semula.  

4. Hanafi mengatakan wakaf tersbut sah dan penggunaannya sesudah itu 

diserahkan kapada fakir  miskin.  

5. Hambali mengatakan wakaf itu sah, tetapi sesudah itu penggunaannya 

diserahkan kepada orang yang paling dekat hubungan kekerabatannya 

dengan orang yang mewakafkan . ini juga salah  satu pendapat dari dua 

pendapat Imam Syafi‟i.  

6. Maliki mengatkan wakaf tersebut sah dan sesudah  itu barang tersebut 

dikembalikan kepada fakir miskin yang paling dekat hubungan 

kekerabatannya dengan oran  yang mewakafkannya kalau mereka 

semua kaya, maka barang itu kembalikan kepada ashabah.  

7. Imamiyah mengatakan wakaf tersebut sah dan sesudah itu barang 

tersebut dikembalikan  kepada  ahli waris orang yang mewakafkan.
132

 

Juumhur Ulama juga sependapat bahwa benda yang diwakafkan 

zatnya harus kekal. Sebaliknya, Undang-Undang perwakafan, Imam Malik 

dan Golongan Syi‟ah Imamiyah berpendapat bahwa benda wakaf boleh 

dibatasi oleh limit waktu.
133

  Bagi  Hanafiyah bahwa benda yang 

diwakafkan harus kekal dan diambil manfaatnya secara terus menerus. 

Namun golongan ini tetap menekankan kepada wakaf yang tidak bergerak.  
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Jika mewakafkan benda bergerak, maka Golongan Hanafiyah 

memberikan beberapa persyaratan : pertama, harta bergerak harus 

mengikuti sifat  benda tidak bergerak.  Benda bergerak ada dua macam 

bentuk : 1). Benda itu memiliki hubungan sifat diam dan tetap. Misalnya 

wakaf hewan, bangunan dan pohon.
134

 Menurut Undang-Undang 

perwakafan dan golongan Hanafiyah bahwa bangunan dan pohon adalah 

benda bergerak, namun menempati tempat yang tidak bergerak. 2). Wakaf 

benda bergerak yang diproduksi pada tempat yang tidak bergerak. Misalnya 

peralatan berat atau ringan  untuk membajak sawah dan kerbau, sapi dan 

sejenisnya  yang dipekerjakan di ladang. Kedua,  benda bergerak lain yang 

dapat dipergunakan untuk perang. Misalnya senjata dan binatang – kuda, 

keledai, onta - dan sejenisnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi :  

 فً فشعب ادزغت ٍِ ٗعيٌ عئٍ الله صيى الله ه سع٘ قبه ٕشٌشح اثً ٗعِ

 ٍخ اىقٍب ًٌ٘ ٍٍضأّ فً ٗث٘ىٔ ٗسٗصٔ شجعٔ فبُ ثب ٗادزغب اٌَبّب الله عجٍو

 – سي ٗاىجخب ادَذ سٗآ – د دغْب

Artinya : dan dari Abu Hurairah berkata : bersabda Rasuluah SAW. “barang 

siapa mewakafkan  kudanya (untuk perlengkapan) dalam 

perjuangan dijalan Allah dengan penuh perasaan iman dan 

mengharap ridha Allah, maka makanannya, kotoran dan air 

kencingnya di hari kiamat nanti dalam timbangannya akan 

terdapat beberapa kebaikan .( Hadis diriwayatkan oleh ahmad dan 

Bukhari). 
135

    

 

Ketiga, mendatangkan dan bermanfaat untuk Ilmu Pengetahuan. Misalnya,  

berwakaf berupa kitab-kitab dan mushaf. Ilmu pengetahuan adalah sumber 
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pemahaman dan tidak ta‟arudh dengan nash. Bagi ulama Hanafiyah bahwa 

ada kekhawatiran  benda wakaf tidak kekal, kemungkinan kekalnya manfaat 

sama artinya mengambil manfaat.  Ilmu Pengetahuan yang sifatnya kekal 

dan tidak berbeda dengan mewakafkan dirham dan dinar. Menurut  mereka 

sebagaimana kebolehan  mewakafkan barang-barang yang telah menjadi 

kebiasaan seperti tempat memanaskan air, sekop,  kampak untuk menggali 

kubur dan untuk menusia bekerja.
136

   .              

3. Mauquf „alaih, sasaran wakaf atau yang berhak menerima wakaf yaitu orang 

atau lembaga yang diserahi tugas untuk memelihara dan memanfaatkan 

barang yang diwakafkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolekan.
137

 

Syariat Islam. Ada perbedaan dikalangan para fuqaha mengenai jenis ibadah 

seperti :  

a). Mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf „alaih ditujukan untuk 

ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika 

tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Dengan 

argumentasi bahwa wakaf orang Islam diperutukkan kepada semua 

syi‟ar-syi‟ar Islam dan pihak pengguna untuk kebajikan, seperti 

orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. 

Selain itu tidak sah jika dilakukan untuk perbuatan maksiat,  seperti 

judi, minuman arak dan lain sebagainya.   
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 b). Mazhab ini memandang  sah wakaf non Muslim untuk kepentingan 

umum seperti tempat ibadah,  pembangunan masjid, biaya masjid, 

bantuan kepada jama‟ah haji dan lain-lain.   

 c). Berbeda dengan Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki mensyaratkan bawa 

peruntukkan wakaf untuk ibadah, mensyiarkan agama Islam dan 

badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim untuk Masjid  

dan Syari‟at Islam.   

 d). Sedangkan Mazhab Syafi‟i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf 

„alaih adalah untuk ibadah tanpa menurut pandangan Islam saja, 

tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan 

non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat 

peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak 

sah wakaf Muslim kepada non muslim untuk  badan-badan sosial 

yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.
138

   Mauquf „alaih 

adalah tujuan wakaf, dimana  benda wakaf harus dimanfaatkan   

sesuai dengan kapasitas   yang diperbolehkan oleh syari‟at Islam.    

Mauquf „alaih juga disebut dengan qurbat yaitu pendekatan diri 

kepada Allah. Jadi objek dari  waqaf adalah kebajikan qurbat dalam 

rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt. Misalnya wakaf kepada fakir 

miskin, menyantuni para ulama, keluarga kerabat atau kemaslahatan 

umum seperti mesjid, madrasah, pengadaan perpustakaan untuk 
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kepentingan ilmu pengetahuan, pengadaan  al-Qur‟am, jembatan, 

memperbaiki jalan dan lain sebagainya. 
139

    

Dalam buku Ilmu Fiqh disebutkan bahwa wakaf itu terbagi kepada 

dua macam, wakaf ahli dan wakaf khairi. Wakaf ahli ialah wakaf yang 

diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, 

keluarga wakif atau bukan. Oleh karena wakaf ahli adalah wakaf 

diperuntukkan bagi orang-orang khusus atau orang tertentu maka   

disebut pula dengan wakaf  khusus.
140

 Wakaf ini ketika tejadi kendala 

ternyata  orang dalam shigat telah tiada, atau tidak berketurunan dan 

pengurusannya pun terbengkalai, maka kembali sebagai wakaf biasa 

(wakaf umum).  

Sedangkan wakaf khairi ialah wakaf yang sejak semula manfaatnya 

diperuntkkan untuk kepentingan umum, seperti mewakafakn tanah untuk 

mendirikan mesjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya dapat 

dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. 
141

  

Sebenarnya  wakaf ahli dan wakaf khairi tujuannya sama, untuk 

membantu pihak-pihak  yang memerlukan dalam  mewujudkan perintah 

Allah kepada manusia yaitu menafkahkan sebagian hartanya dijalan 

Allah Swt. sebagaimana firman Allah Swt.  

                                                 
       

139
 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Wa  Adillatuhu, hlm. 193. 

       
140

 Departemen Agama, Ilmu Fiqh, (Jakarta: Peroyek Pembinaan Prasarana   Perguruan Tinggi 

Agama Islam, 1986, hlm. 220.  

       
141

 Departemen Agama RI, Ilmu Fiqh,  hlm.221.  



 

  

  

 

408 

                        

      

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang 

sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang 

kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka 

Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
142

 
 

Sedangkan perbedaan wakaf ahli dan wakaf khairi, wakaf ahli 

hanya diperuntukkan pemanfaatannya bagi keluarga wakif, seperi anak-

anak, cucu dan cicit atau keluarga terdekat lainya. Jikalau semua 

turunannya tidak ada, baru berpindah kepada orang lain untuk 

dimanfaatkan,  termasuk  janda, anak yatim piatu, para kaum dhu‟afa 

lainnya. 
143

   

Peralihan pemanfaatan  benda wakaf dari keturunan wakif kepada 

orang lain, berarti benda wakaf kembali kepada Allah dan tidak kembali 

kepada ahli waris wakif. Mengenai kerabat apakah ahli waris atau bukan 

ahli waris, wakif boleh memberikan wakaf dan meanfaatkanya kepada 

keuarganya yang menjadi tanggunganya selama masih hidup. Perbuatan 
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itu adalah suci dan Rasulullah pernah menjelaskan bahwa keluarga lebih 

baik dari pada memberikan benda wakaf kepada fakir miskin yang bukan 

keluarga. 
144

   

Secara garis besar, para ulama dan golongan Malikiyah sepakat 

bahwa wakaf ahli adalah sah dan telah dilaksanakan oleh kaum 

Muslimin.
145

 Perktek wakaf ahli juga telah dilakukan para sahabat Nabi. 

Misalnya Umar bin Khattab r.a telah memberikan wakafnya kepada para 

fakir miskin, sahabat karib, memerdekakan budak, berjuang di jalan 

Alah, para tamu dan orang yang kehabisan bekal diperjalanan.  

Demikan pula yang disebut dengan Zawil Qurba, yaitu keluarga 

yang    fakir dan miskin, baik ahli waris maupun bukan. Sahabat Zuber 

bin „Awwam mewakafkan rumahnya untuk ana-anaknya. Walaupun 

demikian, pada umumnya wakaf itu untuk mendekatkan diri kepada Allah 

Swt Bersedekah kepada keluarga akan lebi baik jika keluarga sangat 

membutuhkan. Dalam sebuah hdis Nabi bersabda : 

ٗعِ عيَبُ ثِ عب ٍش عِ اىْجً صيى الله عئٍ ٗ عيٌ قب ه اىصذ قخ عيى 

 سٗآ – ٗصيخ قخ صذ اصْزبُ اىشدٌٍ ري ىعي ًٕٗ قخ صذ    اىَغنٍِ 

  ٗاىزشٍٍزي جٔ ٍب ٗاثِ ادَذ

      Dan dari Salman 1bin Amir, dari Nabi Saw. Ia bersabda :”sadaqah 

kepada orang miskin itu berarti satu sadaqah, tetapi kepada kerabat 

mempunyai niai ganda, yakni sadaqah dan silaturrhami.” 

(Diriwayatkan Oleh Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi). 
146
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Demikian pula Usman bin Affan memberikan wakafnya di 

Khaibar kepada Iban bin Usman, dan Yazid bin Sabit mewakafkan 

rumahnya kepada anak  keturunannya. Demikianlah keabsahan wakaf 

ahli.   

Mengenai penjelasan wakaf khairi, dari awal  memang  

diperuntukkan kepentingan umum sebagaimana yang telah diperaktekkan 

oleh Usman bin Affan. Sebagaimana Sabda Nabi:  

ظ ثٖب ٍب ء ٗعِ عضَب ُ اُ اىْجً صيى الله عئٍ ٗعيٌ قذً اىَذٌْخ ٗىٍ

ٌغزعزة غٍش ثئش سٍٗخ فقب ه ٍِ ٌشزشي ثئش سٍٗخ فٍجعو فٍٖب دى٘ٓ ٍع 

سٗآ  –دلاء اىَغيٍَِ ثخٍش ىٔ ٍْٖب فى اىجْخ فبشزشٌزٖب ٍِ صيت ٍبىً 

 اىْغب ئى ٗاىزشٍٍزي ٗقب ه دذٌش دغِ 

Dan dari Usman, bahwa Nabi Saw. pernah datang ke Madinah, 

sedangkan di Madinah ketika itu tidak ada air tawar kecuali sumur 

rumah, lalu Nabi Bersabda, “Siapakah yang mau membeli sumur 

rumah  kemudian ia mengambil air dengan timbanya dari sumur itu 

bersama-sama dengan yang lebi baik dari pada sumur itu di Syurga. 

Kemudian sumur itu saya beli dengan yang ada padaku.  (Hadis 

diriwayatkan oleh Nasa‟I dan Tirmizi, dan Tirmizi mengatakan 

hadis ini hadis Hasan). 
147

 

 

  Berdasarkan hadis di atas, hakekat wakat itu untuk kepentingan 

kemaslahatan umum  dan kebutuhan msyarakat sesuai dengan syari‟at 

Islam, namun secara spesifikasi untuk mendekatkan diri kepada Allah 

dengan jalan membelanjakan sebagian harta kepada orang yang sangat 
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membutuhkan, para fakir miskin, ulama,  berjuang fi Sabilillah, ka‟bah, 

ribat, sekolah dan urusan-urusan pardhu kifayah.
148

   .  

4. Shigat, statemen wakaf dari wakif (ikrar wakaf). 
149

  Atau pernyataan 

wakif terhadap harta yang diwakafkan baik tertulis, lisan maupun isyarat 

yang dapat dipahami maknanya. Jadi lafal terbagi dua : 

 1). Lafal yang diucapkan dengan jelas (sharih).
 150

   Adapun  yang 

dimaksud jelas adalah popular dan sering digunakan. Misalnya: 

“ ٗعجيذ -ٗدجغذ-ٗقفذ “  Bila lafal ini dipakai dalam ijab waqaf, maka 

sah lah wakaf tersebut, sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu 

pengertian lain kecuali pada wakaf.  

 2). Lafal dalam bentuk kinayah dengan kata “ ٗاثذد –ٗدشٍذ  -صذقذ  

“yang memungkinkan adanya lafal musytarak yaitu dapat berarti 

wakaf dan dapat pula bermakna lain seperti, sedekah wajib dan 

sedekah sunnah. “دشٍذ” dapat pula berarti dzihar, tapi bisa juga 

berarti wakaf. “اثذ د”  bisa berarti semua  pengeluaran harta benda 

untuk selamanya. Namun lafal kinayah tidak lazim digunakan, 

kalaupun digunakan haruslah memenuhi kriteria seperti: 

3). Harus disertai dengan lafal lain yang dapat menjelaskan maksud baik 

dari wakif, seperti sedekah yang diwakafkan, ditahan atau 

didermakan. 
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4). Juga harus disertai dengan salah satu sifat dan karakter wakaf 

sehingga penyertaan kata sebab kinayah adalah untuk menghindari  

dan  menghapuskan skeptis.  

 5).  Niat, sangat menentukan dalam melakukan transaksi wakaf.
151

      

            Shigat adalah salah satu ucapan yang dilakukan ketika menyerahkan 

benda wakaf,  ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima 

(Ijab dan Qabul). Jika tidak ada Qabul maka tidak sah. Misalnya, kalau  

seorang berkata kepada dua orang  aku mewakafkan ini kepada salah 

seorang kamu tidak sah, atau berkata jika berwakaf terhadap sesuatu yang 

maksiyat seperti,  memakmurkan gereja maka wakafnya bathal. Karena hal 

itu sama artinya berbuat maksiyat.
152

  

 Dan shigat
153

 ini merupakan salah satu rukun wakaf. Polemik 

mengenai rukun, golongan Hanafiyah memandang bahwa rukun wakaf 

hanyalah sebatas shigat yang menunjukkan kepada substansi wakaf.yang 

terdiri dari makna-makna lafal atau ungkapan yang menunjukkan kepada 

terjadinya wakaf.
154

 Berbeda  dengan Hanafiyah, Al-Khurasyi, mengatakan 

bahwa rukun wakaf ada empat yaitu barang yang diwakafkan, shighat 
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(lafal), wakif, dan mauquf „aliah.
155

 Dan bahkan  pasal 6 dalam Undang-

Undang Perwakafan  memberikan 6 kriteria.
156

  

 Golongan Hanafiyah   berpandangan  bahwa shigat wakaf hendaklah 

munjiz, yaitu wakaf  berlaku setelah selesai shighat wakaf  diucapkan oleh 

wakif. Jadi jika ada pernyataan yang mengandung pengertian bahwa wakaf 

itu baru berlaku hukumnya setelah wakif meninggal dunia maka hal itu 

bukanlah wakaf tetapi wasiat,
157

  bahkan  shigat wakafnya jika dikaitkan 

dengan waktu yang akan datang juga tidak sah. Namun dikalamgan ulama 

Hanafiyah terjadi inkonsistensi dalam masalah waktu. Inkonsistensi itu 

adalah pada satu sisi Mazhab ini berpendapat  bahwa wakaf itu boleh  ditarik 

kembali berarti dibatasi oleh waktu, sebaliknya jika tidak dapat ditarik berarti 

wakaf itu untuk selama-lamanya yang berarti tidak dibatasi oleh waktu.      

 Lafal sharih, menurut   Imam al-Nawawi adalah seperti lafal Wakaftu 

(saya mewakafkan), Habistu (saya menahan) ata Sabbaltu (saya berderma) 

atau tanahku diwakafkan, ditahan, atau didermakan semua itu merupakan 

lafal yang jelas  (sharih), dan yang demikian ini adalah yang paling benar 
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sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas fuqaha.
158

 Para ulama sepakat bahwa 

wakaf mu‟ayyan dan ghairu mu‟ayyan shigat-nya cukup ijab. Bagi golongan 

Malikiyah, Syafi‟iyah dan sebagaimana golongan Hanabilah  mengatakan 

bahwa jika mauquf „alaih mu‟ayyan harus dengan ijab dan qabul.
159

  

Demikian pula menurut mazhab Malikiyah, kata ta‟bid dalam wakaf 

tidak terlalu penting.
160

  Hanya saja kalau dibatasi oleh waktu, boleh jadi 

wakaf itu batal demikian pendapat golongan Hanafiyah.   

Golongan Malikiyah, mengatakan dengan pembatasan waktu itu 

“boleh”   bukan berarti serta merta memberikan kebebasan kepada wakif 

untuk menarik wakafnya tanpa batas. Akan tetapi si Wakif diperkenankan  

menarik kembali harta wakafnya sesuai dengan  limit yang telah disepakati 

(ikrar wakafnya) telah habis masa berlakunya.  

Berbeda dengan Malikiyah, Jumhur Ulama berpendapat bahwa harta 

yang  diwakafkan telah terputus hak wakif dan telah menjadi milik Allah. 

Namun  bagi  Malikiyah  dan Hanafiyah mengatakan bahwa harta yang 

diwakafkan tetap ada kepemilikan/hak si wakif.
161

  walaupun Abu Yusuf dan 

Muhammad bin al-Hasan dari golongan Hanafiyah, namun keduanya tidak 

sependapat dengan mazhabnya dalam hal ini, ia sama dengan Syafi‟iyah,.    

Ulama Syafi‟iyah mengatakan bahwa pengucapan lafal wakaf harus 

dengan ucapan yang jelas, seperti kata: عجيذ , دجغذ  kata-kata tersebut 
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memang familiar dan markatabel di kalangan masy arakat dan sesuai dengan 

hukum syara‟.
162

 

Pelafalan  dengan  ghairu sharih,  seperti : دشٍذ –اثذد  -رصذقذ  

   ucapan yang  semacam ini tidak sah menurut ulama Syafi‟iyah. Namun  

wakaf itu boleh dan sah bila disertai   dengan kata-kata atau  tambahan 

wakaf. Misalnya kata : ٍ٘ق٘فب -صذ قخ -رصذقذ  
163

   

  Namun bila kata-kata itu berdiri sendiri seperti رصذقذ   maka 

kata-kta tersebut  mengandung pengertian yang debetabel,  karena bisa 

bermakna sadaqah dan dapat berarti  zakat fitrah, zakat mal dan lain 

sebagainya. Oleh karena itu Ulama Syafi‟iyah mengisyaratkan dalam bentuk 

ikrar wakaf   yang jelas. 

Ikrar wakaf secara sharih, dalam hal ini Ulama Hanabilah sependapat 

dengan Ulama Syafi‟iyah, hanya  ada beberapa penyertaan “kata” agar 

menjadi jelas yaitu:  

a). Niat adalah salah satu unsur yang harus menyertai dari pemilik harta,  

b). Di samping itu ia harus di barengi dengan kata-kata yang konkrit,  رصذقذ

 aku  sedekakan yang demikian ini sebagai sedekah  ثنزا صذ قخ ٍ٘ق٘فب

wakaf.   

c). Lafal yang tidak jelas itu dibarengi dengan hal-hal yang berkaitan dengan 

maksud wakaf,  
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d). lafal yang tidak jelas harus  dikaitkan dengan hukum wakaf. seperti: 

“Tanah” ini kusedekahkan untuk si Ahmad, namun saya  tetap 

berkewajiban mengontrolnya selama saya hidup, sedangkan untuk 

pengawasan selanjutnya saya serahkan kepada si Ahmad.
164

  

    Adapun perbedaannya adalah, Mazhab Syafi‟iyah menekankan 

bahwa wakaf itu sah pada lafal.  Sedangkan mazhab Hanabilah 

mengatakan wakaf sah kalau ada indikasi yang menunjukkan kepada 

perbuatan wakaf walaupun tidak dengan lafal tapi cukup dengan fi‟il. 

Seperti orang yang membangun tempat  ibadah lalu mengizinkan orang 

untuk beribadah di dalamnya, atau membuat jembatan lalu mengizinkan 

orang lewat di atasnya.
165

  

Argumentasi logis yang melandasi pendapat mereka adalah :   

1.  Ada kebiasaan yang sudah berlaku demikian,  

2. Pada saat perbuatan itu dilakukan, sesungguhnya substansi 

wakaf telah terlihat,   yang demikian  itu sama halnya dengan 

lafal, 

3. Ada indikasi bahwa hal itu bisa disamakan dengan orang yang 

menghidangkan makanan bagi tamunya. Saat itu. Dengan 

hidangan itu   berarti sama artinya tuan rumah telah 

mengizinkan tamunya untuk menikmati hidangan, tanpa harus 

diucapkan. Demikian juga pendapat Imam Ahmad.
166
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 Dari beberapa pendapat tersebut, konklusi yang terpenting  adalah 

bahwa mayoritas para ulama sepakat bahwa ikrar wakaf adalah  rukun 

wakaf. Namun ada hal-hal  tertentu yang tidak musti diucapkan secara lafal 

karena wakaf tersebut tergolong sebagai wakaf fi‟li.       

  Pada umumnya pengeloaan wakaf di Jambi masih berada pada 

tataran spirituil oriented. Yang dimaksud dengan spirtuil oriented adalah 

pemanfaatan tanah dan harta benda wakaf masih berorientasi kepada ibadah 

yang hanya terfokus kepada tiga hal yaitu; (1). Tanah wakaf 

pemanfaatannya terpusat kepada  masjid/mushala dan langgar; (2) 

Pendidikan, sekolah dan madrasah; (3) TPU dan sosial lainnya.  

Pelaksanaan wakaf baru sebagian kecil yang terlaksana sesuai dengan  apa 

yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.   

 Untuk itu   khususnya  di Kota Jambi, sisitim perwakafan belum 

menyentuh ke level menengah yakni; bentuk wakaf yang semi profesional.  

Walau demikian ada juga tanah wakaf yang telah dimanfaakan untuk 

kegiaan yang bersifat mu‟amalah.  Perwakafan yang semi professional
167

  

itu adalah,  masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama dengan 

periode tradisional, namun pada tataran  ini sudah mulai dikembangkan 

pada pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal. 

Misalnya, masjid yang memiliki  nilai ekonomi karena terletak pada posisi 
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yang strategis, seperti Masjid Agung Al-Falah yang   terletak di jantung 

kota Jambi sehingga dapat dikembangkan secara ekonomi.  

Pada umumnya Untuk wakaf produktif pofesional di Jambi,  dan 

khususnya di Kota Jmbi belum terlalu signifikan  ketika penulis melakukan 

penelitian bentuk  harta benda wakaf masih menempatai antara posisi 

tradisional ke semi professional.   Karena untuk menempati posisisi wakaf 

profesional  ada beberapa  kriteria antara lain : 

1. Partisipasi dan  potensi masyarakat sangat tinggi untuk menjadikan  

tanah itu bergerak secara produktif;  

2. Aspek managemen yang professional; 

3. Sumber daya Manusia (SDM) yang sangat mendukung; 

4. Peran Nazhir yang lebih luas dan akuntabel; 

5. Untuk mendukung potensi ekonomi harus melakukan mitra usaha 

dalam  bentuk benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat 

berharga lainnya; 

6. Juga yang sangat penting adalah  dukungan political will pemerintah 

setempat
168

   

  Lembaga perwakafan adalah salah satu lembaga yang hukumnya 

adalah sunnah, dan lembaga ini salah satu instrumen keuangan Islam yang 

memberikan manfaat kemaslahatan ekonomi seluas-luasnya untuk umat.   

Instrument wakaf sebagai model percontohan  dan pemberdayaanya 

antara lain :   
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C. Pengelolaan Wakaf di  Jambi    

Pada prinsipnya Wakaf adalah salah satu lembaga Islam di  jambi 

dan boleh dikatakan bahwa keberadaannya sejak Islam masuk di Indonesia. 

Jadi wakaf sudah melembaga dalam masyarakat muslim Indonesia. Manfaat 

harta wakaf pun sudah banyak dirasakan oleh sebagian umat Islam. Harta 

wakaf di Jambi, pada umumnya  adalah al-Muta‟abbad untuk pengabdian 

vertikal kepada Allah Swt.  seperti masjid, rumah sakit, kuburan jalan umum, 

rumah untuk anak yatim piatu,  pasar,  pendidikan (sekolah)  dan lain-lain. 

Namun pengelolaan harta benda yang berkaitan dengan lembaga pendidikan 

lebih berkembang untuk kepentingan public.  

Pada tataran paradigm, wakaf telah bergerak dari sekedar 

pemanfaatan suatu benda tidak bergerak berupa tanah dan bangunan mulai 

merambah ke dalam uapaya pemanfaatan berbagai barang /benda yang 

memiliki muatan ekonomi produktif.  Sementara pada tataran praktik, wakaf  

kini mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan alat 

ekonomi seperti uang, saham dan sebagainya.
169

  

 Dengan cara demikian,  maka wakaf akan lebih berarti dan dapat 

mendatangkan  manfaat kepada  umat Islam  khusunya di Jambi. Untuk 

meminimailisir masalah financial daam rangka  pemeliharaan harta wakaf, ada 

usaha memperolehnya dari harta wakaf dan ada pula yang mencari dana dari 

sumber lain seperti dana zakat, infaq, maupun sadaqah. Namun ada  beberapa 

lembaga pendidikan yang lebih banyak memanfaatkan tanah wakaf seperti :         
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1.   Pengelolaan Tanah Wakaf Pondok Pesanteren Al-Jauharen.  

Pondok Pesanteren ini terletak di jalan KH. A.Majid Kelurahan 

Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Kota  jambi, bediri Tahun 1927 

dengan luas 7.935 M2 dan telah bersertifikat. Tanah ini diwakafkan oleh 

K.H. Sirajuddin H. Muhammad dan Yahya Abdullah sebagai wakif, K.H. 

Sirajuddin H. Muhammad merangkap Nazhir (ketua), M. Nasir Edi 

(wakil Ketua), Sihabuddin Chudhori (Sekretaris), Alwi H. Mahfuz (Wakil 

Sekretaris), Abdul Rofur (Anggota) dan K.H. Sirajuddin sebagai Mudir 

sekaligus.   

Lembaga pendidikan ini di samping tanah yang ditempati sebagai 

lokasi pendidikan, juga memiliki  tanah wakaf sebagai investasi 50 hektar  

diperoleh tahun 1990 dan lokasinya  terpisah yaitu,  terletak di Desa 

Teluk Jambu dekat Aur Duri II Jambi yang disumbangkan oleh dua orang 

bersaudara, Fahri Usman dan Marzuki Usman, mantan Men-Ko Kesra  di 

Era Gusdur. Kemudian tanah wakaf  seluas 16 hektar telah digarap untuk 

perkebunan sawit
170

 sedangkan  lebihnya belum digarap  atau  masih   

lahan tidur.  

Lahan yang sedang digarap untuk perkebunan sawit tersebut 

diperuntukkan kepentingan lembaga baik kesejahteraan guru  maupun 

santrinya. Sedangkan yang belum digarap sedang didesign unutk 

dijadikan wakaf produktif.  Jika asset yang belum digarap ini  dikelola 

secara produktif dan professional, maka lembaga ini akan memperoleh  
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omset yang demikian besar dan dapat menggaji guru  bukan dari SPP,  

bahkan para santri dapat memperoleh pendidikan gratis. Demikian juga 

Pondok ini sedang membangun Masjid permanen dari konstruksi beton 

berlantai 3 dan lantai yang paling bawah dijadikan asrama utuk para 

santri.
171

  

 Memang lembaga ini ke depan telah mencanangkan program  

pendidikan sekolah gratis. Lembaga ini memiliki Visi, untuk mencapai 

prestasi unggulan sesuai dengan tujuan dan tekad Pondok Pesantaren  Al-

Jauharen dan juga amanat Masyarakat. Sedangkan Misi: 

1.  Bertujuan mewujudkan generasi Islam yang menjunjung tinggi dan 

menegakkan nilai-nilai iman dan taqwa secara berakhlakul karimah. 

2.  Bertujuan meningkatkan pelayanan pendidikan baik inrakurikuler 

maupun eksatrakurikuler.  

3. Bertujuan menciptakan kesadaran akan pentingnya keteladanan sesuai 

dengan jiwa Tutwuri Handayani yang selaras  dengan pengawasan 

efektif dan efisien.  

Berdasarkan Visi dan Misi untuk menjadikan  lembaga pendidikan 

yang memiliki keungulan, maka di samping meningkatkan mutu 

pendidikan juga   melakukan berbagai macam aktivitas dan terobosan 

dalam rangka pemanfaatan tanah wakaf. Adapun aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan  oleh lembaga ini antara lain :     

a.  Pemanfaatan Tanah Wakaf. 
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4. Peternakan sapi; 

5. Peternakan Bebek; 

6. Tanah Persawahan;  

7. Ruko  (Rumah toko). 

8. Perkebunan/sayur-sayuran 
172

 

b. Pemanfaatan Tanah Dalam Bentuk Koperasi .  

1. Toko Bangunan; 

2. Air Minum Isi Ulang Al-Jauharen; 

3. Tempat keterampilan Konveksi; 

4. Bengkel motor Al-Jauharen;  

5. Perpustakaan; 

6. Rumah sehat. 
173

 

2. Yayasan   Pondok Pesanteren As’ad  Kota  Jambi. 

Pondok Pesantren As‟ad memiliki tanah wakaf yang cukup untuk 

mengembangkan tanah wakaf seluas-luasnya. Ada 1 ½ hektar  dan  

memiliki menejerial yang cukup baik terkait dengan konsep yang 

dikembangkan sebagai education centre di Kota Jambi pada umumnya  

maupun pengembangan dalam konteks wakaf yang kemungkinan dapat 

diakses oleh  masyarakat luas.   

Proses pendidikan di Jambi sangatlah kompleks, di daerah ini  

dalam sejarahnya pada tahun 1915  telah banyak bermunculan 
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pendidikan Islam, seperti madrasah-madrasah dan pendidikan yang 

berkiprah ditengah-tengah masyarakat. Namun patut disayangkan 

ketika itu, jika sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah tersebut banyak 

yang tidak aktif  lagi. 
174

 

Ada banyak faktor yang menyebabkan degradasi  antara lain, 

karena madrasah tersebut masih memiliki methode kurikulum yang 

tradisonal tanpa mengacu kepada kurikulum  berbasis kompetnsi, yaitu 

perpaduan antara ilmu umum dan ilmu agama sebagai tuntutan pasar 

(Market oriented) dan kemandekan itu terjadi dan  berlangsung lama 

hingga awal era kemerdekaan RI.
175

  

Walau demikian masih ada tanah-tanah wakaf lain sebagai 

tempat-tempat belajar dan langgar-langgar untuk dijadian  kegiatan  

pendidikan dan pengajaran non formal, tempat ini lebih dikenal dengan 

nama “langgar putih.”
176

  Langgar ini didirikan pada tahun 1868 oleh 

Asy-Syekh Khotib Mas‟ud
177

 sebagai  sumbangan tanah wakaf.   Dan  

dari sinilah cikal bakal menjadi Pondok Pesanteren yang semula 

terletak di Ulu Gedong  Kota seberang Jambi. Dan langgar ini pun 

djadikan tempat proses belajar mengajar   terutama dalam pengajian 
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kitab kuning dan subjek-subjek bahasan lainnya sebagai  pusat kegiatan 

masyarakat.  

Dan setelah beliau wafat digantikan oleh anaknya Al-„Allamah  

Al-Syekh Abdul Majid Jambi yang pernah mengaji di Mekkah dan 

seangkatan dengan Syekh Ahmad Khatib Minang Kabau. Pada tanggal 

26 Jumadil Awwal 1369 H. hingga akhir   tanggal 29 Agustus tahun 

1951 M, di atas tanah wakaf inilah didirikanlah Pondok Pesanteren 

As‟ad, dengan ukuran gedung yang cukup sederhana yang berukuran 35 

x 17 M2  yang terletak  di atas lahan tanah wakaf seluas 1½ hektar 

dengan  Akte Notaris Nomor 62/1963 dan pada tahun yang sama  ketika 

itu mucullah sosok pigur berfikiran moderat yaitu, K.H. Abdul Qodir 

bin Ibrahim  yang diangkat sebagai mudir
178

 

Setelah beliau wafat digantikan oleh K.H.  Nurdin Abdul Gani, 

sebagai Kepala Yayasan, lalu nama Yayasan itu berubah menjadi 

Yayasan Perguruan As‟ad dengan Mudir dipegang oleh Drs. K.H. 

Hasan bin K.H. Qodir bin Ibrahim.   Pada tahun 1985 beliau diganti 

oleh K.H.M. Nadjmi bin K.H.A. Qodir bin Ibrahim sebagai Mudir 

hingga sekarang.   

Adapun visi dan misi perguruan ini adalah untuk membantu 

pemerintah dalam memfasilitasi sarana pendidikan Islam dan Ilmu 

Pengetahuan bangsa baik yang bersifat umum maupun agama.  Senada 

dengan bunyi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal 
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dalam Anggaran Dasar Yayasan Perguruan As‟ad. Setelah itu,  para 

santri yang menamatkan pendidikannya baik di tingkat menengah 

pertama ataupun tingkat menengah atas, demikina pula perguruan 

Tinggi Umum dan swasta lainnya diharuskan mengabdi di Pondok 

Pesanteren.
179

  

a.  Sekilas kegiatan  Pendidikan  Pondok Pesanteren As’ad.   

   Yayasan Perguruan As‟ad mengasuh lembaga pendidikan antara 

lain :  

1). Sekolah Tingkat Kanak-kanak, didirikan pada tahun 1962 karena 

kurangnya peminat,  lalu ditutup pada  tahun 1981 dan dibuka 

kembali pada tahun 1984 kembali ditutup hingga sekarang,  

 2). Pernah membuka Madrasah Wajib Belajar (MWB) yang 

didirikan pada tahun 1962, setelah  berjalan beberapa tahun, 

lalu ditiadakan.  

 3).  Sekolah Dasar Islam (SDI) didirikan tahun 1968. 

 4).   Madrasah Ibtidaiyah Putra didirikan 1968 

 5).   Madrasah Ibtidaiyah Putri didirikan tahun 1969 

 6.  Madrasah Ibtidaiyah Putri II berlokasi di Kelurahan Kampung 

Tengah yang didirikan pada tahun 1972.  

 7.  Madrasah Ibtidaiyah Putra/Putri Cabang Pulau Pandan didirikan 

tahun 1978, karena kesulitan guru dilokasi, lalu ditutup.  

 8.    Madrasah Tsanawiyah Putra (dahulu bersistim kelas 7). 
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 9.    Madrasah Tsanawiyah Putri didirikan tahun 1988. 

10. 10.PGA 6   Tahun didirikan tahun 1959 sejak tahun 1980 

dilebur menjadi Madrasah Aliyah Putra. 

11.   Ma‟had „Aly dibuka mulai 2004. 
180

 

Kemudian Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) Olak Kemang 

dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)  Olak Kemang yang sekarang 

sudah memiliki gedung sendiri, sebelumnya adalah milik Yayasan 

Perguruan As‟ad yang dinegerikan pada tahun 1969, begitu juga 

Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Tarbiyah  IAIN Sulthan Thaha 

Saifuddin Jambi yang dinegerikan tahun 1967. 
181

 

7.  b. Pengembangan Tanah Wakaf  di Pesanteren As’ad.  

Di samping memiliki sarana pendidikan yang cukup luas, 

pondok ini juga menyediakan 5 buah Asrama putra dan Asrama Putri 

berlantai dua yang  dibangun secara  permanen dam  sarana olahraga 

dan tempat ibadah (Mushalla).  Pengembangan tanah wakaf di Pondok 

Pesanteren As‟ad dikelola dari kalangan keluarga secara turun temurun 

dari bapak diwariskan ke anak dan saudara. Kalau demikian wakaf ini  

bersifat wakaf dzurry atau wakaf ahli, ( wakaf keluarga).  

Dan guru-guru   pengasuh Pondok ini mayoritas  direkrut   dari 

kalangan  keluarga. Hal ini  dapat dilihat  dari ketua yayasan  

(pimpinannya) silih berganti dari dalam.   Misalnya pendiri dan 

merangkap sebagai Mudir adalah  K. H. Qodir bin Ibrahin, setelah itu 

                                                 
       

180
 Survey, tgl.12 – 1 – 2011. 

       
181

 Buku Panduan Santri Baru, Pondok Pesanteren As‟ad Jambi, tahun 2010 



 

  

  

 

427 

diganti oleh anaknya,  Drs. K. H. Hasan bin K.H. Qodir Bin Ibrahim 

dan kemudian diganti oleh saudaranya K.H.M. Najmi bin K.H. Qodir 

bin Ibrahim hingga sekarang.
182

   

Walaupun demikian, kemajuan pondok ini senantiasa 

berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga  lembaga ini 

menyediakan sarana dan prasarana antara lain: 

 1. Pusat perbelanjaan untuk para santri dan masyarakat sekitarnya; 

2. Koperasi simpan pinjam diperuntukkan bagi para guru, para santri 

dan  berlaku di lingkungan sendiri;  

3. Internet  untuk menunjang kegiatan belajar mengajar; 

4. Langgar/Mushalla al-Ikhlash. 

 Demikian pula pemanfaatan tanah wakaf ini secara lebih luas 

berinteraksi dengan masyarakat melalui berbagai aktivitas lain. 

Adapun kegiatan tersebut   antara lain :   

a) Interaksi dengan masyarakat lingkungan yaitu dengan mengadakan 

kegiatan sifatnya amal, seperti perayaan Maulid Nabi, Isra‟ Mi‟raj, 

Majlis Taklim melalui Yasinan dan sebagainya.  Demikian pula 

melakukan gotong royong  bersama dalam membangun atau 

memperbaiki  mesjid atau langgar dan kebersihan lingkungan.  

b) Interaksi dengan Pemerintah dengan saling bantu mebantu 

melaksanakan program terutama menyadarkan masyarakat seperti, 

ikut berpartisipasi dan mengawasi jalannya roda  pembangunan, 
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apa lagi Bapak Gubernur Hasan Basri Agus yang lebih dikenal 

dengan  (HBA) adalah alumni Pondok Pesantren As‟ad.
183

  

Kerjasama yang bersinerji antara  pimpinan   pondok dengan 

lembaga-lembaga yang ada menyebabkan pondok pesanteren ini makin 

lama semakin menunjukkan kiprahnya dan prestasinya, sehingga 

jumlah alumninya hingga sekarang mencapai 15.000 dan telah 

mengabdikan tenaganya untuk kepentingan bangsa, negara dan agama 

sesuai dengan spirit  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga 

pondok pesanteren.      

 3. Tanah Wakaf Pondok  Pesanteren Nurul Iman.   

a. Proses berdirinya Madrasah Nurul Iman.     

 Madrasah Nurul Iman ini didirikan oleh Perukunan 

“Tsamratul Insan” yakni; salah satu organisasi sosial keagamaan 

yang berkedudukan di Kampung Ulu Gedong Kota seberang Jambi 

yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Residen Negeri Jambi, 

No: 1636. Tanggl 10 September 1915 yang bertepatan dengan  

Tanggal 1 Dzulhijjah 1333 H. Organisasi “Tsamratul Insan”   pada 

tahun 1915 mendirikan Madrasah Nurul Iman yang konstruksi 

bangunannya terbuat dari buluh  atau (bambu) sebagai cikal bakal 

lahirnya Madrasah tersebut. Pembangunan itu melalui sisitim Gotong 

royong, yang berarti tanah wakaf diperoleh berdasarkan  swadaya 

masyarakat. 
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 Pondok Pesanteren ini adalah Pondok Pesanteren yang tertua 

di Propinsi  Jambi.  tampil untuk membela daerah dalam rangka 

memperbaiki sistim pendidikan di Jambi. Perguruan ini  dibangun  

diatas tanah wakaf dengan luas area 1 1/2 hektar
184

 

Adapun visi Pondok Pesanteren ini adalah “Pondok 

Pesanteren sebagai pusat exellent memberikan kontribusi dibidang 

Ilmu Pengetahuan yang terintegrasi antara  IPTEK dan IMTAK”.  

Sedangkan misi Pondok Pesanteren ini, moral oriented, quality  

oriented dalam keilmuan dan moral dalam rangka mengembangkan 

sumber daya manusia yang  berkualitas.  

Pondok Pesanteren ini dibangun di atas tanah wakaf,   yang 

ketika itu masyarakat memandang bahwa amaliyah  wakaf  hanya 

terbatas pada benda-benda wakaf property berdasarkan ikrar,  dan 

tidak dapat mengakomodir tentang  wakaf uang (cash waqf) dan jasa 

yang diproses melalui berbagai transaski yang ditujukan untuk 

keperluan pondok.
185

 Di Pondok ini juga beraliran faham  Imam 

Syafi‟i bahwa harta wakaf yang telah diwakafkan oleh Wakif, telah 

lepas kepemilikannya dan berubah menjadi milik Allah SWT. yang 

tidak boleh dimodefikasi dan design dengan suatu perubahan yang 

menyalahi dari bentuk asal,  apa lagi  mau  diganti, ditukar dalam 

bentuk ruislah sekalipun untuk kemaslahatan  lain.   
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Dalam rangka  mengeksplorasi wakaf,  pihak pimpinan 

pondok umumnya memandang bahwa wakaf terbatas pada benda-

benda tidak bergerak (al-„Iqar) sementara benda-benda bergerak 

walaupun kenyataannya diberikan untuk kepentingan lembaga atau 

kepentingan sosial seperti penerangan jalan, masjid, penyediaan air 

minum di jalan-jalan umum atau penyediaan air wudhu di tempat-

tempat peribadatan dan biaya-biaya  operasional  lembaga diakuinya 

sebagai “amal jariah”
186

 bukan sebagai wakaf.
187

   

b.   Proses Pendidikan  Berpluktuasi.  

Proses perkembangan Pondok Pesanteren mengalami ini 

pluktuatif jika dibandingkan  dengan zaman kejayaannya dengan apa 

yang terlihat. Dewasa  ini  sungguh jauh berbeda dengan keadaan 

yang dahulu. Penyebab ini salah satunya adalah semakin 

berkurangnya ulama pendiri “Tsamratul Insan” karena wafat dan 

tidak ada regeranasi yang dipersiapkan.  Pada hal dahulu, untuk 

ukuran di Jambi  memiliki  “prestisius” dan berprestasi dibidang 

pendidikan.  Namun sekarang mengalami kemunduran. Kemunduran 

ini  ini disebabkan oleh:  

1.  Pengelola sistem admnistrasi dan manajemen madrasah yang 

tidak sesuai dengan tuntutan kemajuan, karena hingga sekarang 
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siswa yang diterima hanya dari kalangan santri (putera) saja  dan 

tidak menerima santriwati.  

2.  2. Kurangnya tenaga guru yang qualified; 

3. Kurang tersedianya dana yang memadai bagi pelaksanaan  

pendidikan dan pengajaran; 

4. Kurang terbinanya komunikasi yang harmonis antara Majelis 

guru Madrasah dengan Dewan Penyantun; 

5. Kondisi perpustakaan yang tidak menunjang bagi proses 

pembelajaran; 

6. Kondisi fisik asrama bagi para santri yang tidak memadai; 

7. Susunan kelas yang saling terganggu apabila proses 

pembelajaran sedang berlangsung, karena keterbatasan ruang 

belajar yang tersedia, sehingga hal ini sangat  mempengaruhi rasa 

keamanan dan kenyamanan bagi para santri.   

 Kemunduran pesanteren ini sebagai kata kunci,  kurangnya 

dana yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar dan 

pengembangan Pondok. Namun, kalau merujuk kepada potensi tanah  

wakaf pondok Pesanteren Nurul Iman  seluas 1,4 hektar yang terletak  

di Jalan Tanjung Lumut Kelurahan Talang Bakung
188

 Kecamatan 

Jambi Selatan tidak mungkin bisa kurangan dana. Namun Asset ini 
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jika dikelola menjadi wakaf paroduktif akan membantu 

memperlancar proses belajar mengajar dan mampu menggaji guru 

secara rutin melalui asset ini.  Walaupun demikian, secara perlahan-

lahan asset yayasan ini mulai dikelola menuju  produktif. Dan 

sekarang   telah melakukan terobosan dengan membangun ruko 

sebanyak  13 buah dan 24 bangunan berupa  bedeng. Walaupun  

bangunannya tidak memenuhi standar  kelayakan, namun ada sistim 

yang dilakukan oleh pihak yayasan yakni, setiap orang yang 

mengontrak di bedeng tersebut  dibebaskan  biaya kontrakan, namun 

ada kesepakatan untuk  memperbaiki bagian-bagian ruko dan bedeng 

yang belum terselesaikan, dan memang bangunannya masih semi 

permanen.
189

 Secara sederhana, bila dilihat dari aspek kemaslahatan, 

hal ini sebagai tindakan penyelamatan dan menjadi investasi 

yayasan.   

Jadi, secara financial,  pihak yayasan telah memiliki modal 

yang cukup untuk mengatasi gaji-gaji guru tanpa mengharapkan 100 

% SPP dari siswa. Oleh karena itu faktor kemunduran Pondok 

Pesantren Nurul Iman dewasa ini tidak selalu terkait dengan dana, 

namun  dapat saja berkaitan dengan manajemen yang harus diubah 

dan  berorientasi pasar (market oriented), kurikulum yang berbasis 

kompetensi.  
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Secara historical, ketika tanah-tanah wakaf dibangun 

memang dilakukan kerjasama melalui tender  bagi hasil dan terjadi 

pengalihfungsian.   Sengaja  ditempuh dengan cara-cara demikian, 

karena menurut pihak Yayasan,  solusi inilah yang terbaik untuk 

menyelamatkan tanah-tanah wakaf untuk pengembangan Pondok 

Pesanteren Nurul Iman. Namun patus disayangkan, karena wakaf ini 

adalah wakaf   dzurry   pihak keluarga wakif   ikut campur dalam 

pembangunan ini, sehingga secara diam-diam   sertifikat  tanah 

dibuat nama pribadi  bukan atas nama yayasan. Dan modus ini  

ketika  diperkarakan pihak Pengadilan  tetap memenangkan  nama  

yang tertera di atas sertifikat.   

Hal ini bisa terjadi pada satu sisi,  karena kelengahan dan 

kelalain dari pihak Yayasan. Sedangkan pada sisi lain, pihak 

keluarga tidak memiliki kesadaran bahwa tanah wakaf yang sudah 

diwakafkan telah menjadi milik Allah SWT.
190

   

Dari beberapa poin tersebut, dapat dipahami bahwa sertifikat 

tanah wakaf sangat perlu untuk penertiban dan pemberdayaan. 

Pengalihfungsian tanah wakaf sesuai dengan tuntutan zaman menjadi 

sesuatu yang penting agar objek-objek wakaf  dapat berdaya guna 

dan berhasil guna. Dinamika pemikiran dan hukum progressif adalah 

menjadi pilihan penting serta  menjadi motivasi bagi para Moslem  

philanthrofi  Islam agar tidak semata-mata memakai teori mu‟abbad. 
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Teori ini telah mendominasi dan  terkonfigurasi dalam masyarakat 

yang berkaitan dengan  kecenderungan mereka bersifat fenomenal, 

dan  substansial sehingga semua pemberian yang ditujukan untuk 

lembaga diklaim sebagai wakaf yang bersifat statis. Seperti yang 

dilakukan orang Islam sejak awal Islam dan awal masuknya agama 

ini di wilayah nusantara. (teori mu‟abbad).   

Ada pihak yang memandang bahwa  legalitas wakaf tidak 

terfokus kepada transaksi (ikrar) yang secara tegas  dinyatakaan 

sebagai wakaf,  namun dapat dioperasionalkan melalui kelembagaan 

saja (alwaqf bi al-fi‟li). Artinya apabila seseorang membangun 

sebuah lembaga dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan umum 

seperti membangun Podok Pesantren, mesjid, mushalla dan 

sebagainya dapat dilegalkan  menjadi wakaf meskipun tidak 

diikrarkan wakafnya, seperti dikemukakan oleh Ibnu Qudama.
191

 

Sebagai konsekwensinya, semua kegiatan pembangunan untuk 

pondok baik berupa sarana dan prasarana maupun berupa fasilitas 

penunjang dapat dianggap wakaf yang sah walaupun tidak diikrarkan 

wakafnya.
192

   

4 . Pondok Pesanteren Al-Nur. 

 Pondok pensteren Al-Nur Tangkit ini berdiri di atas tanah  wakaf  

dengan luas lebih kurang 6 hektar yang diwakafkan oleh seseorang 
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yang bernama Muhammad Mukhlas, dan telah bersertifikat. 7 tahun 

yang lalu  lembaga ini didirikan tepatnya, tahun 2004 yang dipimpin 

oleh seorang mudir  yaitu; Dr. K.H. Marwazi, M.Ag  merangkap 

sebagai dosen Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jamb.
193

    

Pondok pesanteren Al-Nur memiliki Visi dan Misi.  

Visi   : Melahirkan lulusan yang berakhlak mulia dan berkompeten 

dibidang bahasa Arab, bahasa Inggeris dan Eksakta (ilmu 

pati). 

Misi    : Menjadikan bahasa Arab dan bahasaInggrs sbagai bahasa 

pengantar dalam pembelajaran dan percakapan sehari-hari. 

Memberikan akselerasi pelajaran bahasa dan pelajaran ekstra 

melalui penambahan jam belajar di sore atau malam.   

Pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggeris menggunakan metode 

langsung sebagai bahasa pengantar, baik di kelas maupun diluar 

kelas (laboratorium bahasa alami). Setelah satu semester, semua 

pelajaran yang terkait dengan agama  disampaikan dengan  pengantar  

bahasa Arab, yanga terkait dengan bahasa  Iggeris disampaikan 

dengan bahasa Inggeris.
194

  

a. Penggunaan Tanah Wakaf.  

Untuk menunjang kemudahan pendidikan dan pengajaran, dilengkapi  

sarana dan  prasarana yang berupa: 
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 Hasil   Wawancara   dengan   KH. Marwazi,  Mudir  Pondok  Pesanteren  Al-Nur, tgl. 

11- 1-  2011. .   
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  Hasil Wawancara  dengan  Ustaz  Al-Munir, Guru  Pembimbing  Pondok  Pesanteren  Al-

Nur, tgl. 1 – 6 – 201.  
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 1). Laboratorium  Komputer 21 unit;  

2). Dapur Umum Putra dan Putri;  

3). Koperasi Pelajar yang dikelola oleh palajar.  

b.   Koperasi Wakaf Pondok Pesanteren: 

1). Toko Bangunan; 

2). Tempat keterampilan Konveksi;  

3).  Air Minum Isi Ulang (An-Nur Water); 

4). Perpustakaan; 

5). Rumah sehat/UKS (Bekam/ Blood cupping);  

c.  Sarana Olahraga yang berupa: 

1). Bola Kaki; 

2).  Footsal; 

3). Bola Volley; 

4). Bola Basket; 

5). Bola Takraw; 

6). Badminton; 

7).  Tennis Meja; 

8). Dan lain-lain.
195

   

 Pondok  Pesanteren ini dalam memanfaatkan tanah wakaf 

tergolong sebagai wakaf  Produktif  dapat menghasilkan dan menjadi 

sumber keuangan untuk kesejahteraan para guru-guru lembaga ini 

memiliki berupa  :  

                                                 
195

  Observasi  langsung, tgl. 1 -6 - 2011. 
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a. Peternakan sapi; 

b. Peternakan Bebek; 

c. Bengkel dan pencucian mobil;  

d. Ruko  (Rumah toko) 1 buah; 

e. Juga memiiki jasa biro perjalanan via pesawat terbang. 
196

   

Pondok Pesantren Al-Nur ini telah mampu menghasilkan dari 

omset-omset tersebut sekitar Rp. 3000.000 perbulan. Dan menurut 

rencana pimpinan Pondok akan mengalih fungsikan satu asset Yayasan 

dengan menjual  ruko    untuk membangun Mushalla Pondok Pesanteren 

Al-Nur dengan bangunan  secara permanen.   

5. Pondok Pesanteren Sa’adatuddaren. 

Pondok pesanteren Sa‟adatuddaren ini terletak di Seberang Kota 

Jambi yang berdiri pada tahun 1915/1333 H. yang dipimpin oleh seorang 

Mudir  yang bernama KH. Ahmad Syakur, dan lebih kurang 8 tahun 

memimpin Pondok Pesanteren ini.  Maka pada tahun 1923 M  digantikan 

oleh KH. Abdurrahman, lalu secara berturut-turut silih berganti 

memimpin Pondok Pesanteren ini, dan mengalami stagnan selama 

penjajahan Jepang.  

Baru pada tahun Dan pada tahun klalu digganti oleh Kata 

Sa‟adatuddaren yang berarti “kebahagiaan di dua negeri”.  Penamaan 

ini,  memiliki filosofi yang sangat mendalam melalui makna dua 

kebahagiaan, pendidikan umum dan agama  yang berorintasi kepada 
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  Observasi  langsung   tgl. 2- 6- 2011 
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Dunia dan  Akhirat.     Pondok Pesanteren Sa‟adatuddaren memiliki tanah 

wakaf  yang terletak di jalan Pasir Putih, Kelurahan Pasir Putih
197

 

Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.  Wakaf  ini tercatat sebagai wakaf 

dengan APAIW  No. JB/Surat Keterangan No.  KA. 18/499/Ua. Luas 

tanahnya  600 M2. Sedangkan sertifikat wakafnya masih dalam proses 

penyelesaian dan termasuk program prona wakaf.
198

  

a. Pemanfaatan tanah Wakaf.  

Di atas tanah wakaf, di samping   melakukan aktivitas  proses 

belajar mengajar, juga telah memanfaatkan tanah-tanah wakaf sebagai 

aset ekonomi  berikut ini :   

1. Membuka Rumah Makan dengan logo “Nan Tongga”;   

2. Sarana Oaharaga Lapangan Footsal;   

3. Bengkel Mobil;  

4. Pencucian Mobil; 

5. Lokasi Penjualan Bibit  Bunga;  

6. Perpustakaan.  

b.  Koperasi Wakaf Pondok Pesanteren 

1. Toko Bangunan; 

2. Koperasi Simpan Pinjam para santri. 

c. Rencana ke Depan  
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 Lokasi Tanah Wakaf  Kelurahan Pasir Putih ada  15  lokasi  atau (8,67 %) dengan luas 

40.523. dan ada  9  lokasi atau (60 %) dengan luas  39.502. Sedangkan yang  belum  bersertifikat  

6 lokasi atau (40 %) dengan luas  1,021 m2.(Rekapitulasi Bertia Acara  pendataan Tanah Wakf  

Pada KUA-Kecamatan Jambi Selatan, tahun 2010).       
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 Hasil Wawancara dengan Bapak Nasir Ahmad Bajuri, salah seorang pengurus Pondok 

Pesanteren Sa‟adatuddaren Kota Jambi,  tgl. 5-2-2011. 
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1. Membangun Rumah Sakit Islam; 

2. Membangun Pom Bensin.
199

  

D. Pengelolaan wakaf  Pada  Umumnya.  

Pada umumnya pengelolaan wakaf di Indonesia belum seperti 

pengelolaan wakaf yang ada di Negara-negara Islam, katakanlah seperti  

Mesir, Saudi Arabia dan Yordania. Di Indonesia pengelolaannya masih 

sederhana namun ada juga sebagian telah mengelola tanah wakaf secara 

produktif  karena   di dukung oleh infra struktur dan supra satruktur  yang 

memadai. Misalnya Pondok Modern Gontor yang berasal dari tanah wakaf,  

kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak dapat 

dipisahkan dari peranannya sebagai sebuah lembaga pendidikan yang tegak 

secara kokoh diatas tanah wakaf. Kekohon itu didukung oleh SDM,   

manajemen dan stakeholder-nya yang cukup.   

Pondok yang didirikan pada tahun 1926 dan diikrarkan wakafnya 

tahun 1958
200

  dimana Pondok ini memiliki fasilitas seperti :  

a. Asrama; 

b. Ruang-Ruang Belajar; 

c. BPPM (Aula); 

d. Masjjid; 

e. Ruang Bapenta (bagian penerima Tamu); 

f. Wisma & Guest House Vip; 

g. BKSM (Balai Keehaan Santri & Masyarakat); 
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 Hasil Wawancara dengan Bapak, H. Zayadi,  Salah  seorang  Pimpinan Pondok  Pesanteren  

Sa‟atuddaren, tgl. 15- 5- 2011. 
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 Juha S. Praja, Pranata  Ekonomi  Islam  Wakaf,  hlm. 175.  
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h. Hamam & Midho‟ah; 

i. Swalayan; 

j. Kantin; 

k. Wartel; 

l. Kooperasi &Photocopy; 

m. Tempat Parkir; 

n. Lapangan Olahraga 

Pelakssanaan wakaf Pondok Pesanteren Modern Gontor, 

dianggap berhasil karena berbagai unit usaha telah  dilakukan antara lain :  

                                        Tabel: 

             USAHA-USAHA WAKAF PRODUKTIF 

                                PMD GONTOR  

 

No Unit Usaha  Th. 

Berdiri  

Lokasi  

1 Penggilingan  Padi/Sleep  1970 Ds. Gontor  

2 Percetakan  Darussalam  1983 Ds. Gontor 

3 Toko Kelontong KUK  1985 Ds. Bajamg  

4 Toko Bahan  Bangunan 1988 Ds. Bajang  

5 Toko Buku  1989 Ponororogo  

6 Warung Bakso  1990 Ponorogo  

7 Fotocopy I KUK  1990 Ds. Gontor 

8 UKK 1990 Ponorogo  

9 Apotek  La Tansa  1991 Ponorogo  

10 Warnet  Gambia Permai  1991 Ds. Gontor 
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11 Pabrik Es Blok  1996 Ds. Gontor  

12 Perkulakan  1997 Ds.  Gontor  

13 Jasa Angkutan  1998 Ds. Gontor  

14 Wartel Sudan  1999 Ds. Gontor  

15 Kantin Azhar  1999 Ds. Gontor  

16 DCC (Darussalm) Computer 

Centre) 

1999 Ds. Gontor  

17 Wisma Darusslam  1995 Ds. Gontor  

18 Fotocoy II Asia  2000 Ds. Gontor  

19 DCC (Darussalam Disributor 

Centre) 

2002 Ponorogo  

20 DCC 2002 Mantingan  

21 Pemotongan Ayam  2003 Ds. Gontor  

22 Pabrik Roti  2003 Ds. Gontor  

23 Penggemukan Sapi  2003 Ds. Gotor  

24 Air Minum Dalam Kemasan   2004 Ds. Gontor  

25 Toko Alat Olah Raga  2005 Ponorogo  

26 Wartel Al-Azhar  2004 Ds. Gontor  

27 Usaha Konveski  2006 Ds. Gontor  

28 LM3 Lembaga Mandiri 

Mengakar di Masyarakat) 

206 Mlarak  

29 Pabrik Mie Ayam  2007 Ds. Gontor  
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Sumber : Juha S-Praja, Pranata Eonomi Islam Wakaf, hlm. 256-

257.   

Berdasrkan table tersebut di atas, usaha-usaha PMD cukup maju 

dibidang industri, dan  lembaga dapat memanfaatkan peluang  usaha yang   

cukup produktif dan  berkembang serta  profesional.  

Dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan tanah perlu 

dilakukan langkah-langkah penunjang untuk membantu dan memelihara 

dana perwakafan terutama benda benda prrudkatif. Misalnya perusahan-

perusahaan atau industry, gedung-gedung yang dapat disewakan, tanah 

pertanian muapun perkebunan yang dapat menghasilkan dana.
201

  

Aktualisasi pengelolaan harta benda wakaf berdasarkan perubahan 

waktu dan tempat sangat urgen. Setiap perubahan   harus direspon dan 

diakomodir oleh para stake holder untuk menahan laju gerak mekanisme 

pasar bebas yang tidak adil, sehingga move-move ekonomi yang berbasis 

kemitraan harus digerakkan. Ajaran Islam, selain zakat, wakaf adalah 

salah satu potensi dan sebagai modal ekonomi sosial untuk menahan laju 

gerak liberasasi ekonomi yang diregulasi namun belum diimplementasikan  

secara baik. Untuk menunjang upaya pengembangan wakaf secara 

paroduktif, perlau dilakukan peroyek percontohan sebgaimana yang  telah 

dioprasionalisasikan  oleh Pondok Modern Gontor atau lembaga lain yang 

dianggap berhasil. Misalnya :  

1. Ruko (Rumah Toko). 
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 Ahmad Azhar Basyir, Fungsi Harta Benda dan Wakaf  Menurut Islam, (Yogyakarta: 

Pimpinan Daerah  Muhammadiyah Majelis Tablig, 1990), hlm. 17.  
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Pada tahun 2005, ada beberapa proyek percontohan yang telah  

dianggarkan dari sumber dana APBN. Dalam data Kementerian 

Agama, terdapat beberapa toko yang didanai di antaranya:  

No Proyek Rumah Toko Unit  Alokasi Dana (Rp) 

1 Toko di Jembrana, Bali 1  100.000.000,- 

2 Pertokon Darul Hikmah, Cirebon  1 2000.000.000.- 

3 Pertokon BKM 1 2000.000.000,- 

4 Pertokon PCNU Barito Utara, 

Kalteng 

1   500.000.000 

5 Rumah Wakaf, Buleleng Bali  1   200.000.000.- 

6 Rumah Kost Muslim, Loloan 

Bali  

1   200.000.000,- 

 Sumber, Kementerian Agama, RI.
202

  

Beberapa rumah toko tersebut sudah diresmikan dan telah beroperasi 

dengan baik.   

2. Gedung Rumah Sakit Islam. 

Gedung Rumah Sakit Islam salah satu model wakaf produktif. 

Misalnya, Rumah sakit Islam Malang yang berada di bawah naungan 

yayasan Universitas Islam Malang (Unisma) yang menempati lahan 

tanah wakaf milik al-Ma‟arif seluas  2 Ha, terletask di Jl. MT.  

Haryono 139 Malang. Dari segela kekurangannya termasuk 

kekurangan dana desertai alsan-alasan logis lain untuk mengajukan 

dana ke Kementrian Agama RI mealui pemberdayaan dana wakaf 

produktif yang saat itu sedang  digalakkan  oleh Kementerian Agama  

RI.  
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 Team Kemenag,  Model Pemberdayaan Wakaf  Produktif, (Jakarta: Kemeneg, 2010), 

hlm.35. 
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Pengajuan tersebut diterima dengan baik dan disepakati untuk 

diberikan dana bantuan sebanyak 2000.000.000,- (Dua Miliyar 

Rupiah). Penetapan dana disahkan melalui Sura Keputusan Dirjen 

Bimas Islam No. Dj. II/243/2006. Sementara struktur Nazhir yang 

diberi mandat untuk mengelola pengembangan dana wakaf produktif 

tersbut adalah H. A. Zawawi Mochtar (Ketua), H. Chozin Ismail 

(Sekretaris), dan  Achmad Sodiki (Bendahara).    

3. Rumah  Kost Muslim. 

Bagi mahasiswa, pada umumnya membutuhkan rumah kost sebagai 

kebutuhan dasar dan bahkan bagi siapapun yang ingin 

mengembangkan kulitas hidupnya harus memiliki tempat tinggal. 

Salah satu rumah kost Muslim yang dibagun konsep Islam yang 

terletak di Kelurahan Loloa Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten 

Jembarana  Bali. Status tanah yang digunakanan utuk rumah kost 

Muslim tersebut merupakan tanah wakaf yang telahbersertifikat. Kini,  

tanakh wakaf dikeola oeh beberapa Nazhir, yaitu : H.Badaruddin 

(ketua), Asraruddi Abdh (sekretaris), H. Abu bkar (bendahara), 

Musyadad Johar dan hafdi Ali (anggoa).        

Demikian juga H. Badaruddin mengajukan proposal dengan 

membeberkan dari segela kekurangannya termasuk kekurangan dana 

desertai alsan-alasan logis lain untuk mengajukan dana ke 

Kementerian Agama RI melalui pemberdayaan dana wakaf produktif 

yang saat itu sedang  digalakkan  oleh Kementerian Agama  RI.  
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Pengajuan tersebut diterima dengan baik dan disepakati untuk 

diberikan dana bantuan sebanyak 100.000.000,- (Seratus Juta 

Rupiah). Penetapan dana disahkan melalui Sura Keputusan Dirjen 

Bimas Islam No. D/588/2005.  
203

 

4. Mini Market. 

Mini Market atau swalayan adalah model pasar modern dimana 

transasksi dilakukan secara sendiri oleh konsumen karena toko tidak 

meneyediakan pramuniaga yang khusus  untuk konsumen. Pelayanan 

toko haya dilakukan untnuk membimbing keinginan pembelian 

konsumen yang merasa kesulitan untuk mendapatkan  barang-barang 

dagangan. Selain mini market, apa saja yang sama dan mirip dengan  

proyek  percontohan wakaf produktif      

Kementerian Agama RI, melalui proyek percontohan wakaf produktif 

telah  memberikan dana bantuan bagi pembuatan Toserba Panama 

Kuningan sejak 2005 yang lalu sebanyak Rp. 2 Milyar. Toserba 

tersebut dibangun di atas tanah wakaf yang waktu itu belum 

dimanfaatkan secara  produktif. Secaa teknis operasional, sejak ada 

bantuan di atas tanah wakaf dibuat Mini Market. Banyak keunggulan 

Mini Market jika dibandingkan dengan Pasar Tradisional. Model ini, 

modalnya hanya  hanya menyediakan satu atau dua mesin register dan 

hanya menyediakan basic necessities. Sedangkan Pasar Tradisional 

kesan yang  sering diasumsikan oleh orang adalah  kotor, becek, bau, 
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 Team Kemenag,  Model Pemberdayaan Wakaf  Produktif, (Jakarta: Kemeneg, 2010), hlm ,  

54.  
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mutu barang rendah,  tempat orang-orang rendahan (berstatus klas 

bawah,  dan banyak lagi steore type  yang lain.
204

 Jadi kelihatannya 

Pasar Swalayan, Mini Market, Super Market mulai menggesar posisi 

Pasar Tradisional, dan pemanfaatan tanah wakaf ke depan adalah 

model-model demikian  lebih dibutuhkan oleh masyarakat.    

E.   Urgensi Manajemen dalam Pengelolaan Tanah Wakaf    

Jumlah sekaligus potensi wakaf di Kota Jambi, ada 718 lokasi 

(11,36 %) dengan luas 961.763.43 M2, dan ada 548 lokasi (76.32 %) yang 

sudah disertifikat, lalu tinggal 170 lokasi (23.67 %) dengan luas  

236,978.38 yang belum disertifikat.
205

 Tanah-tanah wakaf tersebut dapat 

saja dirancang manajemennya menjadi  wakaf produktif kalau ada 

kemauan yang kuat. Misalnya wakaf Masjid, wakaf sekolah/madrasah  dan 

wakaf sosial lainnya,  tanah-tanah lebihnya di design menjadi produktif 

yang menghasilkan, seperti, dibangun  internet, warung manisan atau 

kegiatan-kegiatan lain yang membawa manfaat bagi masyarakat, terutama 

tanah wakaf yang ada dipinggir jalan. 

 Harta benda wakaf  adalah aset yang sangat urgen untuk 

diinvestasikan. Asset dan investasi harus digerakkan melalui sebuah 

manajmen yang valid –kebalikan  invalid – sehingga memiliki tingkat 

akurasi yang sangat tinggi. Dengan demikian  akan memperoleh hasil yang 

maksimal dan akuntabel. Pengusaha, Saudagar, Pebisnis, Konglomerat 

mereka sukses karena kemampuan  menejerialnya “mundhabathah”.  Siti 
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Team Kemenag,  Model Pemberdayaan Wakaf  Produktif, (Jakarta: Kemeneg, 2010), hlm  

57. 
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 Rekapitulasi  Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, tahun 2010.  
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Khadijah (isteri Nabi) salah seorang saudagar kaya yang sukses karena 

manajemennya yang baik, dan melalui surplus dagang tersebut dapat 

membantu  dakwah Islam secara terpadu. Demikian pula peran harta 

wakaf sebagaimana  dlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. melalui 

konstruksi Masjid Quba, Masjid Nabawi dan diwakafkan untuk 

kepentingan umat Islam, karena  kemampuan manajerialnya. Bahkan 

seorang Watt menyebut Nabi  sebagai negarawan.
206

 Selanjutnya ia 

mengatakan bahwa kehadiran Muhammad SAW dan ajarannya merupakan  

jawaban  terhadap situasi sosial, ekonomi, politik dan kulturan yang 

ada.
207

    

Dalam konteks ekonomi, ketika Nabi meakukan mitra usaha 

dengan Siti Khodijah – yang kemudian menjadi Isterinya - di Negeri Syam 

adalah prototype yang akan menjadi contoh  tauladan sepanjang masa 

karena modal   “kejujura” dan kejujura ini bagian dari managemen. 

Sedangkan  dalam konteks kekinian, salah satu faktor terpenting dalam 

melakuan usaha adalah soal manajemen.  
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 Watt  menyebutnya  Nabi sebagai negarawan ada empat alasan. Pertama,  Muhammad 

memiiki bakat sebagai orang yang mampu melihat sesuatu sebelum terjadi karena didukung oleh 

wahyu dan kejeniusannya,  kedua,  kearifannya  sebagai  negarawan beliau  tunjukkan dalam 

menerapkan struktur ajaran  al-Qur‟an  yang global secara konkret  melalui kebijaksanaannya  

yang  tetap,  ketiga,  reformasinya dibidang social  yang  berwawasan jauh dan ditunjang oleh 

strategi  politiknya yang  akaurat, keempat, beliau mempunyai kemampuan sebagai administrator 

dan arif dalam menunjuk para pembantunya untuk melaksanakan tugas-tugas  administrasi. Lihat, 

W. Wontgomery Watt,  Muhammad  Prophet and Statesman, (London: Oxford University Press, 

1969),  hlm. 236-237.  
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 W. Wontgomery Watt, Muhammad  Prophet and  statesman, hlm. 46-53. 



 

  

  

 

448 

Kata “Management” berasal kata kerja “Manage” yang berarti 

mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola.
208

 Menurut Manullang 

mendefinisikan manajemen sebagai “Manajemen seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengawasan 

daripada sumberdaya manusia untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu.”
209

  

Sementara Gibson, mendefinisikan manajemen sebagai “Suatu 

proses yang dilakukan oleh satu atau lebih individu untuk 

mengoordinasikan berbagai aktivitas lain untuk mencapai hasil-hasil yang 

tidak bisa dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.”
210

 Menurut 

Gonroos manajemen berarti “ Pelayanan” adalah  suatu aktivitas atau 

serangkaian aktivitas yang bersifat tidak  kasat  mata (tidak dapat diraba) 

yang   terjadi  sebagai  akibat adanya interaksi antara konsumen dengan 

karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh  perusahaan pemberi 

pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen 

kalau terjadi pelanggaran.”
211

  

Menurut George R. Terry (1966) menjelaskan bahwa manajemen 

adalah proses yang khas yang terdiri atas tindakan-tindakan berupa 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian bidang masing-
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 The act, art, or manner of  managing , or handling, controlling, directing, ect. A being 

managed. Lihat, Noah Webster, Webster‟s New Twentieth Century Dictionary of  The English 

Language, (1980), hlm. 1093.   
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 Ratminto, dkk, Manajemen Pelayanan  (Pengembangan Model  Konseptual, Penerapan  

Citizen‟s Charter dan Standar Pelayanan Minimal,( Yogyakarta: Pustaka Beajar, 2008), hlm. 1 
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 Ratminto, dkk, Manajemen Pelayanan  (Pengembangan Model  Konseptual, Penerapan  

Citizen‟s Charter dan Standar Pelayanan Minimal,  hlm. 2 
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 Ratminto, dkk, Manajemen Pelayanan  (Pengembangan Model  Konseptual, Penerapan  

Citizen‟s Charter dan Standar Pelayanan Minimal,  hlm. 2 
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masing dengan menggunakan sains dan seni yang dilakukan 

secaraberurutan untk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
212

 

Definisi manajemen yang  telah dikemukakan oleh Terry pada 

dasarnya sudah menggambarkan fungsi-fungsi majemen. Oleh karena itu 

Skinner (1992) memperkaya-tidak sebatas POAC seperti  yang ditawarkan 

Terry – fungsi-fungsi manajemen pada tahap actuating yaitu staffing dan 

directing. Dengan demikian, fungsi-fungsi manajemen dalam pandangan 

Skinner adalah (1)  Planning, (2) Organizing, (3) Penempatan orang 

berdasarkan keahlian serta kebutuhan staffing, (4) Controlling. Sementara 

Robbin (1993) menegaskan bahwa fungsi-fungsi manajemen adalah (1) 

Planning, (2) Organizing, (3) leading, (4) Controlling.
213

   

Secara implicit, yang terkandung dalam manajemen adalah 

leading, to manage, kempimpinan mengatur unsur-unsur manajemen yang 

dipimpin oleh seorang manajer. Manajemen dalam terminasi yang lain 

berdasarkan  lexicografi  berarti mengatur  unsur-unsurnya yang enam (6 

M), yaitu  man (orang, Money (uang), Method (cara), Materials (bahan), 

Machine (mesin), dan Market (pasar).
214

    

Ketika berbicara soal manajemen tidak dapat dipisahkan peran 

serta Nazhir sebagai icon utama dari waqf development. Melalui 

pendekatan Total Quality Management, maka Nazhir yang profesioanal 
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 Hasibuan,  Manajemen,  hlm. 109.  
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 Anoraga, Manajemen Bisnis, hlm. 114-115.   
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 Malayu SP. Hasibuan, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta: Bumi Aksara. 

2001), Cet. Ke- 1, hlm.1. . 
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dapat terukur melalui, (1) amanah, (2) shidiq, (3) fathanah dan (4) tablig. 

Karakter sumber daya Nazhir yang amanah adalah (1) terdidik dan tinggi 

moralitasnya, (2) memiliki keterampilan yang unggul dan berdaya saing, 

(3) memiliki kemampuan dalam melakukan pembagian kerja, (4) dapat 

melaksanakan kewajiban serta memperoleh hak yang adil, dan (5) memiliki 

standar operasional kerja yang jalas dan terarah. 
215

  

Manajemen sangat berhubungan dengan upaya mengatur unsur-

unsur manajemen yang terdapat dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

tertentu.
216

 Dalam organisasi terdapat kumpuln orang  (dua orang atau lebih) 

Jadi seorang menejer harus memilki skil yang menejerial untuk mengurus, 

mengatur, melaksanakan, mengelola secara kepemimpinan yang strategik 

aplikatif.  Kepemipinan strategik dapat dibedakan dari kepemimpinan 

biasa/rutin berdasarkan  tiga dimensi, yaitu waktu, skala isu dan lingkup  

tindakan. Jenis kepemimpinan ini lebih berurusan dengan waktu yang agak 

lama (longer term) dari pada waktu yang pendek (shorter term). Isu-isu 

yang digarap berskala Nasional atau Internasional. Adapau kaitannya 
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 Achmad  Djunaidi, Wakaf Produktif,  hlm. 82.  
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 Manajemen  pengelolaan menempati posisi  paling urgen  dalam   perwakafan.  Karena 

yang  paling menentukan  benda wakaf   itu  lebih bermanfaat  atau  tidak tergantung  pada  

pegleolaan,  bagus atau buruk . Ada hal-hal yang perlu dikembangkan dalam managemen wakaf. 

pertama, Aspek trasnparansi. Transparansi  dalam kepemimpinan managemen professional. 

Transparansi menjadi cirri utama yang harus dilakukan oleh seorang pempimpin. Ketika aspek 

transparansi sudah ditinggalkan, maka kepemimpi nan tidak aka berjalan dengan baik,  bahkan  

membuka peluang terjadinya penyelewengan yang tidak terkendali.  Kedua,  publc accountability 

yaitu;   pelaksanaan sifat amanah dan shidiq. Ketiga, aspiratif yaitu mau mendengar dan 

menagkomodir seluaruh dinamika lembaga kenazhiran. Seorang nazhir harus mampu menciptakan 

suasana kondusif dengan mendorong terjadinya system sosial yang melibatkan partisipasi banyak 

kalangan. Lihat, Team Depag, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Depag, 2005), hlm. 

84-84.  
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dengan lembaga wakaf secara keseluruhan dari pada hanya satu program 

khusus  hasilnya berupa strategi tindakan.  

Pada prinsipnya, segala sesuatu  bila dimanage dengan baik secara 

efektif dan efesien,  maka hasilnya pun akan menjadi baik dan memuaskan. 

Demikian pula halnya bila harta yang telah diwakafkan kepada umat melalui 

Nazhir yang bertanggung jawab dan profesional dalam memenej operasional 

harta wakaf, maka akan memberikan hasil wakaf produktif yang selalu 

berkembang dan dapat berdaya guna untuk kepentingan agama, umat, dan 

masyarakat.  

  Dalam memenej operasional harta wakaf, paling tidak, ada tiga kiat yang 

efektif dan efesien dalam pengelolaannya, yaitu: 

1.  Pemberdayaan Wakaf. 

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai 

kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-

8 dan ke-9 Hijriyah
 
dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan 

wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai macam benda; misalnya, 

masjid, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, gedung dan benda 

lainnya. Sudah menjadi kebiasaan pada saat itu, Badan perwakafan selalu 

berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk 

mengembangkan wakaf terus menerus. 

Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang 

diberbagai negara sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga 

sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam 
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pengembangan kegiatan-kegiatan sosial agama dan ekonomi.
217

 Bahkan 

wakaf berperan penting dalam meningkatkan kebudayaan dan pendidikan 

masyarakat Islam. Misalnya, melalui wakaf telah menfasilitasi sarjana atau 

mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan 

berbagai kegiatan riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak 

program-program yang didanai dari hasil wakaf. Termasuk bidang 

kesehatan masyarakat, melalui wakaf telah menfasilitasi pembangunan 

rumah sakit, sekolah medis, pembangunan industri obat-obatan dan kimia. 

Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada 

benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak.
 218

 Dibeberapa Negara 

seperti; Saudi Arabia, Mesir, Yordania, Turki dll, wakaf selain berupa 

sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, 

perkebunan, uang, saham, real estate, dan lain-lain yang semuanya dapat 

dikelola secara produktif. Dengan demikian hasilnya benar-benar dapat 
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 Di beberapa Negara terutama Timur Tengah menjadi  icon  penting soal  wakaf.  Misalnya,  

Mesir pada awalnya Hisyam bin Abd  Malik yang bernama Taubah Bin Namir yang pertama kali 

memberikan tanah wakaf berupa bendungan, lalu kemudian  urusan wakaf ditangani oleh sebuah 

Kementerian  dalam pemerintahan.  Di Negara Yordania  urusan wakaf diurus oleh satu 

Kementerian yang disebut dengan Wizarah al-Auqaf  wa Asy-Syu‟un wa al-Muqaddosah al-

Islamiyah dan stressignya   lebih kepada  penjagaan  mesjid dan pemeliharaannya serta  membakar 

spirit  pengorbanan, jihad serta  pengorbanan untuk meningkatkan kualita keimanan. Untuk 

menguatkan semagat Islam, maka Kementerian Perwakfan mendirikan lembaga-lembaga 

pendidkan Isam dan sekoah untuk emnghafal al-Qur‟an.  Lihat,  Zainal Abidin  Ahmad, Dasar-

dasar Ekonomi  Islam, (Jakarta: Bula Binang, 1979), hlm. 312.      
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 Sesuai dengan pasal 16 bahwa wakaf  terdiri dari wakaf  benda tidak bergerak dan benda  

bergerak. Maka wakaf  uang dan  wakaf  tunai  adalah  salah satu sub  bagian dari wakaf   

bergerak. Dan bentuk wakaf ini adalah  sebuah usaha yang tengah dikembangkan  untuk 

meningkatkan  peran wakaf  dalam  bidang ekonoi. Kerena wakaf  memiliki kekuatan yang 

bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta dan pemanfaatannya yang dapat 

menjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan.  Dan dikaitkan dengan  pasal 42  adalah salah 

satu cara untuk melanggengkan harta wakaf  agar Nazhir dapat memberikan pelayanan prima 

sesuai dengan tujuannya, diperlukan dana pemeliharaan di atas  biaya  yang  telah dikeluarkan . 

Dalam  konteks  wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf  bertujuan untuk mengoptimalkan  fungsi 

harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan 76 dan Lihat, Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004, Pasal, 16 dan Pasal 42.            
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diberdayakan dan dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan 

kemaslahatan umat. (Direktorat Pengembangan zakat dan Wakaf: 2005 : 

91-92) 

2.  Pengembangan Wakaf 

                

Wakaf yang dapat dikembangkan adalah wakaf yang produktif. 

Misalnya, wakaf berupa uang tunai. Wakaf ini memiliki kekuatan yang 

bersifat umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa 

batas-batas tertentu, demikian pula fleksibelitas wujud dan 

pemanfaatannya dapat terjangkau seluruh potensi untuk dikembangkan 

secara maksimal dan optimal. 

Dalam persoalan pengembangan harta wakaf, ada wacana baru 

yang ditawarkan oleh M.A. Mannan, yaitu Pengembangan Wakaf 

Tunai.
219

 Wacana ini dilakukan melalui pembentukan  Social Investment 

Bank Limited (SIBL), yang dikemas dalam mekanisme instrumen Cash 

Waqf Certificate. Model ini sangat tepat memberikan jawaban yang 

menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu 

dalam pengentasan kemiskinan di era globalisasi ini.  
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 Penggunaan wakaf tunai telah lama dikenal di dalam Pemerintahan Islam. Manan dalam 

bukunya menyebutkan bahwa penggunaan wakaf tunai telah ada semenjak zaman Pemeintahan 

Ustmaniyah. Penggunaan wakaf  tunai juga dikenal pada masa kekhalifahan Ottooman. Dalam  

usaha memberikan ruang gerak kegiatan  perwakafan  dalam era globalisasi,  maka Bank Indonesia 

memberikan defiisi wakaf tunai sebagai  penyerahan  asset  berupa uang  tunai  yang  tidak dapat  

dipindahtangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak  mengurangi atau  

pun menghilangkan  jumlah  pokoknya. Wakaf tunai membuka peluang yang unik bagi 

penciptaaan investasi di bidang ekonomi termasuk bidang keagamaan,  pendidikan,  dan  

pelayanan  sosial. Bank-bank Syariah dapat menghimpun dana dari anggota masyarakat yang 

berpenghasilan tinggi yang akan memberikan wakaf tunainya dengan menerbitkan Sertifikat 

Wakaf Tunai (SWT). Lihat, M.A. Manna, Sertifikat Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen  Keuangan 

Islam, Terj. Tjasamayanto, (Jakarta: Ciber bekerja sama dengan PKTTI-UI, 201), hlm 95.   
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Sebagai illustrasi, Mustofa Edwin Nasution pernah membuat 

assumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia 

sebanyak 10 Juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta sampai 

10 juta per bulan. Menurut perhitungan angkanya, ini merupakan potensi 

yang sangat besar. Misalnya, jika warga muslim yang berpenghasilan 0,5 

juta sebanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf 

misalnya Rp. 60 ribu rupiah, setiap tahun akan terkumpul sebanyak Rp. 

240 miliar. Jika warga yang berpenghasilan 1 atau 2 juta, sebanyak 3 juta 

orang, dan setiap tahun masing-masing berwakaf misalnya 120 ribu 

rupiah, maka akan terkumpul dana sebesar 360 Miliar Rupiah. Jika warga 

yang berpenghasilan 2-5 juta/perbulan sebanyak 2 juta orang dan setiap 

tahun masing-masing berwakaf Rp.600 ribu, maka akan terkumpul dana 

sebanyak 1,2 trilliun. Dan jika warga berpenghasilan 5-10 juta/bulan 

berjumlah 1 juta jiwa dan setiap tahun masing-masing berwakaf  misalnya 

1,2 juta rupiah, maka akan terkumpul dana 1,2 trilliun. Jadi dana yang 

terkumpul keseluruhannya mencapai 3 trilliun dalam kurun waktu 1 (satu) 

tahun. Inikan luar biasa, dan jelas potensi ini sangat besar jumlahnya. 

Seandainya dana sebesar itu diserahkan kepada pengelola wakaf 

(Nazir) yang profesional, amanah dan bertanggung jawab, lalu 

dinvestasikan di sektor yang produktif. Maka dipastikan bahwa  jumlahnya 

tidak akan berkurang, tetapi justeru bertamabah, bahkan tetap bergulir. 
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Misalnya saja dana itu diwadi‟ahkan (dititipkan) di Bank Syari‟ah
220

 atau 

Bank Mu‟amalah, dengan perhitungan sistem Mudharabah (bagi hasil) per 

tahun, maka pada akhir tahun diperkirakan akan memperoleh keuntungan 

bagi hasil lebih kurang 270 Miliar. Dengan demikian, akan banyak yang 

bisa dilakukan untuk mashlahah umat dan menmbatu dalam mewujudkan 

kesejateraan sosial dan agama. 
221

 

 Pembinaan Wakaf dalam rangka pembinaan harta wakaf agar 

tetap terpelihara dan berfungsi sebagaimana mestinya, maka pihak yang 

mempunyai otoritas dan wewenang, dalam hal ini adalah pemerintah dan 

lembaga ke-Nazhiran segera: 

a.  Mensosialisasikan UU wakaf yang berlaku. 

b. Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM para Nazhir,
222

 karena 

mereka itu memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan 

pemberdayaan harta wakaf secara umum. 
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 Lembaga sektor voluntary Islam yang  juga meliputi wakaf  memiliki budaya dan sejarah 

yang  kaya. Optimisme dan tanda-tanda akan adanya kebangkitan Lembaga-lembaga Islam 

seharusnya diteliti secara objektif dengan merujuk sedikitnya pada 5 (lima) fakta sejarah:  (1) 

Sistim Islam yang ideal, sebagaimana yang berkembang pada periode awal Islam. (2) Peninggalan 

kebudayaan Islam. (3)  Periode pasang surut penjajahan terhadap wilayah Muslimin yang 

berlangsung berabad-abad, yang mengakibatkan terabaikannya masalah ijtihad. (4) 

Dipertahankannya nilai-nilai dasar dan kelembagaan Islam pada masyarakat muslim, terutama 

kalangan, terutama kalangan bawah, dan (5) Kebangkitan sebagian besar negeri Muslim dan 

lembaga-lembaga ke Islaman belakangan ini. (Lihat,MA Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah 

Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Jakarta: Ciber-PKTTI-UI, 2001), hlm. 25  
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 Team Depag, Fiqh Wakaf,  (Jakarta: Depag R I, 2003), hlm. 97-98.    
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 Salah satu  penyebab di antara sekin banyak penyebab  harta  menjadi  tidak terawat,  

apalagi produktif  dan  berkembang  sebagaimana yang diinginkan oeh syariat Islam,  di antaranya 

kurang  tepatnya wakif meilih nazhir yang akan memjadi  penanggung  jawab harta wakaf. bahkan 

ada dikalangan nazhir yang mngambil  keuntungan   secara sepihak dengan menyalah  gunakan  

peruntukan benda wakaf, seperti mnyewakan tanah wakaf untuk bisnis demi kepentngan pribadi 

atau ada juga yang secara sengaja menjual dengan pihak ketiga degan cara yang  tidak sah. Lihat, 

Team Kemenag, Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama,  (Jakarta: Kemenag, 2010), 

hlm. 78-79     
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c. Mengamankan seluruh kekayaan wakaf, baik pada tingkat pusat maupun 

daerah. Upaya pengamanan ini dilakukan agar harta yang berstatus 

wakaf tidak diganggu gugat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung 

jawab. 

d. Mengadakan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta  

wakaf dari Badan Wakaf Internal. 

e. Memberikan stimulasi atau motivasi kepada masyarakan agar lebih 

peduli terhadap pentingnya berwakaf atau harta wakaf di tengah 

kehidupan sosial dan agama. (Direktorat Pengembangan zakat dan 

Wakaf: 2005 : 91-92) 

Kelima langkah pembinaan harta wakaf tersebut, merupakan 

konsekwensi logis yang harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki 

otoritas dan wewenang dalam pengelolaan management harta wakaf, agar 

harta wakaf dapat terpelihara dan produktif serta berdaya secara efektif 

dan efesien guna untuk mashlaha umat dan agama.   

Problematika wakaf sejak dulu hingga sekarang kelihatannya 

seperti benang kusut yang sulit dicari pangkal dan ujungnya, namun 

demikian, dapat dipantau bahwa kesemrawutan management dalam 

pengelolaan harta wakaf dewasa ini boleh jadi disebabkan beberapa hal 

: Pertama, Nazhir
223

 dalam pengelolaan harta wakaf tidak prosedural 
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 Potret Kepemipinan  menajemen  yang baik dalam lembaga ke-Nazhiran dapat dalam tiga 

aspek, pertama, transparansi. Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi  menjadi  

menjadi ciri utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika tansparansi ditinggalkan, 

maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, babhkan membuka peluang  terjadinya 

penyelwenangan yang tak terkendali. Lembaga ke-Nazhiran harus dijadikan tradisi untuk menutup 

kemungkinan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain-lain. Kedua, pubic accountability 
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dan tidak sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang 

berlaku. Kedua, kurangnya pengetahuan Nazhir tentang pengelolaan 

dan pemanfaatan harta wakaf. Ketiga, kurang transparannya dalam 

bidang manajemen dan pengelolaan keuangan harta wakaf; Keempat, 

Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan harta wakaf.   

Oleh karena itu, kepemimpinan strategi lembaga perwakafan juga 

diindikatorkan  oleh kemampuannya menetapkan prioritas isu-isu strategis. 

Pada tataran pengelola lembaga perwakafan aktif menyimak 

perkembangan global  sehingga mampu mengidentifikasi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan/atau ancaman yang mungkin muncul.  

Untuk membantu menemukan hal ini, dapat dipertimbangkan 

beberapa petunjuk kritis berikut  ini:  

a. Peluang apa saja yang bersumber dari perubahan-perubahan (i) 

kontekstual (politik, ekonomi, legalitas, teknologi, budaya dan 

kependudukan, (ii) pendekatan terhadap pengelola wakaf, (iii) 

komunitas masyarakat yang merasakan, mengelola tanah wakaf. 

b. Bahaya apa saja yang akan ditimbulkan oleh perubahan sehingga 

lembaga pengelolaan tanah wakaf  tetap eksis dalam kontek  

menyangkut isu-isu global.  

                                                                                                                                      
merupakan wujud pelaksanaan sifat amanah, shiddiq. Karena kepercayaan dan  kejujuran memang 

harus dipertanggung jawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketiga,  aspiratif. Seorang 

Nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong terjadinya sistem sosial 

yang melibatkan prtisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pola 

pengambilan keputusan mengurangi, bahkan menutup potensi-potensi yang berkembang, - yang  

bisa jadi – mungkin jauh lebih baik atau sempurna. Kaedah prinsip dalam gerakan yang aspiratif 

merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau lingkungannya. (Lihat, Team Depag, Paradigma 

Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta: Depag, 2005),  hlm.84-85                
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c. Keterbatasan internal apa saja yang harus dikelola secara baik agar 

dapat memanfaatkan peluang atau menangkal/menghalau dari 

kemungkinan mengambil, menjual, mengubah atas hara wakaf karena 

prilaku oleh sebagian masyarakat yang tidak beranggung jawab.  

Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut seorang Nazhir akan 

mampu merumuskan serentetan isu yang harus dimasukkan dalam rencana 

strategis dengan mengedepankan uruasan prioritas tindakan berkaitan 

dengan perwakafan.
224

 Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 

dan PP. No. 42 Tahun 2006 akan lebih meningkatkan mutu perwakafan. 

Untuk menigkatkan mutu perwakafan ada skala prioritas antara lain :  

1. Peningkatan mutu dan skil nazhir melalui keterampilan dan tingkat 

pendidikan akademisnya dan profesionalnya akan mendukung.   

2. Mengembangkan fungsi wakaf berdasarkan Undang-Undang dengan 

cara berkelanjutan sesuai dengan tuntutan agama.  

3. Peningkatan mutu penyelenggaraan hara wakaf  

   Pentingnya manejemen pengelolaan wakaf, maka sangat  

berkaitan  dengan masalah-masalah dan hambatan yang dihadapi oleh 

Pejabat Kantor Kementerian Agama Provinsi Jambi dalam mengelola 

wakaf, baik dalam pemeliharaan maupun pengembangannya. Secara garis 

besar hambatan itu dapat dibagi dua; yaitu hambatan intern dan ekstern.  
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 Dalam pasal  13 disebutkan bahwa tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Nazhir  

mempeperoleh pembinaan  dari  Menteri dan  Badan Wakaf  Indonesia. Dan pasal 14 ayat (1) 

dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Nazhir  harus  terdaftar  pada  

Menteri  dan  Badan  Wakaf Indonesia. (2) Ketentuan lebih  lanjut mengenai  Nazhir  sebagaimana 

dimasud dalam pasal 9, Pasal 10, Pasl 1, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peratuan Pemerintah. 

(Lihat, Undang-Undang, Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 13 dan 14).   
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Pertama,  hambatan intern, yaitu belum adanya badan khusus
225

 

yang mengelola wakaf merupakan salah satu hambatan yang harus 

diperhatikan. Memang diakui bahwa pengelolaan wakaf selama ini dibawah 

kendali nazhir masing-masing yang diawasi oleh Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan. Pada umumnya pegawai KUA yang bertugas 

dilapangan juga kurang memadai, baik dari segi jumlah personilnya 

maupun dari segi kemampuannya. Selama ini di Jambi tidak ada koordinasi 

di antara para nazhir wakaf. Hal ini mengakibatkan munculnya 

ketimpangan di antara wakaf yang ada. Ada wakaf yang terlantar dalam 

pengelolaannya dan ada pula wakaf yang memiliki dana lebih walaupun 

jumlah wakaf yang memiliki dana sedikit sekali 

Ketiadaan dana yang memadai untuk mengelola wakaf. Hal ini 

menyebabkan wakaf yang ada kurang berkembang bahkan ada sebagian 

tanah wakaf yang tidak ada dana operasionalnya. Jadi idealnya untuk 

memelihara tanah wakaf, tidak menggantungkan dana dari lembaga lain 

sekalipun  kasus tanah wakaf di Indonesia bersifat khusus. Dan pada 

umumnya tanah wakaf hanya berupa masjid, musalla, madrasah dan 

gedung-gedung tanpa diiringi harta lain yang menghasilkan dana.
226
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 Adapun yang  dimaksud  dengan  Badan  Khusus disini salah satunya adadalah Badan 

Wakaf Indonesia (BWI) yang berkedudukan di Jambi. Memang  sangat diharapkan  banyak  hal  

dari BWI, karena yang diharapkan  dari  Organiasi ini,  sebagaimana yang disebut oleh Undang-

undang Pasal  59 bahwa dalam rangka pelaksnaan tugas Badan Wakaf Indoneia, Pemerintah wajib 

mebantu biaya operasional. Lihat,  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 , Pasal 59.     
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 Operasional wakaf di Jambi masih berlangsung  dengan cara  tradisional. Karena belum 

dapat berkembang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Demikian juga perkembagan 

melalui Bank  Syariah bersedia untuk  mengakomodir  melalui wakaf uang.  Menagemen wakaf  

tunai  melibatkan  tiga pihak utama: (1) Wakif, (2) Nazhir, yang sekaligus dapat  bertindak sebagai  

menejer  investasi,  dan  (3) Mauquf „alaih (beneficiery). Lihat,    
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Belum ada peraturan yang jelas mengenai tata cara pengelolaan 

tanah wakaf untuk pelestariannya melalui Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS). Namun secara garis besar Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 42 

Tahun 2006 mengatakan bahwa Sertifikat Wakaf Uang sekurang-

kurangnya memuat keterangan mengenai :  

a. Nama LKS Penerima Wakaf Uang; 

b. Nama Wakif; 

c. Alamat wakif  

d. Jumlah uang; 

e. Peruntukan wakaf; 

f. Jangka waktu; 

g. Ama Nazhir yang dipilih; 

h. Alamat Nazhir yang diplih; dan  

i. Tempat dan tanggal penertiban Seartifikat Wakaf Uang.
227

 

Sedangkan   PP. No. 28 Tahun 1977  hanya dapat dipergunakan 

untuk menertibkan pihak-pihak tertentu dapat menyalah gunakan tanah 

wakaf karena peraturan-peraturan tersebut saat ini belum diberlakukan 

sepenuhnya.  

Terbatasnya macam benda yang diatur dalam PP. No. 28 Tahun 1977 

dan memang telah diatur harta tidak bergerak, akan tetapi  Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2004,
228

 tidak mengaut azas limited bahwa  yang dapat 

diwakafkan hanyalah tanah,  gedung  bahkan diperuntukkan tempat ibadah, 
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 Peraturan Pemerintah, Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 26.  
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 Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 16. 
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tempat belajar, kuburan dan rumah yatim piatu. Sedikit umat Islam yang 

memahami bahwa wakaf itu dapat dikelola secara produktif, 
229

 sehingga  

tidak sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Dan bahkan sering 

menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat bahwa.   

Urgennya tutorial secara intens, karena selama ini kurangnya 

penyuluhan dan sosialisasi dari  pihak-pihak yang berwenang mengenai 

lembaga wakaf serta pengelolaannya di kalangan masyarakat, sehingga 

kurang memahami lembaga wakaf ini dengan baik dan sebagai akibatnya 

orang kurang berminat untuk mewakafkan sebagian harta bendanya.  

Belum terwujudnya wakaf yang dikelola secara produktif yang 

hasilnya dapat menyentuh dan dirasakan oleh masyarakat sebagai halnya 

lembaga zakat, sehingga kondisi demikian pun kurang mendorong umat 

Islam untuk mewakafkan tanah dan harta benda lainnya.  

Perlunya adanya usaha dari pihak Pemerintah
230

 untuk menglola 

wakaf secara produktif. Wakaf yang ada merupakan salah satu potensi yang 

dapat dikembangkan dan memungkinkan untuk menunjang  pembangunan 

nasional yang sedang berjalan. Belum nampak adanya  usaha pengelolaan 
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 Wakaf  yang didayagunakan secara produktif, seperti  yang dikenalkan  melalui  konsep 

wakaf  tunai  misalnya, masih merupakan  sesuatu  yang baru  dalam  konstelasi  perekonomian  

nasional.  Sebagai fenomena baru, wakaf  produktif  telah  menuai  tanggapan  positif  dari  

masyarakat,  khususnya dari berbagai  pihak  yang  mulai  menjalankan  berbagai  kegiatan  

pemberdayaan  wakaf  produktif  di Idonesia. Lihat, Team Kemenag, Model Pemberdayaan Wakaf 

Produktif, hlm. 4.   
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 Hal-hal yang susah  untuk diwujudkan terutama di Jambi adalah  meminta  izin  kepada  

pemerintah dalam hal ini Menteri dan BWI  jikalau  terjadi penukaran. Sesuai dengan bunyi PP. 

Pasal  49, perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang  kecuali dengan 

izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbagan BWI,  namun yang  terjadi  selama ini 

penukaran harta benda atau pengalih fungsian tersebut dilaksanakan secara sepihak tanpa ada   

persetujuan  kepada  pejabat  yang  berwenang atau  pejabat yang diangkat  secara legal.  (Undang-

Ungang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 49).   
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wakaf secara produktif, hal ini sangat berpengaruh terhadap pengelolaan 

tanah wakaf. Pengelolaan wakaf memerlukan dana dan dana ini sebaiknya 

diambil dari hasil wakaf.
231

  

Kedua, peroblem ekstern. Adapun yang dimaksud peroblem ini 

adalah hambatan yang berpengaruh dari luar yaitu instansi yang berwenang 

dalam mengatasi masalah perwakafan, yakni Kantor Kementerian Agama 

Provinsi Jambi. Hambatan itu antara lain adalah :    

1. Kurangnya pemahaman umat Islam tentang lembaga wakaf. Pengertian 

masyarakat tenang wakaf sangat terbaas jika dibandingkan dengan 

engertian mereka taenang zakat, infaq. Qurban, sadaqah dan lembaga-

lembaga Islam lainnya. Hal ini terjadi karena  masalah-maslah 

perwakafan kurang dijelaskan oleh para da‟i, guru agama maupun para 

muballig. Sebagai akibat  kurangnya pemahaman umat Islam terhadap 

lembaga wakaf, maka jarang umat Islam yang melaksanakannya. 

Kurangnya pemahaman umat Islam terhadap lembaga wakaf juga 

menyebabkan mereka kurang berpartisipasi dalam pemeliharaan dan 

mengembangan wakaf. Hal ini terbukti dengan banyaknya tanah wakaf 

dan harta wakaf yang tidak dapat berkembang dengan baik bahkan ada 

sebagian tanah wakaf yang kurang terpelihara. Di sisi lain di Jambi 

cukup banyak umat Islam yang cukup mampu untuk berpartisipasi dalam 
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 Sebagai alternative dari gempuran ekonomi  pasar  bebas  yang  liberal,  wakaf  memiliki 

perangkat doctrinal dalam menumbuh  kembangkan  sektor ekonomi yang berkeadilan. Artinya, 

system ekonomi wakaf adalah sidtem ekonomi yang  memberikan keuntungan bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Ia tidak merugikan  karena tidak  mengandaikan adanya monopoli pasar  sebagaimana 

yang dipraktikkan oleh pemain  pasar  bebas  yang  leberal. Melalui produktifits wakaf pula akan 

terjadi distribusi  keadilan eknomi yang bisa dinikmati  oleh setiap orang. Team Kemenag, Model 

Pemberdayaan Wakaf Produktif, hlm. 4.     
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pemeliharaan dan pengelolaan wakaf baik dari segi tenaga, pikiran 

maupun finansial. Akan tetapi  karena kurang pahamnya mereka 

terhadap wakaf, menyebabkan mereka kurang peduli terhadap 

keberadaan harta atau tanah wakaf yang ada  di sekitarnya.
232

 

Adakalanya pihak waif pun tidak peduli dengan harta yang diwakafkan, 

apakah wakaf tanah yang diwakafkan tersebut dikelola  dengan baik oleh 

nazhir atau tidak. Wakif yang bersikap demikian berpendapat bahwa 

harta yang diwakafkan tersebut sudah menjadi mili Allah. Oleh karena 

itu yang bertanggung jawab adalah nazhir wakaf.        

2. Masih adanya pihak-pihak tertentu di kalangan masyarakat yang ingin 

menguasai tanah wakaf baik dari keturunan wakif maupun keluarga 

nazhir.  Kasus semacam ini pada umumnya terjadi pada tanah wakf yang 

belum didaftarkan.  

3..Pada umumnya nazhir wakaf kurang profesional daam menjalankan 

tugasnya. Hal ini menyebabkan mereka kekurangan biaya untuk 

memlihara, melestarikan, dan mengembangkan wakaf.  

Persoalan tersebut di atas adalah merupakan hambatan-hambatan 

umum yang ada dalam pengelolaan wakaf di Jambi. Di samping hal-hal 

yang sudah disebutkan, masih ada kendala-kendala lain yang menghambat 

pengelolaan wakaf di Jambi.  
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 Hasil Wawancara dengan Bapak M. Yunus, Kepala Peny. Zakat dan Wakaf Kemenag Kota 
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Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pengolaan wakaf yang telah dikemukakan, perlu dilakukan langkah-

langkah sebagai berikut :  

 1) Sebaiknya ada langkah konkrit untuk membentuk badan atau organisasi 

yang khusus mengelola wakaf. Jadi Badan wakaf Indonesia (BWI) 

harus segera dibentuk di Jambi, jangan hanya sekedar wacana  sehngga 

tidak jelas arah dan tujuan wakaf sebagai asset yang akan dikelola 

secara produktif. Karena hingga sekarang organisasi BWI,  baru dua 

daerah yang telah terbentuk yaitu DKI  Jakarta dan di Pulau Batam.
233

   

 2). Organisasi wakaf hendaknya bekerja sama dengan lembaga lain yang 

diharapkan dapat menyediakan dana dan mampu memikirkan cara-cara 

memelihara dan mengembangkan wakaf secara produktif, misalnya 

BAZIS, KADIN, ISEI, dan organisasi masyarakat lainnya. 

3). Perlu dibuat peraturan yang jelas mengenai cara-cara pengelolaan harta 

wakaf, baik pemeliharaan  maupun pengembangannya. Karena harta 

wakaf sifatnya kekal dalam arti tidak boleh dijual belikan, diwariskan 

maupun dipindahkan haknya kepada orang lain selain mauquf „alaih, 

maka harus ada peraturan perwakafan yang berupa Undang-undang. 

Undang-undang sengat diperlukan dalam pengelolaan perwakafan 

karena tanpa undang-undang yang ada selamanya akan sulit 

berkembang sebagaimana mestinya.  
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4). Dalam Undang-undang perwakafan sebaiknya yang diatur tidak hanya 

perwakafan tanah seperti PP. No. 28 Tahun 1977, namun  Undang-

Undang No. 41/Th 204 dan PP.No.42/Th2006 telah mengatur yang 

bergerak dan tidak bergerak.
234

  Dengan demikian wakaf-wakaf  lain 

selain tanah dapat terlindungi dan dapat dikembangkan antara lain :    

a. Pihak Pemerintah dan para ulama hendaknya lebih meningkatkan 

penyuluhan perwakafan, manfaat, dan cara-cara pengelolaannya 

sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat 

harus memahami bahwa wakaf tidak hanya untuk keperluan 

peribadatan tetapi juga untuk kesejahteraan sosial bagi umat Islam 

khususnya dan masyarakat pada umumnya.  

b. Dilakukan usaha-usaha untuk mengelola wakaf secara produktif. 

Untuk mengelola wakaf secara produktif, diperlukan campur 

tangan Pemerintah, baik dalam pembinaan para nashir wakaf, 

pengawasan para nazhir maupun dalam pemanfaatannya serta 

dalam pelaksanaan peratuan-peraturan yang  telah ditetapkan.  

c. Penyebar luasan pengertian wakaf.  Penyebar luasan ini secara baik 

dan benar, sebaiknya dilakukan melalui penyuluhan terutama 

tentang hukumnya, barang yang boleh diwakafkan, 
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 Pada tahun 1277 M, Sultan al-Dzahir Bibers al-Badaqda saah saeoarang raja Dinasti 

Mamluk, menerbitkan  Undang-Undang Wakaf untuk pertama kalinya. Berkaitan dengan hal ini, ia 

memilih hakim dari masing-masing mazhab untuk mengurus masalah perwakafan. Pada masa  ini 

wakaf  menjadi 3 kategori (1) Pendapatan Negara dari  hasil wakaf  yang diberikan  oleh  

pengusaha kepada orag-orang yang  dianggap berjasa (2)  wakaf   untuk  membantu Haramain (3) 

dan wakaf untuk kepentingan umum. Undang-Undang No. 41/Th 204 dan PP.No.42/Th2006,  

Pasala 16.   
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pemanfaatannya (tujuan wakaf), cara-cara pengelolaan wakaf serta 

pengorganisasian wakaf, sesuai dengan perkembangan zaman.   

d. Perlu dilakukan peningkatan pengetahuan mereka tentang 

perwakafan dan cara-cara pengelolaan wakaf sehingga wakaf dapat 

berkembang dengan baik. Peningkatan kualitas nazhir harus 

melalui pendidikan. Untuk melaksanakan program ini pihak 

pemerintahan dalam hal ini  Departaemen Agama perlu bekerja 

sama dengan pihak-piha yang terkait. 

Untuk memecahkan masalah-masalah perwakafan ini memerlukan 

dana yang cukup besar dan sistim .menejemen yang merpakan salah satu 

aspek penting dalam pembaharuan wakaf di Indonesia. Model menejemen 

konpensional berorientasi kepada signiifakasi pelestarian dan kekalan 

benda wakaf, sedangkan menjemen yang bersifat profisional starten 

poinnya adalah terletak  kepada aspek pemnafaatan
235

 yang konkrit tanpa 

kehilangan makna,  eksistensi dan esensi wakaf. 

 Dalam rangka peningkatan dan pengembangan aspek 

pemanfaatan, power centralnya adalah sisitim menejemen yang inklud 

dengan pengadministrasian, keorganisasian yang mengatur tata laksana 

perwakafan. Pembaharuan administrasi adalah :  

(1) Mengenai pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. 

Pembaharuan, menurut ulama klasik lebih kepada adminsitrasi harta 

benda wakaf, mulai dari pendaftaran harta benda wakaf, 
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persyaratannya dan masala-masalah yang terkait dengan prosedur 

administrasi.
236

 Jika dibandingkan pengadministrasian yang termuat 

dalam Undang-Undang hanya bersifat pengumuman kepada 

masyarakat, bahwa hal itu dilakukan oleh  Menteri Agama dan Badan 

Wakaf Indonesia.   

(2) Demikian pula pada sisi lain sisitim pembahauran  menejemen bersifat 

adminisitrasi yang lebih berpusat  kepada prinsi-prinsip-prinsip umum 

dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf dan terkait 

dengan tugas nazhir. Sedangkan dalam peraturan sebelumnya, aturan 

ini tidak diatur secara spesifik  seperti yang diatur dalam Undang-

Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, di samping harus sesuai 

dengan prinsip syariah,
 237

  juga harus dilakukan secara produktif.  

 Ketika para ulama melihat tentang unsur “keabadian” 

mengemuka, maka sangat erat kaitannya pendapat   Mazhab Syafi‟i dan 

Hanafi disatu sisi serta Mazhab Maliki di sisi lain. Misalnya Imam Syafi‟i 

sangat menekankan wakaf fixed asset (harta tetap) sehingga 

menjadikannya sebagai syarat sah wakaf.
238

 Spesifikasi di Indonesia secara 

fikih kebanyakan adalah mazhab Syafii, sehingga bentuk wakaf yang 

lazim didapatkan berupa tanah, masjid. Madrasah dan aset  lainnya.  

Di lain pihak, Imam Maliki mengartikan “keabadian” itu lebih 

kepada nature baik itu aset permanen ataupun aset bergerak. Untuk aset 
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  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal  2. 
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  Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islamiyah wa Adillatuh, Cet. Ke-3, ( Bairut: Dar al-Fkri, 

1989),Juz. III, hlm. 157.  
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 Syafi‟I Antonio, Dalam Amad Djunaidi, Menuju Era Wakaf Produktif Dalam Upaya 

Wakaf Produktif untuk Kesekaheraan Umat, Cet. Ke-2 ,(Jakarta: Mitra badi Press, 2005), hlm. iii.   
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permanen seperti yang memiliki unsur keabadian terpenuhi karena 

memang tanah dapat digunakan selama tidak longsor atau bencana alam 

yang  menghilangkan fisik tanah atau Masjid dan Madrasah.
239

   

Secara gradual, tanah wakaf bergerak dan berubah menjadi  beberapa 

pase yaitu   

1. Pase Tradisional.  

Pase atau periode ini, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran 

purity  yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah. Yaitu, 

mayoritas benda-benda wakaf diperuntkkan untuk pebangunan  pisik, 

seperti Masjid, Mushalla, pesantren, kuburan, yayaan dan sebagainya. 

Sehingga eksitensi wakaf baru dalam wujud ibadah semata dan untuk 

kepentingan yang bersifat konsumtif, belum memberikan kontribusi 

sosial yang lebih luas.  

2. Pase Semi Profesional.  

 Periode ini adalah masa pegelolaan wakaf secara umum yang 

masih sama dengan pase Tardisional, namun bedanya adalah sudah 

mulai dikembangkan pemberdayaannya  secara produktif  walapun 

masih dalam bentuk sederhana. Misalnya pembangungan masjid-masjid 

yang letaknya strategis dengan rancang bangun gedung untuk 

pertemuuan, pernikahan, seminar dan acara lainnya.  Demikian pula 

tanah-tanah wakaf dibidang pertanian, pendirian toko-toko,  koperasi, 

penggiling padi, usaha bengkel dan sebagainya yang penghasilannya 
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untuk kepentingan pengembangan dibidang  pendidikan (pondok 

pesanteren), meskipun pengelolaannya masih dikatakan tradisional. 

Model pemberdayaan
240

 ini telah banyak dilaksanakan seperti Pondok 

Pesanteren Modern Gontor telah  mengembangkan wakaf dalam bentuk 

kesehatan dan pendidikan       

Lembaga perwakafan adalah salah satu lembaga keuangan Islam 

yang juga memiliki rukun, yang harus tegak kokoh di tengah 

masyarakat. tanpa adanya rukun  maka sistim tidak dapat berdiri tegak  

Banyak jumlah tanah di Jambi yang harus dikelola secara manejerial.  

Ada sekitar   15.314.912 m2.
241

 Berarti ada  1,68 %  dari jumlah luas 

tanah wakaf di Pulau Sumatera. Sedangkan jika dibandingkan dengan  

luas tanah wakaf di seluruh Indonesia, luas tanah wakaf di   Jambi 

adalah 0,98 %  

Jumlah lokasi tanah wakaf   sebanyak  5.773 persil. Ini berarti  ada   

6,07 % dari jumlah lokasi tanah wakaf yang  terdapat di seluruh Pulau 

Sumatera.. dan 1,43 % dari jumlah lokasi tanah wakaf diseluruh 

Indonesia.
242

 

Di samping itu, tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan di   Jambi 

seluruhnya seluas 10.004.370 m2 atau 65, 32 % dari luas tanah wakaf di 

seluruh Provinsi Jambi dan 1,09 % dari luas seluruh tanah wakaf di 
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 Kata pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang berarti  kuat, dan berdaya berarti 

mempunyai kekuatan atau kemampuan. Kata ini padanan dengan empowerment  yang juga berarti 

kemampuan atau memberi kekuasaan, (.     
241

 Kementrian Agama Propinsi Jambi,  
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Pulau Sumatera. Jumlah lokasi tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan di  

Jambi adalah 4.051  persil atau 70, 17 % dari jumlah lokasi tanah wakaf 

yang ada di  Jambi dan 4, 27 % dari jumlah lokasi tanah wakaf di Pulau 

Sumatra.   

Jadi uraian pemanfaatan tanah khususnya di  Jambi dapat dilihat dalam 

data berikut   ini:  

Noz Pemanfaatan Luas (m2) Lokasi  

1 Masjid 2.683.505 1.484 

2 Langgar/Mushalla 668.601 1.116 

3 Madrasah/Sekolah 1.146.789 678 

4 Kuburan/Makam 4.416.793 670 

5 Sosial/Lai-lain 1.088.682 103 

 Jumah 10.004.420 4.051 

 

Jumlah luas tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk mesjid adalah 26, 83 % 

dari luas seluruh tanah wakaf yang dimanfaatkan di   Jambi  dan 17,52 % dan luas 

seluruh tanah wakaf di Provinsi Jambi. Jumlah lokasi tanah wakaf yanga telah 

dimanfaatkan di Provinsi Jambi dan 25,70 % dari jumlah lokasi tanah wakaf yang 

berada di  Jambi.  

Jumlah luas tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk langgar/mushola 

adalah 6,68 % dari jumlah luas tanah wakaf yang telah dimanfaatkan tanah wakaf 

di   Jambi. Jumlah lokasi untuk langgar/mushollah 27,54 % dari jumlah lokasi 

tanah wakaf yang telah dimanfaatkan di Provinsi Jambi dan 19,33 % dari jumlah 

lokasi tanah wakaf di   Jambi. Ada beberapa kategori dalam pemnafaatanya anaara 

lain :   

1.  Tanah wakaf yang sudah dimanfatakan secara tradisional.  
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Jumlah luas tanah wakaf yang dimanafaatkan untuk Madrasah/sekolah adalah 

11, 46 % dari jumlah luas tanah wakaf yang telah dimanfaatkan di  Jambi dan 

7,49 % dari jumlah lokasi untuk madrasah/sekolah adalah 16,74 % dari jumlah  

lokasi tanah wakaf yang  telah dimanfaatkan di  Jambi dan 11,74 % dari jumlah 

lokasi tanah wakaf di  Jambi. 

Jumlah tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kuburan/makam adalah 

44,15 % dari jumlah luas tanah wakaf yang  telah dimanfaatkan di   Jambi dan 

28,84 % dari jumlah luas seluruh tanah wakaf di    Jambi. Jumlah lokasi untuk 

kuburan/makam adalah 16,54 % dari jumlah lokasi tanah wakaf yang telah 

dimanfaatkan di  Jambi dan 11,63 %  dari jumlah  lokasi tanah wakaf  di  Jambi.    

Jumlah lokasi tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk sosial/lain-lain 

adalah   10,88 % dari jumlah luas tanah wakaf yang telah dimanfaatkan di  

Jambi dan 7,11 % dari jumlah luas seluruh tanah wakaf di   Jambi. Jumlah 

lokasi untuk sosial/lain-lain adalah 2,55 % dari jumlah lokasi tanah wakaf yang 

telah dimanfaatkan di  Jambi dan 1,78 % jumlah lokasi tanah wakaf di  Jambi.   

2. Tanah Wakaf Yang belum dimanfaatkan.   

Dari data yang terhimpun  ternyata belum semua tanah wakaf yang ada  

Jambi sudah dimanfaatkan. Hal ini terlihat dari perbedaan luas tanah wakaf 

yang ada di Propinsi Jambi dengan luas tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan 

di   Jambi.  

Luas tanah wakaf di   Jambi adalah 15.314.912 m2 dan luas tanah wakaf 

yang sudah dimanfaatkan di  Jambi adalah 10.004.420 m2 (65.32 %). Ini 
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berarati terdapat 5.310.492 M2 (34.68 %) tanah wakaf yang beum 

dimanfaatkan.  

Demikian juga dengan jumlah lokasi tanah wakaf di   Jambi. Terdapat 

selisih antara jumlah lokasi tanah wakaf dengan jumlah lokasi tanah wakaf yang 

telah dimanfaatkan. 

Jumlah lokasi tanah wakaf di  Jambi adalah 5.773 persil dan jumlah lokasi 

tanah wakaf yang sudah dimanfaatkan  adalah 4.051 persil (70,17 %). Ini berarti 

masih terdapat 1.722 persil (29,83 %) tanah wakaf di   Jambi yang belum 

dimanfaatkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik Luas Pemanfaatan Tanah Wakaf (M2)  

Propinsi Jambi  
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C. Identitas Responden 

1. Umur  



 

  

  

 

474 

Responden sebagai sumber di dalam pengumpulan data- berkenaan 

dengan ini diambil dari tokoh-tokoh masyarakat  di desa dalam wilayah 

Kecamatan lokasi penelitian seperti tokoh formal, ulama dan tua tangganai. 

Mereka mempunyai umur yang tidak sama, berbeda antara satu dengan 

lainnya.   

Perbedaan ini didasarkan karena tidak adanya ketentuan umurnya 

yang berhak dalam masyarakat maupun peraturan pemerintah yang 

mengatur ketentuan umur bagi seorang pejabat (pimpinan), karenanya umur 

responden bervariai antara 20 s/d 40  tahun yang tertinggi 70 tahun lebih.   

Data umum responden tersebut bahwa responden sebahagian 

besarnya yaitu 85,14 % di antara mereka telah berumur 40 tahun ke atas 

seperti tabel di bawah ini :  

TABEL : 

TENTANG UMUR  

 

 

 

       1. Wakif dan Syarat-syaratnya.  

                   2.  Objek wakaf dan unsur-unsurnya.              

           b.   Harta Benda Wakaf dan Urgensinya.                    

 c. Wakif dan Unsur-unsurnya.Harta wakaf milik      

       Wakif,  pemilik sempurna dari harta yang diwakafkan ini berarti  

benda wakaf tersebut harus dimanfaatkan hasilnya dan bukan untuk 
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dibagi-bagi. Kalau sekiranya benda wakaf adalah milik organisasi atau 

badan hukum harus berdasarkan consensus bersama.  

F. Unsur-unsur Wakaf dan Urgensinya.  

 

1. Mauquf „Alaih      

           4. Shigat Wakaf             

5. Nazhir dan kriterianya.            

B. Keadaan dan Keberadaan Tanah Wakaf  
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